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ABSTRACT
DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL OF INFORMATION TECHNOLOGY-
BASED LICENSING IN DPMPTSP BULUNGAN DISTRICT
By
DEWI MARTHA SILAEN

Development of Technology-Based Licensing  Services, Information
communication on public service organizations is still just a mere wish and not
yet a challenge in the midst of globalization advances in information and
communication technology. The purpose of this research are: 1) To know and see
the public service in DPMPTSP Bulungan District, 2) Describe the steps of
Licensing service based on Information Technology in DPMPTSP Bulungan
District, 3) Describe the strategy of applying Licensing Information Technology
service in DPMPTSP Bulungan District. This research is done by using
qualitative approach. From this research it is known that the development of
information technology model in Bulungan Regency especially applied by
DPMPTSP Bulungan District will be implemented well if application can be
developed in the era of technology which more modern. The licensing service
implemented by DPMPTSP Bulungan District is still using manual way in serving
registration of SITU, SIUP and TDP licensing. While the development of
information and communication technology such as internet network can be
reached in some districts and villages, although not fully optimal. On the one
hand the other community also mostly have been using smart mobile devices and
android in everyday life. Based on these conditions there are 2 (two) things that
are interconnected the needs of the community will access information easily and
cheaply with the availability of communication networks that shorten distance
and time through utilization of technology in information service of licensing
requirement of SITU, SIUP and TDP. The development of information model of
licensing requirements of SITU, SIUP and TDP based on Information and
Communication Technology at DPMPTSP Bulungan District is an important
effort in improving the quality of permit service of SITU, SIUP and TDP.
However, data management personnel still need assistance by software
developers who demonstrate the skills and capabilities of the data management
staff is still limited.

Keywords: Development, Technology Information

fii




43268.pdf

ABSTRAK

PENGEMBANGAN MODEL PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DI DPMPTSP KABUPATEN BULUNGAN

Oleh

DEWI MARTHA SILAEN

Pelayanan Perizinan Berbasis Teknologi, Informasi komunikasi dalam informasi
dibutuhkan oleh masyarakat dan Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data, analisis, sasaran dan
informan. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui atau memotret
keadaan pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Bulungan, 2)
Mendeskripsikan langkah-langkah pelayanan perizinan berbasis Teknologi
Informasi di DPMPTSP Kabupaten Bulungan, 3) Mendeskripsikan strategi
penerapan pelayanan perizinan teknologi Informasi di DPMPTSP Kabupaten
Bulungan. Dalam pelaksanaan uji coba penelitian ini banyak hambatan SDM
secara kualitatif dan kuantitatif, belum adanya kebijakan anggaran yang
mendukung pelayanan berbasis Teknologi Informasi, sarana dan prasarana yang
masih kurang. Pelayanan perizinan yang diterapkan oleh DPMPTSP Kabupaten
Bulungan saat ini masih menggunakan cara manual dalam melayani pendaftaran,
serta untuk mendapatkan informasi persyaratan perizinan SITU, SIUP dan TDP.
Sementara perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti jaringan
internet sudah dapat dijangkau di beberapa wilayah kecamatan dan desa,
meskipun tidak sepenuhnya optimal. Di satu sisi yang lain masyarakat juga
sebagian besar telah menggunakan perangkat smart handphone atau android di
kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan kondisi tersebut terdapat 2 (dua) hal yang
saling terkait yaitu kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang mudah dan
murah dengan ketersediaan jaringan komunikasi yang memperpendek jarak dan
waktu melalui pemanfaatan teknologi dalam pelayanan informasi persyaratan
perizinan SITU, SIUP dan TDP. Pengembangan model informasi persyaratan
perizinan SITU, SIUP dan TDP dengan berbasis Teknologi Informasi dan
Komunikasi pada DPMPTSP Kabupaten Bulungan adalah upaya penting dalam
meningkatkan kualitas pelayanan perizinan SITU, SIUP dan TDP. Namun
demikian para pegawai pengelola data masih membutuhkan pendampingan dari
pengembang software, hal ini menunjukkan keterampilan dan kemampuan
pegawai pengelola data yang masih terbatas.

Kata Kunci : Pengembangan, Teknologi Informasi
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bulungan

1. Sekilas Tentang DPMPTSP Kabupaten Bulungan

Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Térpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bulungan. Dengan keluarnya
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan. Hal ini
dimaksud untuk memberikan Pelayanan yang Prima kepada Masyarakat agar
dalam memberikan Pelayanan Perizinan dapat merubah pandangan masyarakat
yang selama ini mengurus izin usaha selalu berbelit-belit dan biaya yang
tinggi. Hal ini dimaksudkan juga untuk memperpendek Birokrasi Pelayanan
serta kejelasan waktu dan biaya serta untuk meningkatkan iklim usaba yang
kondusif serta menjamin kepastian hukum bagi setiap Pemilik Izin yang
dikeluarkan.

2. Sejarah Berdirinya DPMPTSP Kabupaten Bulungan

Pertama kali berawal dari Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten

Bulungan dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan dan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

73



43268.pdf
74

Daerah. Dimana Susunan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu
(KPT) Kabupaten Bulungan yang terdiri dari :

a. Kepala Kantor (Eselon I'V/a)

b. Kepala Tata Usaha dan Pegawai (Eselon I[V/a)

c¢. Kepala Seksi Pelayanan (Eselon I'V/a)

d. Kepala Seksi Perizinan (Eselon IV/a)

e. Kepala Seksi Pelaporan dan Pengaduan (Eselon IV/a)

Mengacu pada Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kantor Pe]ayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Bulungan,
maka seluruh pejabat dan staf Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bulungan
berkewajiban untuk melaksanakan pemberian pelayanan atas semua bentuk
perizinan dan non perizinan yang telah dilimpahkan, melaksanakan
pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan, persyaratan
teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen, biaya dan waktu perizinan
dan non perizinan yang telsh dilimpahkan dengan mengacu pada prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.

Mengacu pada Perbup Nomor 2 Tahun 2009 tersebut, adapun jenis-jenis
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan Kantor Pelayanan
Terpadu Kabupaten adalah Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha
Hotel/Penginapan, Izin Rumah Makan/Restauran, Surat Keterangan Fiskal
Daerah, Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Usia Dini, Dasar, Menengah dan

Non Formal, Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah (PLS),
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Izin Pendirian Lembaga Latihan Swasta/Lembaga Pelatihan Pekerja (LPK),
Izin Tenaga Kerja Asing (IMTA), Rekomendasi/Persetujuan Penempatan
Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Izin Pendirian Depot Obat, Rekomendasi
Warung Kopi dan Rumah Makan.

Pada Tahun 2012, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan
Nomor 01 Tahun 2012 tantang Organisai dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bulungan, maka Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bulungan mengalami
status menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT)
dengan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Badan
b. Sekretaris, membawahi :
1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi :
1. Sub bidang Perizinan dan Penerimaan berkas
2. Sub bidang Pengelolaan dan dan Pemberian Izin
d. Bidang Pelaporan dan Pengaduan, membawahi :
1. Sub bidang Sistem Informasi
2. Sub bidang Penerimaan dan Pengolahan Pengaduan
e. Bidang Penanaman Modal dan Promosi, membawahi :
1. Sub bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal

2. Sub bidang Promosi dan Kerjasama
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f. Kelompok Jabatan Fungsional

g. Unit Pelaksana Teknis
Pada tahun 2016, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bulungan, maka adanya perubahan nomenklatur dari Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bulungan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah
unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman meodal dan
pelayanan perizinan terpadu yang menjadi satu pintu. Adapun susunan
organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri
dari:
a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. Sekretariat Dinas membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman
Modal, membawahi :
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Ikiim Penanaman Modal; dan
2. Seksi Promosi Penanaman Modal.
d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal,

membawahi:
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1. Seksi Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan
Penanaman Modal; dan
2. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan,
membawahi:
1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I; dan
2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II;
f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi:
1. Seksi Pengaduan, Informasi Layanan, Kebijakan dan Penyuluhan
Layanan; dan
2. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan/atau

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Terkait jenis perizinan dan non perizinan yang ada di DPMPTSP,
jumlahnya masih sama dengan jenis perizinan dan non perizinan ketika masih

bernama DPMPTSP.

3. Dasar Hukum
Yang menjadi Dasar Hukum dalam pembentukan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan adalah :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan

Lembaran Negara),
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. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741),

. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi
Penanam Modal,

. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal,

. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Unit Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu di Daerah,

. Perda Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan,

. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan,

. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pendelegasian
Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan di Bidang
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan.

. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar

Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan

4. Visi dan Misi

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis,

berkeadilan, transparan, dan akuntable yang lebih berdayaguna, berhasil guna,
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bersth dan bertanggung jawab, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Bulungan telah menetapkan Visi dan Misi. Adapun Visi DPMPTSP
Kabupaten Bulungan adalah “Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang
Profesional Untuk Peningkatan Investasi”, yang artinya upaya Pemerintah
Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan
penekanan pelayanan pada aspek kesederhanaan, kejelasan dan keamanan,
transparan, efisien dan ekonomis, serta ketepatan waktu pelayanan.
Untuk menerapkan Visi tersebut, DPMPTSP Kabupaten Bulungan
menetapkan Misi yaitu ;
1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal
2. Mendorong terciptanya iklim investasi yang aman dan sehat
3. Memperluas jaringan komunikasi dan kerjasama dengan pihak ketiga
4. Mewujudkan pelayanan perizinan dan penanaman modal sebagai sumber
pendapatan daerah dalam rangka kemajuan pembangunan ekonomi
5. Meningkatkan profesionalisme aparat pelayanan
6. Melaksanakan fungsi konsultasi, koordinasi, sinkronisasi, keamanan dan
kepastian
Sehingga dari Misi tersebut terwujudlah tujuan yang dapat meningkatkan
pelayanan perizinan yang prima, meningkatkan citra aparatur Pemerintah
dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, cermat, transparan,
nyaman, ramah, dan pasti, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan melalui Pelayanan Perizinan, dan juga meningkatkan kompetisi
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dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang Pelayanan

Perizinan.

5. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai dari Pengembangan DPMPTSP masih sama
dengan ketika berbentuk Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu,
yaitu ;
a. Meningkatkan investasi dan kegiatan Penanaman Modal
b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

¢. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan.

6. Kewenangan

Berdasarkan peraturan Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2013 tentang
pendelegasian jenis-jenis perizinan dan non perizinan serta Standar
Operasional Prosedur (SOP) kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan, maka untuk memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat khususnya di bidang Pelayanan Perizinan dan untuk
mewujudkan pelayanan satu pintu, maka perlu adanya pelimpahan sebagian
kewenangan perizinan kepada Kepala Badan Penranaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kabupaten Bulungan.

Adapun kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP
Kabupaten Bulungan tersebut sebanyak 69 jenis Perizinan dan 5 jenis Non

Perizinan.
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7. Hubungan Instansi Terkait

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bulungan pada dasarnya merupakan Dinas Pelayanan yang siap memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat yang datang mengurus izin, sedangkan
Dinas/Instansi teknis terkait yang harus menggerakan masyarakat sebagai
pelaku usaha / pengusaha untuk melengkapi Surat Izin terkait dengan usaha
yang dimiliki nya, sehingga dalam proses pemberian izin di DPMPTSP
Kabupaten Bulungan harus selalu berkoordinasi dengan Dinas/Instansi teknis
terkait melalui Tim Teknis Pelayanan Perizinan.

Hal tersebut diatas tertuang dalam Keputusan Bupati Bulungan Nomor
373/VII/2014 tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Kabupaten Bulungan. Pada Tim ini diketuai oleh Kepala
DPMPTSP Kabupaten Bulungan dan bertugas melakukan pemeriksaan
lapangan terhadap peromohonan perizinan. Dan hasil pemeriksaan di lapangan
akan menctukan apakah permohonan penerbitan izin usaha layak untuk
diterbitkan atau tidak.

Dengan adanya Tim Teknis DPMPTSP dan Dinas/Instansi teknis terkait,
dapat sama-sama bertanggung jawab terhadap kelancaran Pelayanan Perizinan
di Kabupaten Bulungan. Dengan demikian DPMPTSP dan Dinas/Instansi
teknis harus terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik untuk Pelayanan

Perizinan kepada Masyarakat sebagai Pelaku Usaha.
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8. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengelolaan pelayanan publik yang berkualitas sudah mulai dilakukan di
berbagai unit pelayanan pemerintah, bahkan dari waktu ke waktu jumlah
instansi pelayanan yang telah mampu memperbaiki kualitas pelayananannya
terus bertambah. Keberhasilan instansi pelayanan dalam mengembangkan
pelayanan prima tersebut dilakukan melalui berbagai cara, baik melalui
penerapan berbagai kebijakan pemerintah maupun dengan menerapkan
berbagai inovasi dalam pengembangan pelayanan sebagai upaya untuk
memuaskan pengguna jasa layanan.

Strategi pengembangan pelayanan prima yang paling sederhana yang
dapat digunakan adalah penerapan standar pelayanan dan SOP serta
pengukuran Indeks kepuasan Masyarakat. Sesuai Peraturan Bupati Bulungan
Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan
dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, yaitu meliputi ;

1) Jenis Pelayanan / Produk Layanan
2) Dasar Hukum Pelayanan

3) Persyaratan Pelayanan

4) Prosedur Pelayanan

5) Waktu Penyelesaian Pelayanan

6) Biaya Pelayanan

7) Sarana dan Prasarana

8) Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat.
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B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pelayanan Publik Berupa Informasi Persyaratan Perizinan

Tujuan penyelenggaraan pelayanan adalah untuk menyederhanakan
birokrasi perizinan dan non perizinan sehingga dapat mempercepat waktu
pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan yang di anggap kurang perlu
sehingga terjadi penyederhanaan mulai dari informasi persyaratan perizinan
dan menekan biaya pelayanan izin usaha.

Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bulungan adalah sebagai penyelenggara jasa pelayanan
publik dalam bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang mana proses
pengelolaannya dimulai dari informasi persyaratan, permohonan sampai
penerbitan izin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.

Akan tetapi, saat ini yang diterapkan di DPMPTSP Kabupaten Bulungan
adalah penyelesaian permasalahan sistem pelayanan perizinan dan non
perizinan masih secara manual. Penerapan sistem pelayanan secara manual
atau dalam artian belum menerapkan sistem daring (dalam jaringan) atau
berbasis teknologi informasi pastinya akan membuat pelayanan perizinan
menjadi lama. Hal ini pasti bertolak belakang dengan Tujuan, Visi dan Misi
dari DPMPTSP Kabupaten Bulungan.

Beberapa faktor penyebab masih menggunakan sistem _pelayanan
perizinan dan non perizinan secara manual seperti budaya organisasi yang
susah untuk menerima hal baru, alasan tidak memiliki anggaran untuk
membangun sistem berbasis teknologi informasi sehingga berpengaruh juga

terhadap fasilitas fisik, dan kualitas SDM dari DPMPTSP Kabupaten Bulungan
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yang tidak sesuai dengan standar yang seharusnya dimiliki oleh

penyelenggaran pelayanan publik umumnya.

Menurut Sinambela L.P (2006:6), secara teoritis tujuan pelayanan
publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai
kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari 1.
transparan, 2. Akuntable, 3. Partisipatif, 4. Kesamaan Hak, 3.
Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban, 6. Profesional. Sehingga
dalam mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang
tercermin dari DPMPTSP Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut -

1) Transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua
pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti, Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang
menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh
informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang
kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bulungan
Drs.Hamidan, M.Si mengatakan tentang penerapan transparansi dalam
pengurusan proses perizinan sebagai berikut

“Dalam prosedur pengurusan perizinan di DPMPTSP
Kabupaten Bulungan dilakukan secara transparan dan tidak
ada dikenakan biaya, pelayanan yang dilakukan terhadap
masyarakat/Pengusaha sudah melalui standar operasional
prosedur, Masyarakat juga sudah tahu serta memahami tata
cara pendaftaran yaitu dengan disampaikan secara langsung,
masyarakat langsung berhubungan dengan petugas tanpa
melalui perantara. Petugas saat ini belum sesuai atau
dikatakan masih kurang, tetapi yang ada saat ini sebagian
ikut membackup. Seharusnya ada penambahan SDM, tetapi

untuk penambahan SDM harus melalui proses dan buat
analisa kebutuhan lagi ke BKD. Demikian juga untuk
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perangkat Kkeras seperti komputer, sebenarnya belum
memadai, tapi dikategorikan cukup-cukup saja, intinya
maksimalkan apa yang ada.” (wawancara tanggal 2 Oktober
2017 Pukul 09.00 sampai selesai ).

Jawaban serupa juga disampaikan oleh Bapak Drs. Kamaludin selaku Kepala
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman
Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan mengatakan
bahwa :

“Saya rasa sudah jelas, karena setiap Pemerintah itu kalau
dia memungut nya yang nama nya pajak atau retribusi kan
sudah ada dasar hukumnya atau aturan yang berlaku.
Penelitian kamu ada tiga yaitu SITU, STUP dan TDP. Untuk
yang SIUP dulu pernah ada Perda nya terkait retribusi SIUP
untuk SIUP Kategori Kecil Rp.100.000,-, kategori menengah
Rp.150.000,-, dan untuk kategori besar Rp.250.000,~, nah
mulai Tahun 2014 sudah dihapus dan tidak ada lagi
retribusi/biaya untuk SIUP. Untak TDP tidak pernah ada
terkait biaya. Nah, untuk SITU berdasarkan Perda Nomor 12
tahun 2017 tentang tertib Retribusi Perizinan terfentu. Ada 5
yang disebutkan dalam Perda tersebut, salah satu nya
Retribusi Izin Gangguan (HO) ini berkaitan dengan SITU
(Surat Izin Tempat Usaha), dan pembayaran di Dinas
Lingkungan Hidup bukan di DPMPTSP. Jadi, saat ini di
DPMPTSP tidak ada pemungutan biaya”. (wawancara
tanggal 2 oktober 2017 Pukul 11.30 sampai selesai)

Transparan akan memberikan keterbukaan terhadap pelayanan publik
seperti pelayanan dibidang pendaftaran tentang perizinan, karena
penyebartuasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki
pemerintah sehingga dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
dapat mengetahui kejelasan dan kepastian dalam proses pendaftaran terhadap
pelayanan perizinan secara terbuka. Selain itu, transparansi dapat
mempersempit peluang korupsi dalam lingkup perizinan pelayanan publik dan

masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Berikut
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hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang mengurusi perizinan yaitu

bapak Roby yang mengatakan :

“Sewaktu saya mengurusi pelayanan perizininan di kantor
DPMPTSP Kabupaten Bulungan ini tidak dikenai biaya
dalam proses perizinannya dan menarut saya cukup baik
karena DPMPTSP Kabupaten Bulungan sudah menjalankan

keterbukaan dan transparansi

dalam

pelayanan yang

diberikan terhadap masyarakat.” (wawancara tanggal 9
Oktober 2017 Pukul 09.00 sampai selesai)

Tabel 4.1
Triangulasi sumber data tentang Indikator Transparan
NO | SUMBER DATA URAIAN KESIMPULAN
1. | Drs.Hamidan ,MSi Tranparansi Pelaksanaan
Kepala Dinas sesuai dengan Pelayanan Perizinan
Penanaman Modal dan | SOP yang ada sangat baik, karena
perijinan Terpadu Satu adanya keterbukaan
Pintu Kabupaten terhadap pelayanan
Bulungan informasi perizinan
. dan mengacu pada
2 | Drs. Kamaludin Kejelasan Standar Operasional
Kepala Bidang had Prosedur (SOP) yan
Penyelenggaraan terhadap proses rose u yang
.. pendaftaran sudah ditetapkan.
Pelayanan Perizinan Kekuran b
dan Non Perizinan © gan sumber
daya manusia (SDM)
dan perangkat keras
tidak menjadi
3. |Roby, Masyarakat Keterbukaan dan | penghalang untuk
Transparansi terus melayani
masyarakat sebagai
pelaku usaha.

Sumber: Olahan Peneliti 2017

Disamping triangulasi sumber data diatas indikator Transparan juga didukung

oleh hasil triangulasi teknik Pengumpulan data sebagaimana tabel dibawah ini :
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Tabel 4.2
Teknik Pengumpulan Data Indikator Transparan
Wawancara Observasi Dokumentasi

Prinsip transparansi Setelah adanya Hasil
menciptakan kepercayaan | transparansi saat ini Wawancara
timbal balik antara maka kepercayaan dan
masyarakat dan masyarakat semakin Dokumentalsi
pemerintah melalui meningkat terhadap
penyediaan informasi pelayanan perizinan Foto
yang akurat dan memadai.

Summber : Olahan Peneliti, 2017

Berdasarkan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data dari
indikator transparan dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi dalam
pelayanan perizinan sangatlah penting agar mudah dan jelas dipahami oleh
seluruh masyarakat sebagai pengguna layanan atau pelaku usaha. Adanya
publikasi mengenai informasi persyaratan perizinan SITU, SIUP dan TDP di
DPMPTSP Kabupaten Bulungan, dapat terwujud dengan prinsip transparansi
yang artinya dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat

dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

2) Akuntabel, yaitu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Ketentuan
peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud konsep akuntabilitas
dalam penelitian ini yaitu pertanggung jawaban  petugas dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dimana pegawai yang
bertugas dalam melayani bertanggungjawab atas tugas yang dikerjakannya
terhadap masyarakat. Menurut Syahrudin Rasul (2002:8) akuntabilitas
adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi
atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas

dalam suatu organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala
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Dinas DPMPTSP Kabupaten Bulungan Drs.Hamidan, M.Si mengatakan
tentang akuntabilitas dalam pengurusan proses perizinan sebagai berikut :

“Saya sering mengontrol petugas yang melaksanakan
tugasnya dalam melayani proses perizinan terhadap
pelayanan informasi persyaratan perizinan SITU, SIUP, TDP,
mereka sangat baik dalam melayani, aktif, patuh, dan santun
dan mengerjakan prosesnya sesuai ketentuan yang berlaku
dan penuh tanggung jawab dengan tugas yang dikerjakannya.
Dan para pegawai bekerja sesuai dengan tupoksi mereka,
untuk tenaga kontrak sebagai pelengkap saja, membanfu
para pegawai, diluar dari tugas tenaga kontrak itu sendiri.”

Jawaban serupa juga disampaikan oleh ibu Risam Lawai Kepala Seksi
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan yang mengatakan bahwa :

“DPMPTSP Kabupaten Bulungan sudah menyediakan
pelayanan informasi persyaratan perizinan. Persyaratan
tersebut bisa langsung di peroleh di DPMPTSP Kabupaten
Bulungan tanpa melalui perantara. Karema dari pihak
DPMPTSP Kabupaten Bulungan sudah menginformasikan
persyaratan tersebut melalui baleho tentang persyaratan
perizinan”.

Kejelasan persyaratan merupakan hal-hal yang harus di penuhi Oleh
masyarakat pengguna jasa untuk mendapatkan pelayanan. Syarat-syarat
pelayanan tersebut harus di informasikan secara jelas sehingga memudahkan
masyarakat untuk melengkapi segala persyaratan pelayanan tersebut. Berikut
hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang mengurusi perizinan yaitu
bapak Ir. Agus Wicaksono yang mengatakan :

“Menurut saya dari pihak DPMPTSP Kabupaten Bulungan
sudah memberikan persyaratan yang cukup jelas. Ketika
saya datang di kantor DPMPTSP Kabupaten Bulungan
pengumuman mengenai syarat-syarat perizinan sudah
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terpasang pada papan informasi, selain itu petugas juga
menjelaskan dan memberikan brosur mengenai setiap jenis
pelayanan.

Tabel 4.3
Triangulasi sumber data tentang Indikator Akuntabel
NO | SUMBER DATA URAIAN KESIMPULAN
1. | Drs.Hamidan ,MSi Sesuai dengan Syarat-syarat
Kepala Dinas ketentuan yang | pelayanan tersebut
Penanaman Modal dan | berlaku harus di informasikan
perijinan Terpadu Satu secara jelas schingga
Pintu Kabupaten memudahkan
Bulungan masyarakat untuk
2. |Risam lawai Kepala Sesuai melengkapi segala
. esuai dengan persyaratan perizinan
Seksi Pelayanan ersyaratan tersebut
Perizinan dan Non petsy ’
Perizinan II Perizinan

Ir. Agus Wicaksono, Persyaratan yang
Masyarakat cukup jelas

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Disamping triangulasi sumber data diatas indikator Akuntabel juga didukung

oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan data sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Teknik Pengumpulan Data Indikator Akuntabel
‘Wawancara Observasi Dokumentasi
Penyediaan akuntanbilitas | Masyarakat semakin Hasil
terhadap informasi yang | mudah mengurusi Wawancara
jelas mengenai pelayanan | pelayanan informasi dan
informasi persyaratan perizinan yang .
diberikan oleh poxumentas
DPMPTSP kabupaten | - 0%
Bulungan

Sumber : Olahan Peneliti,2017
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Berdasarkan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data dari
indikator Akuntabel dapat disimpulkan bahwa kejelasan pelayanan informasi
persyaratan perizinan SITU, SIUP, TDP pada Kantor DPMPTSP Kabupaten
Bulungan, pada dasarnya tentang pelayanan informasi sudah dapat
dipertanggungjawabkan. Hal ini terbukti dari kemudahan masyarakat dalam
memperoleh pelayanan informasi persyaratan yang sudah disediakan pada
kantor DPMPTSP Kabupaten Bulungan. Pelayanan informasi persyaratan
merupakan hal yang sangat penting diketahui oleh masyarakat pengguna jasa,
sehingga harus diinformasikan dengan baik dan jelas kepada masyarakat.
Pelayanan informasi persyaratan yang disediakan dengan jelas akan
memudahkan masyarakat dalam melengkapi syarat-syarat perizinan,
sebaliknya jika pelayanan informasi persyaratan tidak diinformasikan secara
jelas maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam melengkapi syarat-
syarat perizinan. Oleh karena itu, kejelasan persyaratan perizinan sangat
dibutuhkan oleh setiap birokrasi demi menunjang kelancaran dalam proses
pemberian pelayanan kepada masyarakat luas.

3) Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan memperhatikan aspirasi,
kebutuhan dan harapan masyarakat. Menurut Fasli Djalal dan Ded:
Supriadi (2001:201-202), dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa
pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat
dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan,
bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal

masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan,
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dan memecahkan masalahnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan
Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bulungan Drs.Hamidan, M.Si
mengatakan tentang Partisipatif dalam pengurusan proses perizinan
sebagai berikut :

“Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang
perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bulungan yang telah berlangsung selama kurang lebih 7
tahun terus mengalami perkembangan dalam berpartisipasi
aktif untuk melayani masyarakat, dan ini tidak terlepas dari
peran serta masyarakat Kabupaten Bulungan yang juga
berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan  perizinan,
dilihat dari cukup banyaknya jumlah izin yang telah
diterbitkan DPMPTSP sendiri. Dan harapan masyarakat
juga dapat tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai
dengan standar pelayanan publik.”

Jawaban serupa juga disampaikan oleh Bapak Drs. Kamaludin selaku
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan
mengatakan bahwa :

“’Menurut saya partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan perizinan, baik dengan terus
mengadakan perizinan atas usaha ataupun bangunannya,
maupun melalui penilaian  positif terhadap layanan
perizinan yang diselenggarakan, dan hal tersebut tentu akan
menjadi motivasi bagi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan untuk
memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi
masyarakat.”

Berikut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang mengurusi
perizinan yaitu bapak Ir. Agus Wicaksono yang mengatakan :

“Saya baru pertama mengurus ijin. itikad melayani dari
aparat pemberi layanan sudah bagus, tidak judes sehingga
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berani mengutarakan maksud dan tujuan secara detail,
tidak ada rasa takut karena pelayanannya bersahabat.
Karena kalau aparat tidak berusaha memberikan
pelayanan yang baik, ofomatis saya kesusahan juga, sudah
jauh-jauh harus datang kesini.”

Tabel 4.5
Triangulasi sumber data tentang Indikator Partisipatif
NO | SUMBER DATA URAIAN KESIMPULAN
I. | Drs.Hamidan ,MSi Partisipasi aktif | Partisipasi masyarakat
Kepala Dinas masyarakat sudah sesuai dengan
Penanaman Modal dan aspu‘asi dan harapan
perijinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten
Bulungan
7. .
Drs. Kam.aludln Partisipasi yang
Kepala Bidang . -
sangat baik
Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
3. | Ir. Agus Wicaksono, :Eéga::;gfng
’ akat
Masyaraka standar
pelayanan

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Disamping triangulasi sumber data diatas indikator Partisipatif juga didukung

oleh hasil triangulasi teknik Pengumpulan data sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.6
Teknik Pengumpulan Data Indikator Partisipatif
Wawancara Observasi Dokumentast

Partisipasi masyarakat Partisipasi masyarakat | Hasil

dalam proses perizinan dalam proses perizinan | Wawancara
semakin baik terbukti | 5.
dengan kepuasan Dokumentasi
terhadap pelayanan
yang diberikan oleh Foto
petugas

Sumber : Olahan Peneliti, 2017
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Berdasarkan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data dari
indikator Partisipatif dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan
publik dapat berjalan dengan baik karena adanya partisipasi langsung dari
masyarakat sebagai pelaku usaha. Sistem yang baik, regulasi yang jelas dan
tepat, dan aparat yang berkualitas tentu tidak akan berarti tanpa respon dan
partisipasi dari masyarakat. Kualitas dari pelayanan publik dalam hal informasi
persyaratan perizinan tentu dapat di nilai dengan cara melihat sejauh mana
kepuasan yang ditunjukkan masyarakat terhadap pelayanan yang telah

diberikan oleh pemerintah.

4) Kesamaan Hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan
suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi; Efisien, yaitu
proses pelayanan perizinan hanya melibatkan tahap-tahap yang penting
dan melibatkan personil yang telah ditetapkan. Dalam kehidupan manusia,
persamaan hak sangat diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan sosial.
Persamaan hak adalah sesuatu yang mutlak harus di terima oleh orang
banyak. Jika ada sekelompok orang, di mana mereka tidak mendapatkan
persamaan hak nya, maka sekelompok orang itu akan merasa tidak
dianggap. Persamaan hak seseorang telah ada sejak dia lahir. Persamaan
hak itu ada bermacam-macam, seperti persamaan hak antara kaum pria
dan wanita, persamaan hak dalam pekerjaan atau profesi, dan lain-lain.
Karena itulah, persamaan hak harus bisa diterirﬁa dan diakui oleh banyak
orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas DPMPTSP
Kabupaten Bulungan Drs.Hamidan, M.Si mengatakan tentang kesamaan

hak dalam pengurusan proses perizinan sebagai berikut :
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“Petugas kami bu, selalu berusaha memberikan pelayanan
yang sebaik mungkin tanpa membedakan masyarakat dari
mana saja dan kami tidak memandang terhadap masyarakat
biasa maupun masyarakat yang tergolong mampu dari segi
ekonomi, bagi kami dari DPMPTSP Kabupaten Bulungan
tetap berusaha sebaik mungkin untuk melayani masyarakat
yang membutuhkan pelayanan dari kami dalam pengurusan
perizinan.”

Jawaban serupa juga disampaikan oleh Bapak Drs. Kamaludin selaku
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan

mengatakan bahwa :

“Dapat ibu lihat bagaimana petugas melayani masyarakat
yang mengurus perizinan disini, tidak ada pembedaan
petugas dalam melayani masyarakat yang membutuhkan
proses perizinan, siapapun orangnya tetap dilayani dengan
baik, baik laki-laki maupun perempuan, status usaha
perorangan, perusahaan komanditer atau perusahaan
perseroan, demikian juga terkait dari segi modal usaha dan
pendidikannya, masyarakat manapun juga tetap dilayani
dengan sesuai dengan aturan yang berlaku.”

Berikut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang mengurusi
perizinan yaitu bapak Djayadi, S.Apt seorang pegawai apoteker salah satu

apotik yang ada di Kabupaten Bulungan yang mengatakan :

“Sewaktu saya mengurus perizinan wusaha di Kantor
Perizinan Kabupaten Bulungan, petugas melayani kami
dengan sangat baik, sopan, ramah dan tidak ada saya lihat
prosesnya yang diberikan berbelit-belit serta tidak ada
pembedaan terhadap siapapun selama pengurusan dan
menurut saya pelayanan seperti ini patut dipertahankan
terhadap masyarakat yang membutuhkan.”
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Tabel 4.7
Triangulasi sumber data tentang Indikator Kesamaan hak
NO | SUMBER DATA URAIAN KESIMPULAN
1. | Drs.Hamidan ,MSi Pelayanan sebaik | Pelayanan tidak ada
Kepala Dinas mungkin perbedaan  terhadap
Penanaman Modal dan masyarakat
perijinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten
Bulungan
2. | Drs. Kamaludin .
Kepala Bidang Tldlgk dada dal
Penyelenggaraan perl cdaan daiam
Pelayanan Perizinan melayam
dan Non Perizinan
Djayadi, S.Apt,
3. Nila.zyarakat P Pelayanan sudah
sesuai baik,
sopan, ramah

Sumber: Olahan Pepelifi 2017

Disamping triangulasi sumber data diatas indikator Kesamaan Hak juga

didukung oleh hasil triangulasi teknik Pengumpulan data sebagaimana tabel

dibawah ini :
Tabel 4.8
Teknik Pengumpulan Data Indikator Kesamaan hak
Wawancara Observasi Dokumentasi
Persamaan hak dalam Petugas pelayanan Hasil
proses perizinan dalam memberikan Wawancara
pelayanan secara sopan | 3.,
dan ramah serta tidak Dokumentasi
membedakan terhadap Foto. SOP
masyarakat baik status oto, .
jenis usaha, modal
usaha, pekerjaan,
maupun gender.

Sumber : Olahan Peneliti, 2017
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Berdasarkan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data dari
indikator Kesamaan Hak dapat disimpulkan bahwa petugas tidak membeda-
bedakan status masyarakat yang datang ke kantor DPMPTSP Kabupaten
Bulungan. Penyelenggaraan pelayanan publik ada pada masyarakat sebagai
pelaku usaha. Persamaan hak itu ada bermacam-macam, seperti persamaan hak
antara kaum pria dan wanita, persamaan hak dalam pekerjaan atau profesi,
persamaan hak dari status ekonomi, persamaan hak dari status kepemilikan
jenis usaha, dan sebagainya. Sehingga dari observasi atau pengamatan peneliti
bahwa masyarakat yang datang, dari yang punya usaha perorangan, usaha
komanditer, dan usaha perseroan baik itu dengan modal yang kecil, menengah
hingga besar, petugas front office di DPMPTSP Kabupaten Bulungan tetap

berusaha melayani dengan baik sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.

5) Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban, yaitu pemberi dan Penerima
pelayanan perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing
pihak.Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas DPMPTSP
Kabupaten Bulungan yang menjabat sebelumnya ketika masih berstatus
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yaitu bapak Adi
Irwansyah, SH, M.Si mengatakan tentang Keseimbangan antara Hak dan
Kewajiban dalam pengurusan proses perizinan sebagai berikut :

“Ketika saya menjabat di BPMPT ataun sekarang DPMPTSP
Kabupaten Bulungan, yang diterapkan bahwa DPMPTSP
Kabupaten Bulungan dalam memberikan informasi
persyaratan perizinan SITU, SIUP, TDP sudah sesuai Standar-
Operasional Prosedur yang ada di bidang mereka masing-

masing dan merupakan kewajiban selaku pelayanan kepada
masyarakat ”.
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Jawaban serupa juga disampaikan oleh Ibu Risam Lawai selaku Kepala Seksi
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan mengatakan bahwa :

“DPMPTSP Kabupaten Bulungan dalam memberikan
pelayanan perizinan sudah melaksanakan kewajibannya
sesuai dengan aturan yang berlaku seperti memberikan
informasi tentang tata cara dalam pendaftaran pelayanan
perizinan terhadap masyarakat yang mengurusnya.”

Berikut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang mengurusi

perizinan yaitu bapak Prabayu, S.T seorang pegawai swasta di bidang kelapa

sawit yang ada di Kabupaten Bulungan yang mengatakan :

"“Begini bu pengurusan perizinan yang saya lakukan di
DPMPTSP Kabupaten Bulungan sudah sangat baik dan
sesuai, informasi mengenai persyaratan dan pendaftaran yang
kami butuhkan juga di layani dengan baik oleh pegawai yang
bertugas di front office dan kalau perlu menurut saya
pelayanan nya perlu lebih ditingkatkan lagi.”

Tabel 4.9
Triangulasi sumber data tentang Indikator Keseimbangan antara Hak dan
Kewajiban
NO | SUMBER DATA URAIAN KESIMPULAN
1. | Adi Irwansyah, SH, Sudah sesuai Hak dan Kewajiban
M.Si Eks Kepala SOP Pelayanan | antara petugas dan
Dinas Badan masyarakat sebagai
Penanaman Modal dan pelaku usaha sudah
Perizinan Terpadu terpenuhi dan sesuai
Kabupaten Bulungan atau seimbang antara
) Lawai Hak dan Kewajiban
2. Ibu Risam awal Sesuai dengan masing-masing.
Kepala Seksi aturan
‘. yang
Pelayanan Perizinan berlaku
dan Non Perizinan [I

Perizinan
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3. | Prabayu,S.T , Sangat baik
Masyarakat

Sumber: Olahan Peneliti 2017

Disamping triangulasi sumber data diatas indikator Keseimbangan antara
Hak dan Kewajiban juga didukung oleh hasil triangulasi teknik Pengumpulan

data sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.10
Teknik Pengumpulan Data Indikator Keseimbangan antara Hak dan
Kewajiban
Wawancara Observasi Dokumentasi

Hak dan Kewajiban dalam | Proses pengurusan | Hasil
pelayanan perizinan pelayanan  perizinan | Wawancara
yang diberikan kepada | 4,1,
masyarakat telah sesuai Dokumentasi
dengan hak pelayanan
serta kewajiban yang
diberikan oleh petugas

Foto

Sumber : Olahan Peneliti, 2017

Berdasarkan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data dari
indikator keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat disimpulkan bahwa
pegawai telah memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional
prosedur (SOP) tentang tata cara pemberian layanan. Demikian pula mengenai
hak masyarakat dalam pengurusan pelayanan dilayani dengan sangat baik
sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dalam proses pengajuan
pendaftaran maupun perpanjangan perizinan.

6) Profesional, pemrosesan perizinan melibatkan tenaga dengan keahlian
yang diperlukan, baik untuk validasi administratif, verifikasi lapangan,

pengukuran dan penilaian kelayakan, yang masing-masing prosesnya
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dilaksanakan berdasarkan tata urut dan prosedur yang telah ditetapkan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993), dijelaskan bahwa kata
'Profesional' diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan 'Profesi' dan
selain itu, diperlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Banyak
orang yang mengaku bahwa 'dirinya adalah seorang yang profesional',
tetapi, kalau ditanya 'dalam hal apa dan bagaimana’ ia cenderung bingung
untuk menjawabnya. Pengertian mengenai 'profesional’ barangkali masih
rancu bagi masyarakat umum, misalnya istilah 'petinju profesional’
diartikan sebagai petinju bayaran, dan ‘penyanyi profesional' adaiah
penyanyi terkenal. Untuk memperjelas pengertian profesional, beberapa
penjelasan berikut dapat dijadikan sebagai rujukan.Berdasarkan hasil
wawancara dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten Bulungan yaitu Bapak
Drs.Hamidan, M.Si mengatakan tentang Profesional dalam pengurusan
proses perizinan sebagai berikut :
“Melayani masyarakat adalah tugas utama Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah, begitupun instansi Pemerintah seperti
Kantor DPMPTSP Kabupaten Bulungan. Seperti apa yang
telah menjadi tujuan didirikannya DPMPTSP yaitu
mempermudah masyarakat dalam pengurusan perizinan dan
penanaman modal, maka diperlukan sebuah cara yang
tentunya berbeda dengan cara yang diterapkan scbelum
didirikan DPMPTSP. Kuncinya adalah Pelayanan yang
memuaskan masyarakat karena dengan pelayanan yang
memuaskan maka apa yang dikehendaki masyarakat telah
diwujudkan, seperti kemudahan prosedur, kejelasan biaya

perizinan, pelayanan yang ramah, proses yang lebih cepat dan
murah.”
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Jawaban serupa juga disampaikan oleh Ibu Risam Lawai selaku Kepala

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II Penanaman Modal dan

Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan mengatakan bahwa :

Hal inilah yang sering dilupakan oleh petugas, petugas masih
sering enggan untuk menanyakan "Apa ada yang anda
keluhkan dengan pelayanan yang kami berikan?” sedangkan
para pengguna jasa juga merasa segan untuk menyampaikan
keluhan karena merasa takut keluhannya tidak ditanggapi.
Ini disebabkan karena masih knrangnya keterbukaan antara
petugas dengan pengguna jasa.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang mengurusi

perizinan yaitu bapak Prabayu , S.T seorang pegawai swasta di bidang kelapa

sawit yang ada di Kabupaten Bulungan yang mengatakan :

“Dikarenakan jumlah personil yang terbatas, verifikasi
dokumen perizinan harus berhenti pada saat waktu istirahat.
Hal ini dirasakan cukup menyita waktu bagi pengguna
layanan karena harus menunggu. Jika personil jumlahnya
cukup banyak, waktu istirahat dapat dimanfaatkan personil
secara bergiliran. Artinya yang satu istirahat sementara yang
lain dapat lanjut melakukan proses pelayanan perizinan
seperti verifikasi dokumen.

Tabel 4.11
Triangulasi sumber data tentang Indikator Profesional

NO | SUMBER DATA URAIAN KESIMPULAN

1. | Drs.Hamidan ,MSi Kemudahan Profesional sangat
Kepala Dinas pelayan dibutuhkan dalam
Penanaman Modal dan | perizinan pelayanan perizinan
periji.nal‘l Terpadl.l Satu agar terWujud
Pintu Kabupaten pelayanan prima.
Bulungan

2. | Ibu Risam Lawai Kurangnya
Kepala Seksi 1y umikasi
Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan 1
Perizinan
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3. | Prabayu, S.T ,
Masyarakat

Personil yang
terbatas

i Sumber: Olahan Peneliti 2017

Disamping triangulasi sumber data diatas indikator Profesional juga

didukung oleh hasil triangulasi teknik Pengumpulan data sebagaimana tabel

dibawah ini ;
Tabel 4.12
Teknik Pengumpulan Data Indikator Profesional
Wawancara Observasi Dokumentasi
Profesional sangat penting | Perilaku petugas | Hasil
dibutuhkan dalam melayani masyarakat wawancara dan
melayanai masyarakat dalam proses perizinan | pokumentasi
sangat baik dengan Foto
sikap yang cepat dan
tepat.

Sumber : Olahan Peneliti,2017

Berdasarkan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data dari

indikator Profesional dapat disimpulkan bahwa sikap/perilaku penyelenggara

pelayanan perizinan yang cukup baik dan harus terus meningkat seiring dengan

perjalanan waktu. Sikap/perilaku penyelenggara pelayanan perizinan harus

mengutamakan sikap melayani demi kepuasan yang dilayani. Walaupun masih

adanya ketidakteraturan waktu dalam pelayanan perizinan dikarenakan dalam

proses pengurusan perizinan tersebut sering terhambat hal-hal teknis, seperti

syarat yang kurang lengkap, staf/petugas/SDM nya yang kurang banyak

ataupun dalam kenyataan di lapangan ternyata masih ada masalah yang harus
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diselesaikan sebelum permohonan perizinan diproses, ini mengakibatkan

pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya tercapai dengan baik.

2. Konsep Pengembangan
Menurut Sugiyono (2011:408) langkah-langkah pelaksanaan strategi
penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk menghasilkan produk

tertentu dan untuk menguji keefektifan produk yang dimaksud yaitu dengan 1.

Potensi dan Masalah, 2. Pengumpulan Data, 3. Desain Produk, 4. Validasi

Desain, 5. Revisi Desain, 6. Ujicoba Produk, 7. Revisi Produk, 8 Ujicoba

Pemakaian, 9. Revisi Produk, 10. Produksi Masal. Dari langkah-langkah

tersebut, dapat dikembangkan suatu model pelayanan informasi persyaratan

perizinan di DPMPTSP Kabupaten Bulungan. Dengan pembahasan sebagai
berikut ;

a. Potensi dan masalah, Penelitian ini dapat berangkat dari adanya potensi atau
masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan
memiliki suatu nilai tambah pada produk yang diteliti. Pemberdayaan akan
berakibat pada peningkatan mutu dan akan meningkatkan pendapatan atau
keuntungan dari produk yang diteliti. Masalah juga bisa dijadikan sebagai
potensi, apabila kita dapat mendayagunakannya. Masalah akan terjadi jika
terdapat penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi.
Masalah ini dapat diatasi melalui R&D dengan cara meneliti sehingga dapat
ditemukan suatu model, pola atau sistem penanganan terpadu yang efektif
yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Beberapa tahapan dalam pengembangan model teknologi informasi yang

dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Bulungan yaitu a) Menentukan
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bagaimana peluang dan prioritas, b) Melakukan studi kelayakan untuk
menentukan apakah model yang baru adalah lebih baik dan merupakan
solusi yang layak, c) Mengembangkan rencana yang di dapatkan dan
meminta persetujuan manajemen. Produk dari tahap ini adalah studi
kelayakan sebagai studi awal untuk merumuskan informasi yang dibutuhkan
pemakai akhir, kebutuhan sumber daya, biaya, manfaat dan kelayakan
proyek yang diusulkan mengingat proses pengembangan sistem dapat
memakan biaya besar. Masalah akan terjadi jika terdapat penyimpangan
antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Masalah ini dapat diatasi
melalui R&D dengan cara meneliti sehingga dapat ditemukan suatu model,
pola atau sistem penanganan terpadu yang efektif yang dapat digunakan
untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti potensi masalah sangat
memungkinkan, asalkan harus ada kelengkapan Sofiware dan Hardware,
karena selama ini segala proses pelayanan dilakukan secara manual. Ketika
harus menggunakan berbasis teknologi maka harus diadakan kominikasi,
sosialisasi, hingga pelatihan.

Mengumpulkan Informasi dan Studi Literatur, Setelah potensi dan masalah
dapat ditunjukan secara faktual, maka selanjutnya perlu dikumpulkan
berbagai informasi dan studi literatur yang dapat digunakan sebagai bahan
untuk perancangan sistem/produk yang diharapkan dapat mengatasi masalah
tersebut. Studi ini ditujukan untuk menemukan konsep-konsep atau
landasan-landasan teoritis yang memperkuat suatu produk. Produk
Pelayanan Informasi Persyaratan Perizinan, terutama produk yang

berbentuk model, program, sistem, pendekatan, software dan sejenisnya
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memiliki dasar-dasar konsep atau teort tertentu. Untuk menggali konsep-
konsep atau teori-teori yang mendukung suatu produk perlu dilakukan

kajian literatur secara intensif.

Pada tahapan ini peneliti mengumpulkan data studi literatur terhadap
pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi yang belum ada serta
kajian studi literatur suatu produk, keluasan penggunaan, kondisi-kondisi
pendukung agar model/produk dapat digunakan atau diimplementasikan
secara optimal, serta keunggulan dan kelemahan dari model/produk
tersebut. Studi literatur juga diperlukan untuk mengetahui strategi
pengembangan yang paling tepat dalam pengembangan model/produk
tersebut. Berikut perbandingan dari model/produk berbasis teknologi
informasi yang dapat menunjang pelayanan publik, beserta keunggulan dan

kelemahan nya sebagai berikut :

a) Model Pelayanan Berbasis SMS Gateway

SMS gateway adalah sebuah perangkat yang menawarkan layanan transit
SMS, mentransformasikan pesan ke jaringan selular dari media lain, atau
sebaliknya, sehingga memungkinkan pengiriman atau penerimaan pesan SMS
dengan atau tanpa menggunakan ponsel. Atau lebih tepat nya adalah adanya
komunikasi dua arah.

Yang menjadi kelebihan dari aplikasi berbasis SMS Gateway adalah 1).
Hemat, 2). Bisa mengotomisasi pesan-pesan yang di kirim dengan memakai

program penambahan yang bisa di buat sendiri, schingga pengirim pesan bisa
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lebih fleksibel dalam kirim berita karena umumnya pesan yang di kirim tidak
sama untuk masing-masing penerimanya serta gampang, cepat dan praktis.
Yang menjadi kelemahan dari aplikasi berbasis SMS Gateway adalah 1).
Tidak mensupport pengiriman sms berbentuk gambar serta nada tetapi
berbentuk teks saja, 2). Bila ada masalah pada jaringan telekomunikasi sistem
tidak bisa dengan automatis mengirimkan ulang pésan yang sudah dikirim, 3).

Serta pengirim dan penerima harus memiliki pulsa ketika ingin bertransaksi.

Sehingga aplikasi SMS Gateway tidak dapat digunakan untuk
pengembangan model/produk pelayanan informasi persyaratan perizinan SITU,

SIUP, TDP di DPMPTSP Kabupaten Bulungan.

b) Model Pelayanan Berbasis WEB

Aplikasi Berbasis Web adalah sebuah aplikasi yang dapat diakses
melalui internet atau intranet, dan pada sekarang ini ternyata lebih banyak dan
lebih luas dalam pemakaiannya. Banyak dari perusahaan-perusahaan
berkembang yang menggunakan Aplikasi Berbasis Web dalam merencanakan
sumber daya mereka dan untuk mengelola perusahaan mereka.

Aplikasi Berbasis Web dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan
yang berbeda. Sebagai contoh, Aplikasi Berbasis Web dapat digunakan untuk
membuat invoice dan memberikan cara yang mudah dalam penyimpanan data
di database. Aplikasi ini juga dapat dipergunakan untuk mengatur persediaan,
karena fitur tersebut sangat berguna khususnya yang berbisnis ritel. Aplikasi
Berbasis Web juga dapat bekerja memonitoring sistem dalam hal tampilan.

Babkan jumlah dari Aplikasi Berbasis Web sudah tak terhitung lagi, yakni
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dapat di desain dan disesuaikan untuk berbagai jenis industri, langitlah yang
menjadi batasannya.

Yang menjadi kelebihan dari aplikasi berbasis WEB adalah 1). Aplikasi
berbasis web dapat dijalankan dimanapun dan kapanpun tanpa harus
melakukan penginstalan yang penting memiliki browser dan akses internet, 2).
Terkait dengan isu lisensi (hak cipta) tidak memerlukan lisensi ketika
menggunakan web-based application, sebab lisensi telah menjadi tanggung
jawab dari web penyedia aplikasi, 3). Dapat dijalankan di system operasi
manapun, 4). Dapat diakses lewat banyak media seperti komputer dan
handphone yang sudah sesuai dengan standard WAP, 5). Tidak perlu
spesifikasi komputer yang tingggi untuk menggunakan aplikasi berbasis web
ini, sebab di beberapa kasus sebagian besar proses dilakukan di web server
penyedia aplikasi berbasis web.

Yang menjadi kelemahan dari aplikasi berbasis WEB 1). Dibutuhkan
koneksi intranet dan internet yang handal dan stabil, hal ini bertujuan agar pada
saat aplikasi dijalankan akan berjalan dengan baik dan lancar, 2). Serta
dibutuhkan system keamanan yang baik dikarenakan aplikasi dijalankan secara
terpusat, sehingga apabila server di pusat down maka system aplikasi tidak bisa
berjalan.

Sehingga aplikasi berbasis WEB saat ini belum tepat digunakan untuk
pengembangan model/produk pelayanan informasi persyaratan perizinan SITU,
SIUP, TDP di DPMPTSP Kabupaten Bulungan. Alasannya, fasilitas jaringan /

koneksi internet yang belum stabil atau masih lambat di Kabupaten Bulungan.
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¢) Model Pelayanan Berbasis Android

Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler
seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android menyediakan platform
terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri
untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Awalnya, Google Inc.
membeli Android Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk
ponsel.

Yang menjadi kelebihan dari aplikasi berbasis Android adalah 1). Sistem
terbuka, 2). Dikembangkan banyak perusahaan dan user sehingga user dapat
mengembangkan aplikasi, 3). Dapat dipakai di berbagai macam media dengan
berbasis layar sentuh, 4). Aplikasi android relatif berukuran kecil sehingga
tidak kawatir dengan memory smartphone atau tablet akan cepat habis, 5).
Dikembangkan oleh salah satu raksasa telekomunikasi dunia, yaitu Google, 6).
Merupakan salah satu sistem operasi yang cepat dan responsive

Yang menjadi kelemahan dari aplikasi berbasis Android 1). Dengan
banyak merk dari Android, masing-masing memiliki sistem dan driver sendiri,
sehingga antara aplikasi di smartphone / tablet yang satu dan lain berbeda-
beda, bisa dikatakan masih muda sehingga bisa membuat banyak perubahan
yang terjadi di sistem, 2). Untuk mengupdate dan meroot sistem tidak mudah
dilakukan, untuk upgrade OS (Oprating System) harus menyesesuaikan dengan
developer yang kita gunakan, karena setiap brand mempunyai cara dan
ketentuan sendiri mengenai upgrade, 3). Harga perangkat keras tergolong

mahal, padahal sistem operasinya gratis, akan tetapi sekarang sudah diciptakan
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smartphone dan tablet yang berbasis Android harganya dibawah 1.5 juta
bahkan khususnya ada di harga mulai 500 ribuan

Sehingga aplikasi berbasis Android saat ini yang tepat digunakan untuk
pengembangan model/produk pelayanan informasi persyaratan perizinan SITU,
SIUP, TDP di DPMPTSP Kabupaten Bulungan. Karena masyarakat di
Kabupaten Bulungan saat ini pada umumnya sudah menggunakan Handphone
Android sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu perangkat Android bisa
digunakan untuk mendapatkan pelayanan informasi persyaratan perizinan di
DPMPTSP Kabupaten Bulungan.

Produk yang dikembangkan dalam Pelayanan Informasi Persyaratan
Perizinan membutuhkan perangkat keras seperti komputer, kabel jaringan,
Smartphone/ Android, SOP Perizinan pada SITU, SIUP dan TDP.

Studi literatur merupakan kajian untuk mempelajari konsep-konsep atau
teori-teori yang berkenaan dengan produk atan model yang akan
dikembangkan. Untuk penyusunan model berbasis teknologi informasi bagi
pengembangan model pelayanan informasi persyaratan perizinan SITU, SIUP
dan TDP, studi literatur nya difokuskan pada konsep dan teori-teori tentang
model pengembangan berbasis teknologi informasi, khususnya dalam
pelayanan. Selain dari itu dari studi kepustakaan nya juga mengkaji hasil
pénelitian terdahulu yang berkenaan dengan penggunaan teknologi berbasis
informasi bagi pelayanan perizinan.

Berikut bagan perancanganfilustrasi strategi pengembangan model

berupa produk pelayanan informasi persyaratan perizinan berbasis teknologi




43268.pdf



43268.pdf
110

Permodelan yang digunakan dalam desain produk ini menggunakan

metode pohon agar memudahkan pemahaman sistem yang dibuat sehingga

membantu proses perancangan data dalam database dan pemrograman sistem

informasi tersebut. Berikut permodelan dalam desain produk dapat dilihat pada

gambar berikut ;
TDP
Perizinan f E SIUP
SITU
Sistem Profile
Informast

Contact Us

Gambar 4.2 Desain sistem informasi persyaratan perizinan

Untuk desain produk program berbasis Android ini peneliti dan tim IT
menggunakan software android studio, langkah-langkah nya membuat new
project dengan memasukkan nama lokasi project, kemudian editing welcome
message nya, lalu menambahkan tombal-tombol menu sesuai kebutuhan, lanjut
dengan second activity untuk masukkan data, lalu percobaan dengan
mendaftarkan ke App Store. Sehingga pengguna layanan ijzin tinggal

mendownload dari App Store pada hp android masing-masing.

. Validasi Desain, merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan
produk, dalam hal ini sistemn kerja baru secara rasional akan lebih efektif dari

yang lama atau tidak. Dikatakan secara rasional karena validasi disini masih

bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta lapangan.
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Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar
atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang
dirancang tersebut. Setiap pakar diminta untuk menilai desain tersebut,
sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya. Validasi
desatn dilakukan oleh peneliti dalam forum diskusi dengan pegawai DPMPTSP
Kabupaten Bulungan. Sebelum diskusi, peneliti mempresentasikan proses
penelitian sampai ditemukan desain tersebut, berikut keunggulannya, dengan
menampilkan perancangan sistem produk dengan Use Case Diagram, yang
bertujuan untuk menggambarkan fungsionalitas yang dtharapkan pada sistem
dan mempresentasikan interaksi-interaksi antara pengguna (user) dan sistem.

Dapat dilihat dalam gambar rancangan berikut ;

‘Admin

Gambar 4.3 Rancangan Use Case Diagram

Validasi desain dapat dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi
mengenai layak atau tidaknya suatu produk tersebut. Desain produk dan jasa

diperlukan untuk memuaskan konsumen. Ide dan gagasan dari produk bisa
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berasal dari sumber internal dan eksternal DPMPTSP. Sumber munculnya ide

dan gagasan produk dan desain dapat diperoleh dari pegawai DPMPTSP
Kabupaten Bulungan, dan dapat menjadi sumber ide yang besar karena adanya
dukungan atas ide. Dengan berbagai latar belakang dan ketrampilan yang

mereka miliki sumber ide untuk desain dan produk akan semakin banyak.

. Perbaikan Desain, Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan

pakar dan tim IT, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan
tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain.
Yang bertugas memperbaiki desain adalah peneliti yang man menghasilkan
produk/model pelayanan informasi persyaratan perizinan SITU, SIUP, TDP
berbasis teknologi informasi. Sebelum dilempar ke publik program harus terus
diperbaiki dan diujicoba ke beberapa masyarakat sebagai pelaku usaha atau
User. Perbaikan terhadap desain akan sangat membantu, dimana dengan
perbaikan yang terus menerus akan membuat program semakin sempurna.

Pada tahap ini peneliti melakukan perbaikan terhadap desain produk
dengan melakukan uji coba dan penilaian terhadap produk yang akan
digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah produk yang akan
dihasilkan sangat menarik serta layak atau tidak dan apakah dapat diterima
dengan positif oleh masyarakat pengguna layanan. Dengan melalui tahapan ini
maka dapat menghindari kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan
suatu produk dan mengetahui kelayakan produk tersebut apakah sudah

memenuhi persyaratan atau masih perlu perbaikan kembali.
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Uji Coba Produk, Desain produk yang telah dibuat tidak bisa langsung diuji

coba dahulu. Tetapi harus dibuat terlebih dahulu, menghasilkan produk, dan

produk tersebut yang diujicoba. Pengujian dilakukan peneliti dengan
ekperimen yaitu membandingkan efektivitas dan efesiensi sistem kerja lama
dengan yang baru. Ujicoba dilakukan di intern DPMPTSP yaitu tempat

penelitian si peneliti langsung, dimana sebelumnya segala kegiatan di

DPMPTSP Kabupaten Bulungan masih menggunakan cara manual dalam

melayani masyarakat. Tujuan peneliti melakukan uji coba produk ini adalah :

1) Kepada Masyarakat ; untuk memperkenalkan ke masyarakat sebagai
pelaku usaha bahwa dengan menggunakan layanan berbasis teknologi
informasi dapat menghemat waktu dan biaya masyarakat sendiri, lebih
jelas dan akurat. Produk diujicobaI ke beberapa orang masyarakat dengan
berbagai level pendidikan, dan status kepemilikan jenis usaha.

2) Kepada petugas front office atau pegawai DPMPTSP ; dapat mengetahui
apabila produk yang akan digunakan sudah benar teruji = dalam
pemakaiannya, maka manfaat yang didapatkan adalah lebih mudah dan
cepat dalam melayani para pelaku usaha / masyarakat.

Revisi Produk, Pengujian produk pada sampel yang terbatas tersebut

menunjukkan bahwa kinerja dengan s_sistem kerja baru ternyata yang lebih baik

dari sistem lama. Perbedaan sangat signifikan, sehingga sistem kerja baru
tersebut dapat diberlakukan. Revisi produk akan berdampak terhadap teknologi
informasi yang sudah pasti, dan ada perubahan dalam proses pelayanan
informasi perizinan. Revisi itu penting dilakukan untuk suatu penyempurnaan.

Peneliti melakukan revisi produk setelah dilakukan uji coba produk ke




43268.pdf
114

masyarakat dan intern DPMPTSP Kabupaten Bulungan. Dengan dilakukannya
revisi produk, peneliti akan mengetahui apakah ada perbedaan antara layanan
perizinan manual dengan layanan perizinan berbasis teknologi berbasis
informasi di DPMPTSP Kabupaten Bulungan. Tanpa revisi produk, sistem
tidak akan berjalan sempurna.

Petugas Front Office dan para pejabat di Intern DPMPTSP
mengemukakan bahwa bila produk ini digunakan maka pelayanan menjadi
lebih cepat, praktis, efektif dan efisien, dan masyarakat yang mengajukan
permohonan izin usaha bisa lebih mudah karena dapat menghemat waktu
mereka untuk mendapatkan dan melengkapi persyaratan permohonan izin
usaha SITU, SIUP dan TDP. Hanya untuk mendapatkan informasi persyaratan
perizinan SITU, SIUP dan TDP tidak perlu lagi harus datang ke DPMPTSP
Kabupaten Bulungan tetapi dengan sekali klik aplikasi / produk sistem
informasi persyaratan izin usaha berbasis teknologi melalui Handphone /

Android yang telah diuduh pada App Store.

Uji coba Pemakaian, Setelah pengujian terhadap produk berhasil, dan mungkin
ada revisi yang tidak terlalu penting, maka selanjutnya produk yang berupa
sistem kerja baru tersebut diterapkan dalam kondisi nyata untuk lingkup yang
luas. Uji coba terhadap pemakaian perlu dilakukan sebelum diberikan kepada
masyarakat. Uji coba pemakaian dilakukan terlebih dahulu oleh peneliti
dengan pegawai DPMPTSP Kabupaten Bulungan untuk menunjukkan kalau
produk yang akan digunakan benar-benar akan layak digunakan oleh
masyarakat. Dalam operasi sistern kerja baru tersebut tetap harus dinilai

kekurangan atau hambatan yang muncul guna untuk perbaikan lebih lanjut.
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Diharapkan masyarakat menjadi lebih tahu bahwa dengan adan)}a proeduk
berbasis teknologi, maka informasi persyaratan perizinan SITU, SIUP, TDP
didapat lebih cepat dan tidak menghabiskan biaya dan waktu mereka. Manfaat
yang didapatkan dengan dilakukannya uji coba pemakaian produk dapat
mengetahui apa saja yang kurang dan harus ditambah, bisa menerima masukan
dan saran dari masyarakat.

Berikut tampilan dari model / produk sistem pelayanan informasi
persyaratan perizinan SITU, SIUP, TDP yang dapat di akses oleh masyarakat

sebagai pelaku usaha di Kabupaten Bulungan ;
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model yang dibuat peneliti saat ini, pada tampilan profil perlu dilakukan revisi
karena masih menggunakan nama OPD yang lama yaitu Badan Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT), karena penelitian ini dilakukan di
Tahun 2016 untuk tujuan penelitian TAPM ini. Dengan adanya perubahan
nomenklatur, maka status BPMPT berubah menjadi Dinas /DPMPTSP.
Pembuatan Produk Masal, dilakukan apabila produk yang telah diujicoba
dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi masal. Setelah semua langkah-
langkah dilakukan maka tahap terakhir adalah melakukan produksi secara
masal. Dengan melakukan produksi secara masal maka produk siap untuk
digunakan dalam melayani masyarakat yang akan menggunakan pelayanan
informasi persyaratan SITU, SIUP, TDP berbasis teknologi informasi via
Android di DPMPTSP Kabupaten Bulungan. Dan dampak dengan adanya
produksi secara masal maka komunikasi akan lebih cepat dan tepat, karena
bermanfaat sekali tidak hanya untuk intern DPMPTSP Kabupaten Bulungan
saja tetapi masyarakat selaku pengusaha/ pemohon izin. Dan dengan program
ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi persyaratan perizinan
SITU, SIUP dan TDP.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan langkah-langkah dalam membuat
pelayanan perizinan berbasis Teknologi Informasi di DPMPTSP Kabupath
Bulungan yaitu menggunakan teori Sugiyono (2011:408) mengenai langkah-
langkah pelaksanaan strategi penelitian dan pengembangan yang dilakukan
untuk menghasilkan produk tertentu dan untuk menguji keefektifan produk

yang dimaksud dengan cara berikut ;




43268.pdf

120

Potensi dan Pengumpulan Desain I—-l\ Validasi Revisi
Masalah Data Produk | ¥ Desain Desain
U
Revisi Ujicoba Revisi /IJ Ujicoba
Produk Pemakaian Produk |V | Produk

Dengan mengetahui dulu potensi dan masalah dalam penerapan
kebijakan model beri)asis teknologi informasi di DPMPTSP Kabupaten
Bulungan yaitu kurangnya tenaga ahli IT yang menjalankan program tersebut
padahal dengan menggunakan model berbasis teknologi informasi ini
merupakan potensi yang layak untuk dikembangkan mengingat selama ini
masih menggunakan metode manual sehingga terlebih dahulu perlu diadakan
sosialisasi serta pelatihan. Terdapat juga kendala minim nya jumlah
anggaran/biaya untuk pelaksanaan dalam mendukung program tersebut. Sistem
pelayanan informasi persyaratan perizinan berbasis Teknologi Informasi di
Kabupaten Bulungan saat ini belum memiliki landasan legal. Wajibnya setiap
kegiatan dan kebijakan wajib ada payung hukum atau landasan hukum nya.
Sehingga tidak bisa menyimpang dari aturan yang ada. Apabila kedepan
pelayanan perizinan sudah harus menggunakan teknologi, tentu harus memiliki
landasan legal atau regulasi nya, dan didukung oleh SOP pelayanan berbasis
teknologi. Dalam desain produk memegang peranan yang sangat penting dari
segi pelayanan, dengan desain produk yang menarik akan membuat masyarakat
sebagai pelaku usaha sangat tertarik menggunakan nya. Apalagi produk yang

sangat mudah digunakan adalah produk yang berkualitas, menarik, wuser

friendly. Validasi penting dilakukan untuk menilai layak tidaknya suatu produk
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yang akan digunakan sehingga diketahui kekurangan produk yang akan
digunakan. Sebelum dilempar ke publik, produk pengembangan model
pelayanan berbasis teknologi informasi harus terus diperbaiki dan diujicoba ke
masyarakat. Produk perlu juga dilakukan ujicoba ke beberapa orang
masyarakat dengan berbagai level pendidikan dan berbagai macam jenis usaha.
Setelah itu, dilakukan produksi secara masal maka produk siap untuk
digunakan dalam melayani masyarakat yang akan menggunakan pelayanan
informasi persyaratan SITU, SIUP, TDP berbasis teknologi informasi via
Android di DPMPTSP Kabupaten Bulungan. Dan dampak dengan adanya
produksi secara massal maka komunikasi akan lebih cepat dan tepat, karena
bermanfaat sekali tidak hanya untuk intern DPMPTSP Kabupaten Bulungan
saja tetapi masyarakat selaku pengusaha/ pemohon izin.
3. Pendekatan Implementasi

Menurut Suaib R.M (2016:101) beberapa pendekatan yang dapat
dilakukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yaitu dengan 1.
Pendekatan Struktural, 2. Pendekatan Prosedural dan Manajerial, 3.
Pendekatan Politik. Melalui pendekatan tersebut maka penerapan
pengembangan suatu model di DPMPTSP Kabupaten Bulungan dapat
dilakukan. Berikut penjabaran nya yaitu:

a. Pendekatan Struktural ( Structural Approaches)

Dalam konteks analisis organisasi modern, suatu sumbangan yang cukup
berharga bagi suatu diimplementasi adalah bahwa rancang bangun kebijakan

dan rancang bangun organisasi, dipertimbangkan secara bersamaan. Untuk

memperjelas pembahasan, terlebih dahulu dibedakan pengertian antara
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Perencanaan mengenai Perubahan (Planning Of Change) dengan perencanaan
untuk melakukan perubahan (Planning for Change). Berdasarkan hasil
wawancara dengan Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bulungan Drs.
Hamidan, M.Si mengatakan tentang Pendekatan Struktural sebagai berikut :

Dukungan dati internal organisasi terhadap Implementasi perubahan dari
manual menjadi model berbasis teknologi informasi.

“Bentuk dukungan nya dengan mensosialisasikan,
memberikan komunikasi dengan masyarakat. Dari luar
organisasi DPMPTSP Kabupaten Bulungan terhadap
perubahan dari manual menjadi model berbasis teknologi
informasi harusnya mendukung, tetapi tidak bisa memastikan
kalau mereka mendukung”.

Perencanaan mengenai perubahan (Plarnning Of Change) mengandung
pengertian bahwa perubahan ditimbulkan dari dalam organisasi atau
sepenuhnya berada di bawah kendala organisasi, baik mengenai arah
perubahan, lajunya maupun waktunya. Dalam tataran demikian, implementasi
dipandang semata-mata sebagai suatu persoalan teknis atau persoalan
manajerial.

Jawaban serupa juga disampaikan oleh Drs. Kamaludin selaku Kepala
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan mengatakan
bahwa :

“sebenarnya dukungan itu pasti ada, kami juga berkeinginan
menggunakan pelayanan disini berbasis teknologi, akan tetapi
adanya kendala di anggaran / biaya yang belum ada, sumber
daya manusia nya juga belum mendukung sebenarnya semua
OPD yang perizinannya di limpahkan ke DPMPTSP

mendukung sekali untuk kemudahan karema OPD tersebut
masih terkait hubungannya dengan tim teknis, seperti contoh
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SIUP dan TDP tim teknis terkait adalah Disperindakop, untuk

SITU tim teknis

Lingkungan Hidup”.

terkait yaitu Kecamatan dan

Dinas

Jawaban serupa juga disampaikan oleh Ibu Risam Lawai selaku Kepala

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II Penanaman Modal dan

Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan mengatakan bahwa :

“pasti didukung, namanya untuk kemajuan, tetapi anggaran

ini yang mendukung atan tidak, dan pegawai di DPMPTSP
juga harus ada latihan dan sebaiknya di luar DPMPTSP harus

mendukung.”

Sedangkan perencanaan untuk melakukan perubahan (Planning for

Change), berlangsung bilamana suatu perubahan tersebut dipaksakan dari

luar/oleh faktor-faktor ecksternal yakni oleh organisasi lain ataupun oleh

kekuatan-kekuatan lingkungan, ataupun jika proses perubahan itu sukar untuk

diramalkan, dikontrol atau dibendung. Dalam tataran demikian, implementasi

akan membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif, proses pembuatan

kebijakan secara keseluruhan menjadi lebih bersifat linier dan hubungan antara

kebijakan dan implementasiakan menjadi Policy — Action — Policy Continum

(Barret dan Fudge, 1981).

Tabel 4.13
Triangulasi sumber data tentang Indikator Pendekatan
Struktural
NO | SUMBER DATA URAIAN KESIMPULAN
1. | Drs. Hamidan MSi Dukungan dalam | Dukungan dari
Kepala Dinas bentuk sosialisasi | pemerintah ada namun
Penanaman Modal terkendala anggaran
dan Pelayanan yang belum di
Terpadu Satu Pintu prioritaskan untuk
Kabupaten Bulungan penggunaan teknologi.
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Drs. Kamaludin
selaku Kepala
Bidang
Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Dinas Penanaman
Modal dan Perijinan
Terpadu Satu Pintu

Kendala anggaran

Risam Lawai selaku
3. | Kepala Seksi Anggaran yang
Pelayanan Perizinan | tidak ada

dan Non Perizinan II
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bulungan

Sumber: Olahan Peneliti 2017
Disamping triangulasi sumber data diatas indikator transmisi juga didukung

oleh hasil triangulasi teknik Pengumpulan data sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.14
Teknik Pengumpulan Data Indikator Pendekatan Struktural
Wawancara Observasi Dokumentasi
Pendekatan Struktural Dukungan sangat Hasil
diperlukan dengan cara | Wawancara
sosialisasi kepada dan
masyarakat namun .
sangat terkendala ?okumenta&
dengan anggaran yang oto
sangat terbatas

Sumber : Olahan Peneliti,2017

Berdasarkan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data dari indikator
Pendekatan Struktural dapat disimpulkan bahwa strategi penerapan pelayanan
perizinan berbasis Teknologi Informasi di DPMPTSP Kabupaten Bulungan yaitu

dengan komunikasi kepada masyarakat sebagai para pelaku usaha melalui
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kegiatan sosialisasi terkait hal tersebut. Dan untuk petugas intern DPMPTSP
Kabupaten Bulungan dibuat suatu pelatihan tentang hal ini. Adapun yang menjadi
kendala adalah belum tersedianya anggaran/biaya untuk pengadaan
pengembangan model pelayanan berbasis teknologi, serta sumber daya manusia
nya juga belum semua mendukung. Pada prinsipnya semua OPD yang
perizinannya di limpahkan ke DPMPTSP mendukung sekali dengan adanya
pengembangan model berbasis teknologi informasi ini dengan tujuan untuk
kemudahan pelayanan, karena OPD tersebut masih terkait hubungannya sebagai

tim teknis di DPMPTSP Kabupaten Bulungan.

b. Pendekatan Prosedural dan Manajerial (Procedural and Manajerial
Approaches)

Penekanan lebih diarahkan kepada upaya untuk mengembangkan proses-
proses dan prosedur yang tepat, termasuk prosedur-prosedur manajemen
beserta teknik-teknik manajemen yang relevan (Scheduling, Planning,
Control). Dalam pengertian ini, sesudah identifikasi masalah dan penilaian
kebijakan yang ditinjau dari aspek biaya dan evektifitasnya telah memenuhi
syarat. Berdasarkan hasil wawancara depgan Kepala Dinas DPMPTSP
Kabupaten Bulungan Drs. Hamidan, M.Si mengatakan tentang Pendekatan
Prosedural dan Manajerial dalam pengurusan proses perizinan sebagai berikut :

“Apabila produk atau sistem diterapkan di DPMPTSP,
perencanaan dalam desain ahli IT lebih tahu, untuk personalia
tergantung pada hasil apalisa kebutuhan yang sudah
disampaikan ke BKD. Kita mengusulkan, tetapi harus ada
persetujuan dan proses nya pasti panjang, sistem penjadwalan,

monitoring dan sarana pasti sudah dapat menjamin bahwa
program dapat dilaksanakan dengan tepat.”
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Jawaban serupa juga disampaikan oleh Drs. Kamaludin selaku Kepala
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan
mengatakan bahwa :

“apabila produk atau sistem diterapkan di DPMPTSP,
pastinya perencanaan dalam desain ahli IT sudah lebih tahu,
untuk perencanaan program pasti akan memperhitungkan
personalia, sumber dana, prosedur dan metode yang tepat
dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan kebutuhan, serta
sudah pastinya sistem penjadwalan, monitoring dan sarana
agar dilaksanakan dengan tepat.”

Jawaban serupa juga disampaikan oleh Ibu Risam Lawai, SE selaku
Kepala Secksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan

mengatakan bahwa :

“orang IT nya pasti tahu, Pasti sesuai keperluan perencanaan,

sistem pengawasan program untuk membangun sistem
penjadwalan sudah memperhitungkan hasil akhir dari
program yang akan dilaksanakan.”

Tabel 4.15
Triangulasi sumber data tentang Indikator Pendekatan Prosedural
dan Manajerial
NO | SUMBER DATA URAIAN KESIMPULAN
I. | Drs. Hamidan,MSi Sudah Penilaian  kebijakan
Kepala Dinas memperhitungkan | yang  ditinjan  dart
Penanaman Modal hasil akhir dari aspek  biaya dan
dan Pelayanan program yang evektifitasnya telah
Terpadu Satu Pintu | akan memenuhi syarat dan
dilaksanakan mengenai personalia,
sumber dana,
5 | Drs. Kamaludin Perencanaan prosedur dan metode
selaku Kepala dalam desain ini | yang tepat dalam
Bidang ahli IT sudah | pelaksanaannya yang
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Penyelenggaraan lebih tahu dan | sesuai dengan
Pelayanan Perizinan | personalia, kebutuhan, serta
dan Non Perizinan sumber dana, | sudah pastinya sistem
Penanaman Modal prosedur dan | penjadwalan,
dan Perijinan metode yang | monitoring dan sarana
Terpadu Satu Pintu | tepat dalam | agar dilaksanakan
pelaksanaannya | dengan tepat, serta
yang sesuai | hasil  akhir  dari
dengan program yang akan
kebutuhan, serta | dilaksanakan.
sudah  pastinya
sistem
penjadwalan,
monitoring  dan
sarana agar
dilaksanakan
dengan tepat
Risam Lawai selaku | Sudah
Kepala Seksi memperhitungkan
Pelayanan Perizinan | hasil akhir dari
dan Non Perizinan II | program yang
pada Dinas akan
Penanaman Modal dilaksanakan
dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bulungan

Sumber: Olahan Peneliti 2017

Disamping triangulasi sumber data diatas indikator Pendekatan
Prosedural dan Manajerial juga didukung oleh hasil triangulasi teknik

Pengumpulan data sebagaimana tabel dibawah ini :
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Tabel 4.16
Teknik Pengumpulan Data Indikator Pendekatan Prosedural dan
Manajerial
Wawancara Observasi Dokumentasi
Pendekatan Prosedural Perencanaan desain Hasil
dan Manaj erial yang baik ditentukan Wawancara

oleh seorang yang ahli | 4,
dibidangnya seperti .
ahli IT dan untuk Dolkumentasi
pegawai yang akan Foto
menempati akan
ditentukan oleh bagian
personalia dalam hal ini
adalah BKD Kabupaten
Bulungan

Sumber : Olahan Peneliti, 2017

Berdasarkan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data dari
indikator Pendekatan Prosedural dan Manajerial dapat disimpulkan bahwa
apabila produk atau sistem diterapkan di DPMPTSP mulai dari perencanaan
dan desain maka ahli IT akan lebih tahu, untuk personalia atau SDM tergantung
pada hasil analisa kebutuhan yang sudah disampaikan ke BKD. Sistem
pengawasan program untuk membangun sistem penjadwalan sudah

memperhitungkan hasil akhir dari program yang akan dilaksanakan.

¢. Pendekatan Keprilakuan (Behavioral Approaches)

Dalam mengenalkan perubahan organisasi, akan terbentang spektrum
kemungkinan reaksi sikap yaitu mulai dari penerimaan aktif sampai pasif, acuh
tak acuh, maupun penol@ pasif sampai dengan aktif. Kondisi demikian lebih
ditimbulkan oleh rasa kekhawatiran. Dalam konteks demikian ini, terdapat
keterbatasan dalam pendekatan struktural maupun prosedural. Oleh karenanya,

agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik maka prilaku manusia
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beserta sikapnya, harus dipengaruhi. Disini, diperlukan pendekatan
keprilakuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan Drs. Hamidan,
M.Si mengatakan tentang Pendekatan Keprilakuan dalam pengurusan proses
perizinan manual ke berbasis teknologi informasi sebagai berikut :

“Menerima dan menyesuaikan dengan Sumber Daya manusia
nya dan wajib mengikuti pelatihan-pelatihan. Pegawai/SDM
harus siap dulu, Sejauh mana sikap pegawai terhadap adanya
perubahan model berbasis Teknologi Informasi yang akan
diterapkan sehingga untuk memudahkan pekerjaan.”

Jawaban serupa juga disampaikan oleh Drs. Kamaludin selaku Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan mengatakan bahwa :

“saya rasa pasti diterima, tidak repot lagi untuk banyak
menjelaskan, menulis”. saya rasa dengan senang hati kami
menerima untuk memudahkan pekerjaan kami sendiri juga”.

Jawaban serupa juga disampaikan oleh Ibu Risam Lawai, SE selaku Kepala Seksi
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bulungan mengatakan bahwa :
“pasti diterima, yang penting kami ini ada belajar dulu, sikap
pegawai terhadap adanya perubahan model berbasis Teknologi

Informasi yang akan diterapkan membuat senang, kan pekerjaan
juga lebih praktis”.
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Tabel 4.17
Triangulasi sumber data tentang Indikator Pendekatan Keprilakuan
NO | SUMBER DATA URAIAN KESIMPULAN
1. | Drs. Hamidan,MSi Pegawal/SDM prilaku manusia
Kepala Dinas harus siap dulu | beserta sikapnya,
Penanaman Modal harus dipengaruhi
dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bulungan

2 | Drs. Kamaludin
selaku Kepala memudahkan
Bidang pekerjaan
Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
pada Dinas
Penanaman Modal
dan
PelayananTerpadu
Satu Pintu

Risam Lawai selaku | sikap pegawai
Kepala Seksi terhadap adanya
Pelayanan Perizinan | perubahan model
dan Non Perizinan II | berbasis

pada Dinas Teknologi
Penanaman Modal Informasi
dan Perijinan

Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bulungan

Sumber: Olahan Peneliti. 2017

Disamping triangulasi sumber data diatas indikator Pendekatan Keprilakuan juga
didukung oleh hasil triangulasi teknik Pengumpulan data sebagaimana tabel

dibawah ini :
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Tabel 4.18
Teknik Pengumpulan Data Indikator Pendekatan Keprilakuan
Wawancara Observasi Dokumentasi
Pendekatan Keprilakuan Petugas pelayanan Hasil

perlu mengikuti diklat | Wawancara

agar dapat mempelajari | 4.
perubahan pelayanan Dokumentasi
dari manual menuju F

pelayanan berbasis oto

teknologi informasi

Sumber : Olahan Peneliti,2017

Berdasarkan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data dari
indikator Pendekatan Keprilakuan dapat disimpulkan bahwa pendekatan
keprilakuan sumber daya manusia nya seperti wajib mengikuti pelatihan, dan
kesiapan sumber daya manusia tersebut untuk berubah. Sejauh mana sikap
pegawai terhadap adanya perubahan model berbasis Teknologi Informasi yang

akan diterapkan sehingga dapat memudahkan pekerjaan mereka.

d. Pendekatan Politik (Political Approaches)

Dari aspek organisasi, prosedur, manajemen dan pengaruhnya pada
prilaku, mungkin saja implementasi kebijakan telah direncanakan secara
secksama. Namun demikian, dengan mengabaikan aspek kekuasaan,
implementasi kebijakan kecil kemungkinannya untuk berhasil.

Pendekatan politik, secara fundamental menentang asumsi yang
diketengahkan oleh ketiga pendekatan diatas, khususnya pendekatan
keprilakuan.

Konflik, tidak dapat disembubkan hanya dengan cara menyempurnakan

kemampuan komunikasi antar pribadi, tetap: lebih dari itu bahwa konflik
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merupakan gejala yang bersifat endemis, sehingga keberhasilan implementasi
kebijakan akan tergantung pada kesediaan dan kemampuan kelompok-
kelompok yang dominan dalam memaksakan kehendaknya. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bulungan Drs. Hamidan, M.Si mengatakan tentang
Pendekatan Politik dalam pengurusan proses perizinan sebagai berikut :

“Harusnya mendukung, tetapi tergantung dari personal pemimpin /
penetu kebijakan daerah itu sendiri, masyarakat bisa cerdas
dengan adanya teknologi, dan menjadi kepuasan tersendiri
karena masyarakat yang di pimpinnya mendapatkan
pelayanan yang lebih baik dan cepat”.

Jawaban serupa juga disampaikan oleh Drs. Kamaludin selaku Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan mengatakan bahwa :

“Pastinya mendukung sekali karena bergantung dari DAU (dana
alokasi umum) dari pemerintah pusat, proses pelayanan kepada
masyarakat dapat lebih baik, sesuai dengan visi, misi
DPMPTSP Kabupaten Bulungan yang telah ditetapkan
Pemerintah daerah. PDan nantinya bisa memajukan nama
Kabupaten Bulungan dalam bidang pelayanan™.

Jawaban serupa juga disampaikan oleh Ibu Risam Lawai, SE selaku Kepala Seksi
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bulungan mengatakan bahwa :

“Bapak Bupati itu harus mendukung sehingga terwunjud lah semua
janji-janji beliau yang salah satu nya memperbaiki Kualitas
pelayanan kepada masyarakat”.
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Triangulasi sumber data tentang Indikator Pendekatan Politik

NO | SUMBER DATA URAIAN KESIMPULAN

1. | Drs. Hamidan, M.Si | Harusnya Pendekatan politik
Kepala Dinas mendukung, tetap dibutuhkan
Penanaman Modal tetapi tergantung
dan Pelayanan dari personal
Terpadu Satu Pintu pemimpin /
Kabupaten Bulungan | penetu kebijakan

daerah itu sendiri
2| Drs. Kamaludin

selaku Kepala Pastinya
Bidang mendukung
Penyelenggaraan sekali karena
Pelayanan Perizinan | bergantung dari
dan Non Perizinan DAU (dana
pada Dinas alokasi umum)
Penanaman Modal dari pemerintah
dan Pelayanan pusat
Terpadu Satu Pintu

3. Risam Lawai, SE Bapak Bupati
selaku Kepala Seksi | harus
Pelayanan Perizinan | mendukung demi
dan Non Perizinan I | kualitas
Dinas Penanaman pelayanan lebih
Modal dan Pelayanan | baik
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bulungan

Sumber: Olahan Peneliti 2017

Disamping triangulasi sumber data diatas indikator Pendekatan Politik juga
didukung oleh hasil triangulasi teknik Pengumpulan data sebagaimana tabel

dibawah ini :
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Tabel 4.20
Teknik Pengumpulan Data Indikator Pendekatan Politik
Wawancara Observasi Dokumentasi
Pendekatan Politik Proses pelayanan Hasil
perizinan tidak akan Wawancara

berjalan dengan baik dan

tanpa adanya dukungan .
dan pendekatan politik Dokumentasi
dari pengambil
kebijakan

Foto

Sumber ; Olahan Penelifi, 2017

Berdasarkan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data dari
indikator Pendekatan Politik dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulungan harus mendukung, akan tetapi tergantung dari personal
pemimpin / penentu kebijakan daerah itu sendiri sehingga proses pelayanan kepada
masyarakat dapat lebih baik, sesuai dengan visi, misi DPMPTSP Kabupaten

Bulungan yang telah ditetapkan Pemerintah daerah Kabupaten Bulungan.

Kesimpulan terhadap pelayanan perizinan, langkah-langkah dalam
membuat pelayanan perizinan berbasis Teknologi Informasi dan Strategi
penerapan pelayanan perizinan berbasis Teknologi Informasi di
DPMPTSP Kabupaten Bulungan.

Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin
akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses
peml:_maian serta hasil yang dicapai. transparan dapat disimpulkan bahwa

keterbukaan informasi dalam pelayanan perizinan sangatlah penting agar
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mudah dan jelas dipahami oleh seluruh masyarakat sebagai pengguna layanan
atau pelaku usaha. Trarisparansi terhadap informasi persyaratan perizinan
SITU, SIUP dan TDP di DPMPTSP Kabupaten Bulungan, sudah dapat
dipertanggung jawabkan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-
undangan, dimana pegawai yang bertugas dalam melayani bertanggungjawab
atas tugas yang dikerjakannya terhadap masyarakat. Menurut Syahrudin Rasul
(2002:8) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas
yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap
masyarakat luas dalam suatu organisasi. Akuntabel dapat disimpulkan bahwa
kejelasan pelayanan informasi persyaratan perizinan SITU, SIUP, TDP pada
Kantor DPMPTSP Kabupaten Bulungan, pada dasarnya tentang pelayanan
informasi sudah dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terbukti dari
kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi persyaratan
yang sudah disediakan pada kantor DPMPTSP Kabupaten Bulungan.
Pelayanan informasi persyaratan merupakan hal yang sangat penting diketahui
oleh masyarakat pengguna jasa, sehingga harus diinformasikan dengan baik
dan jelas kepada masyarakat. Pelayanan informasi persyaratan yang disediakan
dengan jelas akan memudahkan masyarakat dalam melengkapi syarat-syarat
perizinan, sebaliknya jika pelayanan informasi persyaratan tidak
diinformasikan secara jelas maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam
melengkapi syarat-syarat perizinan. Oleh karena itu, kejelasan persyaratan
perizinan sangat dibutuhkan oleh setiap birokrasi demi menunjang kelancaran
dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat luas. Partisipatif, yaitu

mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
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perizinan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
Menurut Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202), dimana partisipasi
dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau
masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat,
. barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok
mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat
keputusan, dan memecahkan masalahnya. Partisipatif dapat disimpulkan
bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik karena
adanya partisipasi langsung dari masyarakat sebagai pelaku usaha. Sistem yang
baik, regulasi yang jelas dan tepat, dan aparat yang berkualitas tentu tidak akan
berarti tanpa respon dan partisipasi dari masyarakat. Kualitas dari pelayanan
publik dalam hal informasi persyaratan perizinan tentu dapat di nilai dengan
cara melihat sejauh mana kepuasan yang ditunjukkan masyarakat terhadap
pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah.Kesamaan Hak, yaitu tidak
diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan,
gender, dan status ekonomi; Efisien, yaitu proses pelayanan perizinan hanya
melibatkan tahap-tahap yang penting dan melibatkan personil yang telah
ditetapkan. Dalam kehidupan manusia, persamaan hak sangat diperlukan agar
tidak terjadi kesenjangan sosial. Persamaan hak adalah sesuatu yang mutlak
harus di terima oleh orang banyak. Jika ada sekelompok orang, di mana
mereka tidak mendapatkan persamaan hak nya, maka sekelompok orang itu
akan merasa tidak dianggap. Persamaan hak seseorang telah ada sejak dia lahir.
Persamaan hak itu ada bermacam-macam, seperti persamaan hak antara kaum

pria dan wanita, persamaan hak dalam pekerjaan atau profesi, dan lain-lain.

.........
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Karena itulah, persamaan hak harus bisa diterima dan diakui oleh banyak
orang. Kesamaan Hak dapat disimpulkan bahwa petugas tidak membeda-
bedakan status masyarakat yang datang ke kantor DPMPTSP Kabupaten
Bulungan. Penyelenggaraan pelayanan publik ada pada masyarakat sebagai
pelaku usaha. Persamaan hak itu ada bermacam-macam, seperti persamaan hak
antara kaum pria dan wanita, persamaan hak dalam pekerjaan atau profesi,
persamaan hak dari status ekonomi, persamaan hak dari status kepemilikan
jenis usaha, dan sebagainya. Petugas front office di DPMPTSP Kabupaten
Bulungan tetap berusaha melayani dengan baik sesuai dengan SOP yang sudah
ditetapkan.Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban, yaitu pemberi dan
Penerima pelayanan perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-
masing pihak. keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat disimpulkan
bahwa pegawai telah memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional
prosedur (SOP) tentang tata cara pemberian layanan. Demikian pula mengenai
hak masyarakat dalam pengurusan pelayanan dilayani dengan sangat baik
sesunai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dalam proses pengajuan
pendaftaran maupun perpanjangan perizinan.Profesional, pemrosesan
perizinan melibatkan tenaga dengan keahlian yang diperlukan, baik untuk
validasi administratif, verifikasi lapangan, pengukuran dan penilaian
kelayakan, yang masing-masing prosesnya dilaksanakan berdasarkan tata urut
dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(1993), dijelaskan bahwa kata ‘Profesional' diartikan sebagai sesuatu yang
berkaitan dengan Profesi' dan selain itu, diperlukan kepandaian khusus untuk

menjalankannya. sikap/perilaku penyelenggara pelayanan perizinan yang
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cukup baik dan harus terus meningkat seiring dengan perjalanan wakitu.
Sikap/perilaku penyelenggara pelayanan perizinan harus mengutamakan sikap
melayani demi kepuasan yang dilayani. Walaupun masih adanya
ketidakteraturan waktu dalam pelayanan perizinan dikarenakan dalam proses
pengurusan perizinan tersebut sering terhambat hal-hal teknis, seperti syarat
yang kurang lengkap, staf/petugas/SDM nya yang kurang banyak ataupun
dalam kenyataan di lapangan ternyata masih ada masalah yang harus
diselesaikan sebelum permohonan perizinan diproses, ini mengakibatkan
pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya tercapai dengan baik.
Beberapa tahapan dalam pengembangan model teknoogi informasi yang
dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Bulungan yaitu a) Menentukan bagaimana
peluang dan prioritas , b) Melakukan studi kelayakan untuk menentukan apakah
model yang baru dan lebih baik merupakan solusi yang layak, ¢) Mengembangkan
rencana yang di dapatkan dan meminta persetujuan manajemen. Produk dari tahap
ini adalah studi kelayakan sebagai studi awal untuk merumuskan informasi yang
dibutuhkan pemakai akhir, kebutuhan sumberdaya, biaya, manfaat dan kelayakan
proyek yang diusulkan mengingat proses pengembangan sistem dapat memakan
biaya besar. Masalah akan terjadi jika terdapat penyimpangan antara yang
diharapkan dengan yang terjadi. Masalah ini dapat diatasi melalui konsep
Sugiyono, Research & Development (R&D) dengan cara meneliti sehingga dapat
ditemukan suatu model, pola atau sistern pepanganan terpadu yang efektif yang
dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti potensi masalah
sangat memungkinkan, asalkan harus ada kelengkapan Sofiware dan Hardware,

karena selama ini manual tadi. Ketika harus menggunakan berbasis teknologi
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harus ada disosialisasikan, di komunikasikan dengan dibuat nya pelatihan. Pada
tahapan ini peneliti mengumpulkan data studi literatur terhadap pelayanan
perizinan berbasis teknologi informasi yang belum ada serta kajian studi literatur
suatu produk, keluasan penggunaan, kondisi-kondisi pendukung agar produk
dapat digunakan atau diimplementasikan secara optimal, serta keunggulan dan
keterbatasannya. Studi literatur juga diperlukan untuk mengetahui langkah-
langkah yang paling tepat dalam pengembangan produk tersebut. Produk yang
dikembangkan dalam Pelayanan Informasi Persyaratan Perizinan dapat berupa
perangkat keras seperti komputer, kabel jaringan, Smartphone, SOP Perizinan.
Studi literatur merupakan kajian untuk mempelajari konsep-konsep atau teori-
teori yang berkenaan dengan produk atau model yang akan dikembangkan.
Umpamanya untuk penyusunan model teknologi informasi bagi pengembangan
modelpelayanan berbasis perizinan, studi literatur difokuskan mengkaji konsep
dan teori-teori tentang model pengembangan model terhadap teknologi informasi,
khususnya dalam pengembangan model pelayanan. Studi literatur juga mengkaji-
perkembangan teknologi informasi. Selain dari itu studi kepustakaan juga
mengkaji hasil-hasil. penelitian terdahulu yang berkenaan dengan penggunaan
teknologi berbasis informasi bagi pelayanan perizinan. Desain produk harus
diwujudkan dalam gambar atau bagan, sehingga dapat digunakan sebagai
pegangan untuk menilai dan membuatnya serta memudahkan pihak lain untuk
memulainya. Desain sistem ini masih bersifat hipotetik karena efektivitasya
belum terbukti, dan akan dapat diketahui setelah melalui pengujian-pengujian.
Desain produk memegang peranan yang sangat penting dari segi pelayanan,

dengan desain produk yang meparik akan membuat masyarakat yang
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membutuhkan sangat tertarik menggunakan nya. Apalagi produk yang sangat
mudah digunakan adalah produk yang berkualitas, menarik, user friendly.
Validasi desain dilakukan oleh peneliti dalam forum diskusi dengan pegawai
DPMPTSP Kabupaten Bulungan. Sebelum diskusi peneliti mempresentasikan
proses penelitian sampai ditemukan desain tersebut, berikut keunggulannya.
Validasi desain dapat dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi
mengenai layak atau tidaknya dalam menilai suatu produk. Desain produk dan
jasa diperlukan untuk memuaskan konsumen. Desain produk dan jasa akan
muncul setiap saat karena adanya perubahan berbagai produk dan jasa sejenis
dipasaran. Ide dan gagasan dari produk bisa berasal dari sumber internal kantor
DPMPTSP dan eksternal DPMPTSP. Sumber internal munculnya ide dan gagasan
produk dan desain dapat diperoleh dari pegawai DPMPTSP Kabupaten Bulungan
dapat menjadi sumber ide yang besar karena adanya dukungan atas ide. Dengan
berbagai latar belakang dan ketrampilan yang mereka miliki sumber ide untuk
desain dan produk akan semakin banyak. Perbaikan Desain, Pada tahap ini
peneliti melakukan perbaikan terhadap desain produk dengan melakukan
penilaian dan uji coba terhadap produk yang akan digunakan , apakah produk
yang akan dihasilkan sangat menarik serta layak atau tidak dan apakah dapat
diterima dengan positif oleh masyarakat pengguna layanan teknologi informast,
Perbaikan desain produk digunakan untuk menghindari kegagalan yang mungkin
terjadi dalam pembuatan suatu produk. Perbaikan desain produk digunakan untuk
mengetahui kelayakan produk tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan atau
masih perlu perbaikan kembali. Uji Coba Produk, yaitu dengan ujicoba di intern

DPMPTSP yang sebelumnya masih menggunakan cara manual dalam melayani
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masyarakat, tujuan peneliti melakukan uji coba produk ini adalah agar bisa untuk
menghemat waktu dan biaya masyarakat, dengan dilakukannya uji coba produk
maka petugas front office atau petugas yang melayani jadi mengetahui apabila
produk yang akan digunakan sudah benar teruji dalam pemakaiannya, produk
diujicoba ke beberapa orang masyarakat dengan berbagai level pendidikan dan
kepemilikan jenis usaha. Manfaat yang didapatkan dengan dilakukannya uji coba
produk adalah lebih mudah, lebih cepat dan lebih terorganisir. Revisi produk akan
berdampak terhadap teknologi informasi yang sudah pasti, dan akan ada
perubahan dalam proses pelayanan perizinan. Revisi sangat penting untuk
penyempurnaan. Peneliti melakukan revisi produk setelah dilakukan uji coba
produk, dengan dilakukannya revisi produk peneliti akan mengetahui apakah ada
perbedaan dengan layanan perizinan manual dengan layanan perizinan berbasis
teknologi berbasis informasi di DPMPTSP Kabupaten Bulungan. Tanpa revisi
produk, program tidak akan berjalan sempurna. Pelayanan perizinan
menggunakan teknologi berbasis informasi ternyata terdapat perbedaan yang
signifikan apabila dibandingkan secara manual, pelayanan menjadi lebih cepat,
praktis, efektif dan efisien. Masyarakat yang datang untuk mengetahui informasi
persyaratan lebih tertarik karena dapat menghemat waktu mereka untuk mengurus
pendaftaran dan tidak perlu lagi bolak-balik datang hanya untuk mengetahui
informasi persyaratan. Cukup dengan menggunakan produk/mode]l berbasis
teknologi melalui Android yang telah disediakan oleh DPMPTSP Kabupaten
Bulungan dengan sekali klik, maka sudah bisa mengetahui persyaratan dan
menyiapkan kelengkapan nya, dan ke kantor DPMPTSP datang sudah dengan

kelengakapan berkas pendaftaran. Uji coba terhadap pemakaian perlu dilakukan
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sebelum diberikan kepada masyarakat. Uji coba pemakaian dilakukan terlebih
dahulu oleh peneliti dengan pegawai DPMPTSP Kabupaten Bulungan untuk
menunjukkan kalau produk yang akan digunakan benar-benar akan layak
digunakan oleh masyarakat. Dalam operasi sistem kerja baru tersebut, tetap harus
dinilai kekurangan atan hambatan yang muncul guna untuk perbaikan lebih lanjut
agar masyarakat menjadi lebih tahu bahwa dengan adanya produk berbasis
teknologi, maka informasi persyaratan perizinan SITU, SIUP, TDP didapat lebih
cepat dan tidak menghabiskan biaya dan waktu mereka. Manfaat yang didapatkan
dengan dilakukannya uji coba produk mungkin jadi tau apa-apa yang kurang dan
harus ditambah, bisa menerima masukan dari kami sebagai masyarakat. Revisi
produk dilakukan apabila produk yang akan digunakan terdapat kelemahan dan
kekurangan. Revisi produk dilakukan maka akan berdampak tethadap Teknologi
Informasi berarti ada yang di perbaiki untuk diubah atau mungkin dibuat lebih
baik lagi, pelayanan teknologi informasi pada informasi persyaratan perizinan
SITU, SIUP, TDP efektif untuk melayani masyarakat dan lebih
praktis,efesien.Setelah semua langkah-langkah dilakukan maka tahap terakhir
adalah melakukan produksi secara massal dengan melakukan produksi secara
massal maka produk siap untuk digunakan dalam melayani masyarakat yang akan
menggunakan teknologi berbasis informasi di DPMPTSP Kabupaten Bulungan
dampaknya yang didapat kan dengan adnya produksi secara massal maka
komunikasi akan lebih cepat dan tepat, karena bermanfaat sekali tidak hanya
untuk intern DPMPTSP saja tetapi masyarakat selaku pengusaha/ pemohon izin
juga dengan program ini masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi

persyaratan perizinan. Implementasi dari program pengembangan model teknologi
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informasi ini adalah adanya bentuk dukungan dari pemeriniah seperti
mensosialisasikan, memberikan komunikasi dengan masyarakat. Kendala di
anggaran / biaya yang belum ada, sumber daya manusia nya juga belum
mendukung sebenarnya semuwa OPD yang perizinannya di limpahkan ke
DPMPTSP mendukung sekali untuk kemudahan karena OPD tersebut masih
terkait hubungannya dengan tim teknis, pegawai di DPMPTSP juga harus ada
mengikuti latihan,Pendekatan Prosedural dan Manajerial (Procedural and
Manajerial Approaches) Penckanan lebih diarahkan kepada upaya untuk
mengembangkan proses-proses dan prosedur yang tepat, termasuk prosedur-
prosedur manajemen beserta teknik-teknik manajemen yang relevan (Scheduling,
Planning, Control). Dalam pengertian ini, sesudah identifikasi masalah dan
penilaian kebijakan yang ditinjau dari aspek biaya dan evektifitasnya telah
memenuhi syarat. apabila produk atau sistem diterapkan di DPMPTSP,
perencanaan dalam desain ahli IT akan lebih tahu, untuk personalia tergantung
pada hasil analisa kebutuhan yang sudah disampaikan ke BKD. Sistem
pengawasan program untuk membangun system penjadwalan sudah
memperhitungkan hasil akhir dari program yang akan dilaksanakan. Pendekatan
Keprilakuan (Behavioral Approaches) Dalam mengenalkan perubahan organisasi,
akan terbentang spektrum kemungkinan reaksi sikap yaitu mulai dari penerimaan
aktif sampai pasif, acuh tak acuh, maupun penolakan pasif sampai dengan aktif.
Kondisi demikian lebih ditimbulkan oleh rasa kekhawatiran. Dalam konteks
demikian ini, ferdapat keterbatasan dalam pendekatan struktural maupun
prosedural. Oleh karenanya, agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik

maka prilaku manusia beserta sikapnya, harus dipengaruhi. Disini, diperlukan
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pendekatan keprilakuan, bahwa pendekatan perilaku seperti Sumber Daya
manusia nya wajib mengikuti pelatihan-pelatihan. Pegawai/SDM harus siap dulu,
sehingga sikap pegawai terhadap adanya perubahan model berbasis Teknologi
Informasi yang akan diterapkan dapat memudahkan pekerjaan. Untuk Pendekatan
Politik (Political Approaches), dari aspek organisasi, prosedur, manajemen dan
pengaruhnya pada prilaku, mungkin saja implementasi kebijakan telah
direncanakan secara scksama. Namun demikian, dengan mengabaikan aspek
kekuasaan, implementasi kebijakan kecil kemungkinannya untuk berhasil.
Pendekatan politik, secara fundamental menentang asumsi yang diketengahkan
oleh ketiga pendekatan diatas, khususnya pendekatan keprilakuan. Konflik, tidak
dapat disembuhkan hanya dengan cara menyempurnakan kemampuan komunikasi
antar pribadi, tetapi lebih dari itu bahwa konflik merupakan gejala yang bersifat
endemis, sehingga keberhasilan implementasi kebijakan akan tergantung pada
kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok yang dominan dalam
memaksakan kehendaknya. Pengaruh pendekatan politik dalam pengurusan proses
perizinan adalah kebijakan yang diambil oleh seorang kepala Daerah terhadap
teknologi yang akan digunakan kepada masyarakat yaitu berupa dukungan
penggunaan model pengembangan pelayanan teknologi berbasis informasi sesuai
dengan visi, misi DPMPTSP Kabupaten Bulungan yang telah ditetapkan
Pemerintah Daerah serta dapat memajukan nama Kabupaten Bulungan dalam

bidang pelayanan guna memperbaiki kunalitas pelayanan kepada masyarakat.
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan tentang
Pengembangan Model Pelayanan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Bulungan Maka hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut :
1. Pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Bulungan sudah menerapkan
pelayanan prima yang tercermin dari :

Pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Bulungan saat ini masih
menggunakan proses manual, tapi sudah menerapkan prinsip Pelayanan
Prima. Pelayanan Prima menerapkan prinsip transparansi yang menciptakan
kejelasan pelayanan informasi persyaratan pada Kantor DPMPTSP Kabupaten
Bulungan, Sistem yang baik, regulasi yang jelas dan tepat, ataupun aparat yang
berkualitas tentu tidak akan berarti tanpa respon dan partisipasi dari
masyarakat, tidak ada perbedaan terhadap masyarakat manapun yang
dilakukan petugas dalam melayani. Penyelenggaraan pelayanan publik adalah
pada masyarakat, tetapi tidak terkecuali pelayanan perizinan, pegawai telah
memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur tentang tata
cara pemberian layanan. Demikian pula mengenai hak masyarakat dalam
pengurusan pelayanan dilayani dengan sangat baik sesuai dengan kebutuhan

yang dibutuhkan dalam proses pengajuan pendaftaran maupun perpanjangan
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perizinan, Sikap/perilaku penyelenggara pelayanan perizinan dirasakan

semakin mengutamakan sikap melayani demi kepuasan yang dilayani.

2. Langkah-langkah dalam membuat pelayanan perizinan berbasis

Teknologi Informasi di DPMPTSP Kabupaten Bulungan :

Melalui konsep pengembangan Research&Development (R&D) dapat
ditemukan suatu model, pola atau sistem penanganan terpadu yang efektif yang
dapat digunakan untuk mengatasi masalah di DPMPTSP Kabupaten Bulungan.
Seperti potensi masalah sangat memungkinkan, sehingga harus ada
kelengkapan Software dan Hardware, karena selama ini manual. landasan
hukum pelayanaﬁ perizinan berbasis teknologi informasi belum ada serta
kajian studi literatur suatu produk, keluasan penggunaan, kondisi-kondisi
pendukung agar produk dapat digunakan atau diimplementasikan secara
optimal, serta keunggulan dan keterbatasannya. uji coba produk yang kurang
dan harus ditambah, bisa menerima masukan dari masyarakat, revisi produk
akan berdampak terhadap Teknologi Informasi sehingga ada yang di perbaiki
untuk diubah atau mungkin dibuat lebih baik lagi sehingga terwujud adanya
suatu model pelayanan teknologi informasi pada informasi persyaratan

perizinan SITU, SIUP, TDP.

3. Strategi penerapan pelayanan perizinan berbasis Teknologi Informasi
di DPMPTSP Kabupaten Bulungan

Kebijakan implementasi dari pengembangan Model Teknologi Informasi

di DPMPTSP Kabupaten Bulungan dapat diterapkan/di implementasikan

dengan cara mensosialisasikan, memberikan komunikasi dengan masyarakat.
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Akan tetapi Kendala di anggaran / biaya yang belum ada, sumber daya manusia
nya juga belum mendukung, sistem pengawasan program untuk membangun
system penjadwalan sudah memperhitungkan hasil akhir dari program yang
akan dilaksanakan. Dari pendekatan perilaku Sumber Daya manusia nya wajib
mengikuti pelatihan-pelatihan, sehingga pegawai/SDM harus siap dulu, sejauh
mana sikap pegawai terhadap adanya perubahan model berbasis Teknologi
Informasi yang akan diterapkan sehingga dapat memudahkan pekerjaan.
Pemerintah penentu kebijakan daerah setempat harus mendukung, tetapi
tergantung dari personal pemimpin / penentu kebijakan daerah itu sendiri
sehingga proses pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik, sesuai dengan
visi, misi DPMPTSP Kabupaten Bulungan yang telah ditetapkan Pemerintah

daerah.

Saran
Berdasarkan fakta dan data di lapangan yang telah dikemukakan di
atas, maka ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama atas
Pengembangan Model Pelayanan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi di
DPMPTSP Kabupaten Bulungan. Melalui penelitian ini ada beberapa saran
dari peneliti kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Bulungan untuk lebih memperhatikan
kualitas pelayanan perizinan agar terwujud pelayanan prima yang handal
kepada seluruh masyarakat sebagai pelaku ﬁsaha. Karena hal tersebut
pasti juga akan berpengaruh terhadap pertumbuban ekonomi di

Kabupaten Bulungan.
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2. Agar terwujudnya kualitas pelayanan perizinan yang baik, diharapkan
DPMPTSP Kabupaten Bulungan memberikan perubahan dalam
teknologi untuk mempercepat pelayanan perizinan terutama informasi
persyaratan izin SITU, SIUP dan TDP yang menjadi pintu utama yang
harus dimiliki para pelaku usaha.

3. Pemerintah Kabupaten Bulungan diharapkan melakukan penambahan
anggaran untuk DPMPTSP Kabupaten Bulungan, agar dapat
mengembangkan inovasi berbasis teknologi atau e-government
sehingga terwujud nya tata kelola pemerintahan yang baik.

4, Sikap/perilaku penyelenggara pelayanan perizinan harus mengutamakan
sikap melayani demi kepuasan yang dilayani. Walaupun masih adanya
ketidakteraturan waktu dalam pelayanan perizinan dikarenakan dalam
proses pengurusan perizinan tersebut sering terhambat hal-hal teknis,
seperti syarat yang kurang lengkap, staf / petugas / SDM nya yang kurang
banyak ataupun dalam kenyataan di lapangan ternyata masih ada masalah
yang harus diselesaikan sebelum permohonan perizinan diproses, ini
mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya tercapai
dengan baik.

5. Pendekatan keprilakuan dibutuhkan seperti mengikuti diklat untuk
menghadapi perubahan model berbasis Teknologi Informasi yang akan

diterapkan sehingga memudabkan pekerjaan.
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Lampiran 1. Panduan Wawancara
Panduan Wawancara
A. Pelayanan Publik berupa Informasi Persyaratan Perizinan
Teori Dimensi Indikator Item Pertanyaan
- Terbuka 1. Apakah  biaya dalam
prosedur pengurusan

perizinan di DPMPTSP
Kabupaten Bulungan
sudah ditentukan dengan

jelas bagi setiap
masyarakat atau
pengusaha ?

- Mudah di Akses 2.Apakah pelayanan
informasi persyaratan

perizinan SITU, SIUP,
TDP yang diberikan oleh
DPMPTSP Kabupaten
Bulungan sudah sesuvai

dengan Standar

Operasional Prosedur

(SOP) bagi masyarakat /

Sinambela, LP Pengusaha yang
Pelayanan Prima Transparan membutuhkan ?

- Memadai 3.a. Apakah jumlah petugas

pelayanan informasi

persyaratan perizinan

SITU, SIUP, TDP di
DPMPTSP  yang ada
sekarang sudah cukup
memadai, menangani dan
tepat waktu kah dalam
melayani masyarakat /
pengusaha?

b. Apakah perangkat keras
seperti komputer petugas
pelayanan informasi
persyaratan perizinan
SITU, SIUP, TDP di
DPMPTSP  yang ada
sckarang dalam melayani
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sudah cukup menangani
masyarakat/pengusaha?

- Di mengerti

4. Apakah masyarakat sudah
memahami tentang tata
cara pengurusan
persyaratan perizinan
SITU, SIUP, TDP di
DPMPTSP
KabupatenBuiungan?

Akuntable

- Dapat di

pertanggungjawab
kan sesuai
peraturan.

1. Apakah pelayanan

informasi persyaratan
perizinan SITU, SIUP,
TDP yang diberikan oleh
petugas pelayanan
perizinan cukup ramah dan
merespon/menanggapi
dengan  baik  dalam
melayani masyarakat, serta
apakah pembagian wilayah
tugas mereka  sesuai
dengan  ftupoksi  yang
diberikan?

Partisipatif

- Aspiratif

1. Apakah proses pelayanan

informasi persyaratan
perizinan SITU, SIUP,
TDP di DPMPTSP yang
ada sudah memberikan
peluang partisipasi aktif
untuk melayani
masyarakat atau
pengusaha?

- Kebutuhan

2. Dengan terselenggaranya

pelayanan perizinan
informasi persyaratan
SITU, SIUP, TDP di
DPMPTSP yang ada saat
ini, Apakah sudah sesuai
dengan yang dibutuhkan
oleh masyarakat /
pengusaha?

- Harapan
Masyarakat

3.Sejauh mana harapan

masyarakat terhadap
kemudahan penggunan
teknologi informasi dari

" DPMPTSP Kabupaten
Bulungan ?
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Kesamaan
Hak

- Tidak
Diskriminatif

. Apakah petugas pelayanan

perizinan dalam melayani
tidak membedakan status
masyarakat sebagai pelaku
usaha, misal nya dari segi
status usaha, modal usaha,
atau pendidikan
masyarakat / pengusaha
tersebut?

Keseimbangan
Antara Hak
dan
Kewajiban

- Pemberi dan
Penerima
pelayanan
perizinan  harus
memenuhi hak dan
kewajiban masing-
masing pihak

.a  Apakah informasi

persyaratan perizinan
SITU, SIUP, TDP yang
diberikan sudah sesuai
dengan jenis pelayanan
yang  diberikan  oleh
petugas ?

b. Apakah keberadaan
petugas dan kepastian
petugas dalam melayani
sudah sangat sesuai

¢. Apakah  pelayanan
yang  diberikan  oleh
petugas sangat mudah
dipahami oleh masyarakat

Profesional

- Validasi
Administratif,
Verifikasi
Lapangan,
Pengukuran  dan
Penilaian
Kelayakan

. a. Sejauh mana petugas

sudah melakukan
pemeriksaan kelengkapan
administrasi yang diajukan
oleh masyarakat?

b. apakah petugas
melakukan verifikasi atas
kelengkapan berkas
permohonan izin usaha
yang dilakukan
masyarakat?
c. Apakah
melakukan verifikasi
lapangan sebelum
menerbitkan Surat  izin
usaha yaitu SITU, SIUP,
dan TDP?

petugas
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Teori

Dimensi

Indikator

Item pertanyaan

Sugiyono,
Pengembangan
dan Penelitian
Berbasis
Teknologi
Informasi

Potensi dan
Masalah

- Nilai Tambah

1. Apakah sistem

pelayanan Informasi
persyaratan perizinan
SITU, SIUP dan TDP
di DPMPTSP
Kabupaten Bulungan
dimungkinkan
menggunakan berbasis
teknologi informasi ?

- Masalah

.a. Apa  hambatan

penggunaan teknologi
informasi dalam sistem
pelayanan  informasi
persyaratan  perizinan
SITU, SIUP dan TDP
di DPMPTSP
Kabupaten Bulungan?
b. Seberapa  besar
kemungkinan
keberhasilan sistern
pelayanan  informasi
persyaratan  perizinan
SITU, SIUP dan TDP
berbasis Teknologi
Informasi di
DPMPTSP Kabupaten
Bulungan ?

Mengumpulkan
Informasi dan
Studi Literatur

- Konsep Suatu
Produk

. Apa sistem pelayanan

persyaratan perizinan
berbasis Teknologi
Informasi di kabupaten
Bulungan sudah
memiliki landasan
legal ?

- Kajian Ulang
Produk

. a. Apa sistem

pelayanan persyaratan
perizinan berbasis
Teknologi Informasi di
kabupaten Bulungan
sudah memiliki
landasan teoritikal?
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b. Apa sistem
pelayanan persyaratan
perizinan berbasis
Teknologi Informasi di
kabupaten Bulungan
sudah memiliki
landasan faktual?

Desain Produk

- Gambar atau
Bagan

. a. Bagaimana desain

produk model
pelayanan  Informasi
persyaratan  perizinan
SITU, SIUP dan TDP
berbasis Teknologi
Informasi yang man
dikembangkan di
DPMPTSP Kabupaten
Bulungan?

b. Apakah desain
produk model
pelayanan  Informasi
persyaratan  perizinan
SITU, SIUP dan TDP
berbasis Teknologi
Informasi yang akan
dikembangkan di
DPMPTSP sudah
melalui tahapan
perencanaan ?

c. Seberapa  besar
pengaruh desain
produk yang baik
terhadap pelayanan
perizinan berbasis
Teknologi  Informasi
terhadap masyarakat 7

Validasi Desain

- Penilaian
Rancangan
Produk

. a. Bagaimana cara

melakukan validasi
desain produk model
pelayanan Informasi
persyaratan perizinan
SITU, SIUP dan TDP
berbasis Teknologi
Informasi yang
dikembangkan di
DPMPTSP Kabupaten
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Bulungan ?

b. Apakah dengan
rancangan produk
Teknologi Informasi
yang menarik akan
membantu pelayanan
Informasi persyaratan
perizinan SITU, SIUP
dan TDP berbasis
Teknologi Informasi
yang dikembangkan ?
¢. Bagaimana
perbedaan rancangan
produk berbasis
Teknologi Informasi
yang akan di terapkan
dengan produk yang
telah diterapkan secara
manual ?

Perbaikan
Desain

- Kelemahan

. a. Apakah ada yang

akan dikembangkan
pada pelayanan
informasi persyaratan
perizinan SITU, SIUP,
TDP ?

b. Seberapa penting
perbaikan desain
dilakukan dalam
pengembangan model
pelayanan berbasis
teknologi informasi ?
¢. Apakah perbaikan
terhadap desain akan
sangat membantu
dalam pengembangan
model pelayanan
berbasis teknologi
informasi yang akan
diterapkan ?

Uji
Produk

Coba

- Pengujian

. a. Apakah

pengembangan model
pelayanan informasi
persyaratan perizinan
SITU, SIUP dan TDP
berbasis teknologi
informasi saat ini
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sudah melalui uji coba?
b. Sejauh mana
manfaat yang
didapatkan dengan
dilakukannya uji coba
produk ?

Revisi Produk

- Perbedaan Produk

. a. Apakah revisi

produk penting
dilakukan terhadap
adanya pengembangan
model pelayanan
informasi persyaratan
perizinan SITU, SIUP
dan TDP berbasis
teknologi informasi
ini?

b. Apakah dengan
dilakukannya revisi
produk akan
berdampak terhadap
Teknologi Informasi di
DPMPTSP Kabupaten
Bulungan ?

Ujicoba
Pemakaian

- Pengujian
Pemakaian

. a. Apakah produk yang

akan diterapkan sudah
melalui uji coba system
pelayanan model
berbasis teknologi
informasi ?

b. Pengujian seperti
apa yang dilakukan
terhadap system
pelayanan model
berbasis teknologi
informasi 7

c. Manfaat apa yang
didapat dengan
dilakukannya uji coba
produk teknologi ini
terhadap pelayanan
informasi persyaratan
perizinan SITU, SIUP,
TDP ?
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Revisi Produk

- Evaluasi Produk

1. a. Apakah model
pelayanan teknologi
informasi pada
informasi persyaratan
perizinan SITU, SIUP,
TDP efektif untuk
melayani masyarakat ?
b. Apakah model
pelayanan teknologi
informasi pada
informasi persyaratan
perizinan SITU, SIUP,
TDP efisien untuk
melayani masyarakat ?

Pembuatan
Produk Massal

- Produksi Massal

1. a. Apakah model

teknologi informasi
pada informasi
persyaratan perizinan
SITU, SIUP, TDP
sudah dapat di gunakan
dalam melayani
masyarakat mengurus
perizinan ?

b. Seberapa penting
manfaat yang didapat
dengan adanya
pembuatan produk
berbasis teknologi
informasi ini secara
missal ?




C. Pendekatan Implementasi Kebijakan
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Teéori. -~ . Dimensi -, .} ., Indikator . | .. :Item:pertanyaam '
1. Bagaimana dukungan
- Perencanaan dari internal organisasi
mengenai terhadap perencanaan
perubahan mengenai perubahan
(Planning of dari manual menjadi
change) model berbasis
Pendekatan teknologi informasi?
struktural . Apakah ada dukungan
- Perencanaan dari luar organisasi
untuk melakukan DPMPTSP Kabupaten |
perubahan Bulungan terhadap
(Planning for perubahan dari manual
change) menjadi model berbasis
teknologi informasi?
. Sejauh mana
" perencanaan dalam
mendesain ~ program
. yang dibutuhkan agar
?{A('mssgb’ - Mendesain dalam pelaksanaan
Pendekatan Program ﬁenge@bangan mode}
- . erbasis teknologi
Implementasi informasi  dapat  di
Kebijakan gunakan dengan’
efisien?
Pendekatan . Apakah perencanaan
Prosedural dan program sudah
Manajerial memperhitungkan
(Procedural and | tentang personalia,
Manajerial ggmm gau;ﬁj:?npsr?:;g?;
Approaches) prosedur, dan metode
yang tepat dalam
pelaksanaannya ?
. Apakah sistem
' penjadwalan,
- Membangun monitoring dan sarana
Sistem dapat menjamin bahwa
Penjadwalan program dapat segera
dilaksanakan dengan

tepat ?
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Pendekatan
Keprilakuan
(Behavioral
Approaches)

- Reaksi Sikap

1. a. Apakah dengan

adanya  perencanaan
perubahan dari manual
menjadi berbasis
Teknologi dapat
diterima oleh pegawai
DPMPTSP Kabupaten
Bulungan ?

b. Sejauh mana sikap
pegawai terhadap
adanya perubahan
model berbasis
Teknologi  Informasi
yang akan diterapkan ?

Pendekatan
Politik (Political
Approaches)

- Pendekatan
Politik

. a. Apakah penerapan

manual menjadi berbasis
teknologi informasi
mendapat dukungan dari
pejabat penentu
kebijakan daerah ?

b. Manfaat apa yang
didapat dari penentu
kebijakan daerah apabila
diterapkannya
pengembangan model
pelayanan perizinan
berbasis teknologi
informasi?
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“PENGEMBANGAN MODEL PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI DPMPTSP KABUPATEN

Nama Responden

Jabatan

: Drs. Hamidan MS, M.Si

BULUNGAN”

: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bulungan

A. Pelayanan Publik berupa Informasi Persyaratan Perizinan

Dimensi

Indikator

Urajan

Kesimpulan

Transparan

Terbuka

Dalam prosedur pengurusan perizinan di DPMPTSP Kabupaten
Bulungan dilakukan secara transparan dan tidak ada dikenakan
biaya sama sekali. .

Mudah di akses

Pelayanan yang dilakukan terhadap masyarakat/pengusaha sudah
melalui Standar Operasional Prosedur (SOP).

Memadai

a. Belum sesuai atau dikatakan masih kurang, tetapi yang ada
saat ini sebagian ikut membackup, harusnya ada penambahan
SDM, tetapi untuk penambahan SDM harus melalui proses,
buat analisa kebutuhan lagi ke BKD.

b. Sebenarnya belum memadai, tapi masih dikategorikan cukup-
cukup saja. Jadi intinya maksimalkan apa yang ada.

Di mengerti

Ya, Masyarakat sudah tahu serta memahami tata cara
pendaftaran yaitu dengan disampaikan secara langsung,
masyarakat langsung berhubungan dengan petugas tanpa melalui
perantara.

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan sangat baik,
karena adanya keterbukaan terhadap
pelayanan informasi perizinan dan mengacu
pada Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang sudah ditetapkan, Kekurangan sumber
daya manusia (SDM) dan perangkat keras
tidak menjadi penghalang untuk terus
melayani masyarakat sebagai pelaku usaha.
Yang ditekankan adalah Maksimalkan apa
yang ada.

Akuntable

Dapat dipertanggungjawabkan

sesuai peraturan

Saya sering mengontrol petugas yang melaksanakan tugasnya

dalam melayani proses perizinan terhadap pelayanan informasi

Proses pelayanan informasi persyaratan
perizinan dilakukan petugas dengan sangat
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persyaratan perizinan SITU, SIUP, TDP, mereka sangat baik
dalam melayani, aktif, patuh, dan santun dan mengerjakan
prosesnya sesuai ketentuan yang berlaku dan penuh tanggung
jawab dengan tugas yang dikerjakannya. Dan para pegawai
bekerja sesvai dengan tupoksi mereka, untuk tenaga kontrak
sebagai pelengkap saja, membantu para pegawai, diluar dari
tugas tenaga kontrak itu sendiri.

baik, patuh, responnya aktif dan semuanya
berjalan sesuai dengan ketentuan atau
peraturan yang sudah ditetapkan dengan
penuh tanggung jawab.

Partisipatif

- Aspiratif

Sebagian besar sudah memberikan partisipasi aktif untuk
melayani masyarakat,

- Kebutuhan

Sudah sesvai, karena masyarakat selaku pengusaha ini harus
mengimbangi dengan aturan DPMPTSP, karena DPMPTSP
sendiri sudah memiliki ketentuan yang dibutuhkan masyarakat

sesuai dengan bidang usaha nya, supaya cepat.

- Harapan Masyarakat

Harapan mereka ingin tersedianya sarana dan prasarana yang
sesuai dengan standar pelayanan publik..

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
di bidang perizinan yang diselenggarakan
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan
yang telah berlangsung selama kurang lebih 7
tahun terus mengalami perkembangan dalam
berpartisipasi  aktif  untuk  melayani
masyarakat, dan ini tidak terlepas dari peran
serta masyarakat Kabupaten Bulungan yang
juga berpartisipasi aktif dalam
penyelenggaraan perizinan, dilihat dari cukup
banyaknya jumlah izin yang telah diterbitkan
DPMPTSP sendiri. Dan harapan masyarakat
juga dapat tersedianya sarana dan prasarans
yang sesuai dengan standar pelayanan publik,

Kesamaan Hak

- Tidak Diskriminatif

Petugas kami bu, selalu berusaha memberikan pelayanan yang
sebaik mungkin tanpa membedakan masyarakat dari mana saja
dan kami tidak memandang terhadap masyarakat biasa maupun
masyarakat yang tergolong mampu dari segi ekonomi, bagi kami
dari DPMPTSP Kabupaten Bulungan tetap berusaha sebaik
mungkin untuk melayani masyarakat yang membutuhkan
pelayanan dari kami dalam pengurusan perizinan.

Memberikan pelayanan yang sebaik mungkin
tanpa membedakan masyarakat, Tidak
memandang masyarakat biasa maupun
masyarakat yang tergolong mampu dari segi
ekonomi, baik itu pendidikan nya ataupun
status dan modal usaha yang dimiliki.
DPMPTSP Kabupaten Bulungan selalu
berusaha sebaik mungkin untuk melayani
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masyarakat yang membutuhkan pelayanan
dalam pengurusan perizinan,

Keseimbangan antara
Hak dan Kewajiban

Pemberi dan Penerima
pelayanan perizinan harus
memenuhi hak dan kewajiban

masing-masing pihak

a. Ya, Sudah sesuai.
b. Sudah Sesuai, hanya tetap perlu penambahan SDM.
. Ya, demikian seperti yang saya sampaikan tadi

Hak dan Kewajiban antara petugas dan
masyarakat sebagai pelaku usaha sudah
terpenuhi dan sesuai atau seimbang antara
Hak dan Kewajiban masing-masing.

Profesional

validasi administrative,
verifikasi lapangan, pengukuran

dan penilaian kelayakan

. Ketika masyarakat datang membawa kelengkapan berkas

permohonan izin usaha mereka, petugas kami langsung
memeriksa apakah lengkap atau tidak.

. Ya, memeriksa kelengkapan sesuai dengan persyaratan atau

tidak nya. Jika sesuai persyaratan, maka askan dilakukan
verifikasi oleh Kepala seksi Perizinan dan non perizinan I,
jika tidak sesvai, maka akan dikembalikan ke pemohon untuk
dilengkapi persyaratannya,

. Untuk izin SITU harus dilakukan verifikasi atau pengecekan

ke lapangan dan melibatkan tim teknis terkait, dan untuk
SIUP, TDP tidak ada pengecekan di lapangan.

Melayani masyarakat adalah tugas utama
Pemerintah baik Pusat maupun Daerah,
begitupun instansi Pemerintah seperti Kantor
DPMPTSP Kabupaten Bulungan. Seperti apa
yang telah menjadi tujuan didirikannya
DPMPTSP yaitu mempermudah masyarakat
dalam pengurusan perizinan dan penanaman
modal, maka diperlukan sebuah cara yang
tentunya berbeda dengan cara yang diterapkan
sebelum didirikan DPMPTSP. Kuncinya
adalah  Pelayanan  yang  memuaskan
masyarakat karena dengan pelayanan yang
memuaskan maka apa yang dikehendaki
masyarakat telah  diwujudkan, seperti
kemudahan prosedur, kejelasan  biaya
perizinan, pelayanan yang ramah, proses yang
lebih cepat dan murah.

B. Pengembangan Berbasis Teknologi Informasi

Dimensi

Indikator

Uraian

Kesimpulan

Potensi dan Masalah

- Nilai tambah

Memungkinkan, asalkan harus ada kelengkapan Software dan
Hardware , karena selama ini masth menggunakan manual tadi.

Potensi dan masalah sangat memungkinkan,
asatkan harus ada kelengkapan Software dan
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a.

Harus ada di sosialisasikan, di komunikasikan dengan dibuatnya
pelatihan, Karena teknologi ini kan agak susah, tetapi ketika

Hardware, karena selama ini segala proses
pelayanan dilakukan secara manual, Ketika harus

Masalah masyarakat sudah memahami justru lebih enak. menggunakan berbasis teknologi maka harus
b, Kalau saya menyebutkan dengan presentase nya itu berarti diadakan pelatihan )
kuantitatif nya ya, jadi jawabannya dengan memaksimalkan. )

Konsep suatu produk Untuk saat ini belum, hanya kedepannya harus ada payung hukum atau Peratu{an yang m.en'gatur pe.layanan perizinan
landasan hukumnya seperti Perda kah atau Perbup nya, berbasis t-elcnologl informasi harus ada, atau
a. Kalaupun ada, harus dipelajari bersams terkait teori atau isi dari dalam artian bahwa belum ada landasan legal,
. Perda tersebut, dengan melibatkan OPD terkait, DPR, Bapeda dan | l20dasan teoritikal dan lJandasan faktual dalam
Mengumpulkan Informasi dan Bagian Hukum. pelayanap. penzm:p blf-.rbasus telgnqlogx 1:11forma5|
Studi Literatur Kajian ulang produk b. lSaa;la('; ai;lis;lum, ketika berbasis teknologi ya harus memiliki ;iggukl,{ajli:? ua:lun lpe:;ng, mkonr:llgi?klonﬁ?sli

‘| digunakan atau

pendukung agar model atau produk dapat
diimplementasikan  secara
optimal, serta keunggulan dan keterbatasannya

Desain Produk

Gambar atau Bagan

. Kalau jadi ada pengembangan model pelayanan berbasis tekmologi,

kita pasti menggunakan Ahli IT atau konsultan IT.

. Perencanaan itu harus ada
. Sangat berpengaruh, desain yang bagus, menarik, tidak rumit maka

akan memudahkan masyarakat untuk menggunakan.

Pengembangan model yang baik sangat
berpengaruh terhadap pelayanan atau dapat
dikatakan bahwa desain produk harus
diwnjudkan dalam gambar atau bagan, sehingga
dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai
dan membuatmya serta memudahkan pihak lain
untuk memulainya

Bahwa validasi penting dilakukan untuk menilai
layak tidaknya suatu produk yang akan
digunakan schingga diketahui

a. Validasi desain bagian dari konsultan atau ahli IT nya. kekurangan
b. Ya, Pasti produk vang akan digunaken. Dan validasi
Validasi Desain Penilaian Rancangan Produk ¢. Produk yang manual seperti kertas, brosur, pamflet, plank, blanko, g:::;narat};?d;t l‘iZiIfll::dS ITpSaygnIG; g‘m_j_‘g
penyampaian secara lisan, dan produk berbasis teknologi informasi berbasis Teknologi fnformasi yang
menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. dikembangkan dengan melakukan Konsultasi ke
Pimpinan dan melalui uji coba program ke
masyarakat
Perbaikan desain sangat membantu untuk
a. Ahli IT atay Konsultan IT yang lebih tahu ﬂ;’gpg‘;ahu‘i‘ekel fﬁ:}:ﬁlmgsaimi‘f;' _ hal | Do
Perbaikan Desain Kelemahan b. Sangat penting sekali ngetal perbaikan
¢. Pastinya sangat membantu sekali wajib dilakukan dalam pengembangan model

pelayanan berbasis teknologi informasi sebelum
dsangat penting karena dapat mengetahui
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kelemahan dan kekurangan dari produk
tersebut, dengan perbaikan yang terus menerus
akan membuat program semakin sempurna.

. . 8. Bisa langsung koordinasi ke Kepala Bidang Perizinan p ilakuakan
Ujicoba Produk Pengujian b. Biasanya dengan ujicoba tau dimana kekurangan, dan apa yang g;n(;t?l? ;?:;Lk:udah dilakuakan dan sangat
harus ditambahkan an cepat
a. YaPenting . . i A N
Revisi Produk Perbedaan Produk b. Ya, revisi berarti ada yang diperbaiki untuk diubah atau mungkin Revisi Produk, menunjuta bah.w? sistem kerja
dibuat lebih baik lagi baru ternyata yang lebih baik dari sistem lama
a. Bisa koordinasi langsung ke bagian pelayanan . . o
b. Langsung ke bidang pelayanan dan masyarakat Ujicoba Pemakaian produk berhasil di
Ujicoba Pemakaian Pengujian Pemakaian ¢. Bidang pelayanan perizinan dan masyarakat jedi tahu dengan | perkenalkan ke masyarakat, sehingga jikalau ada
produk berbasis teknologi. Maka informasi persyaratan perizinan | yang kurang bisa menjadi masukan untuk
SITU, SIUP, TDP didapat lebih cepat, tidak memakan biaya | penyempurnaan produk.
transportasi dan waktu
Revisi Produk Evaluasi Produk a. Otomatis efektif dan lebih jelas, karena bisa melayani masyarakat Mengevaluasi bagaimana kinerja produk dalam
b. Efisien hal ini adalah sistem ketja produk.
a. Jika produk ada dan bisa digunakan, pasti dapat digunakan untuk
Pembuatan Produk Massal Produksi Massal

melayni masyarakat,
b. Dengan adanya teknologi, komunikasi lebih cepat dan tepat.

Pembuatan produk secara massal

C. Pendekatan Implementasi Kebijakan

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan
Perencanaan mengenai Bentuk dukungan nya dengan mensosialisasikan, memberikan
Perubahan (Planning Of o
Ch komunikasi dengan masyarakat. Duk dars .
Pendekatan struktural ange) _— ukungan kan jaelmermtah ada namun
Perencanaan un . e axnkan Harusnya mendukung, tetapi tidak bisa memastikan kalau terkendala anggaran.
perubahan (Planning for .
mereka mendukung.

Change)

Pendekatan Prosedural dan Mendesain program Apabila produk atau sistem diterapkan di DPMPTSP, | Apabila produk atau sistem diterapkan di

Manajerial (Procedural and progr perencanaan dalam desain ahli IT lebih tahu. DPMPTSP, perencanaan dalam desain

Manajerial Approaches) Melaksanakan program Untuk personalia tergantung pada hasil analisa kebutuhan yang | diserahkan ke ahli IT, untuk personalia
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sudah disampaikan ke BKD. Kita mengusulkan, tetapi harus ada
persetujuan dan proses nya pasti panjang.

- Membangun sistem penjadwalan

Ya sudah pasti dengan adanya sistem penjadwalan, monitoring
dan sarana maka akan menjamin bahwa program tersebut dapat
dilaksanakan dengan tepat.

tergantung pada hasil analisa kebutuhan yang
sudah disampaikan ke BKD. Tetap di
usulkan, tetapi harus ada persetujuan dan
proses nya pasti panjang, sistemn penjadwalan,
monitoring dan sarana pasti sudah dapat
menjamin bahwa program dapat dilaksanakan
dengan tepat.

Pendekatan Keprilakuan
(Behavioral Approaches)

- Reaksi Sikap

a, Menerima dan menyesuaikan dengan Sumber Daya manusia
nya dan wajib mengikuti pelatihan-pelatihan, Pegawai/SDM
harus siap dulu.

b. Sikap menerima untuk memudahkan pekerjaan

Prilaku manusia beserta sikapnya, harus
dipengaruhi

Pendekatan Politik
(Political Approaches)

Pendekatan Politik

a. Harusnya mendukung, tetapi tergantung dari personal
pemimpin / penetu kebijakan daerah itu sendiri.

b. Masyarakat bisa Cerdas dengan adanya teknologi, dan
kepuasan tersendiri karena masyarakat yang dipimpinnya
mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan cepat

pemerintah harus mendukung, akan tetapi
tergantung dari personal pemimpin / penentu
kebijakan daerah itu sendiri sehingga proses
pelayanan kepada masyarakat dapat lebih
baik, sesuai dengan visi, misi DPMPTSP
Kabupaten Bulungan yang telah ditetapkan
Pemerintah daerah.
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HASIL WAWANCARA
“PENGEMBANGAN MODEL PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI DPMPTSP KABUPATEN
BULUNGAN”

Nama Responden : Drs. Kamaluddin
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Bulungan

A. Pelayanan Publik berupa Informasi Persyaratan Perizinan

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan

Saya rasa sudeh jelas, karena setiap Pemerintah itu kalau dia
memungut nya yang nama nya pajak atau retribusi kan sudah
ada dasar hukumnya atau aturan yang berlaku. Penelitian kamu
ada tiga yaitu SITU, SIUP dan TDP. Untuk yang SIUP dulu
pernah ada Perda nya terkait retribusi SIUP untuk STUP Kategori ..
Kecil Rp.100.000,-, kategori menengah Rp.150.000,-, dan untuk | Felaksanaan Pelayanan Perizinan sangat
kategori besar Rp.250.000,-, nah mulai Tezhun 2014 sudah | baik, karena adanya keterbukaan terhadap
- Terbuka dihapus dan tidak ada lagi retribusi/biaya untuk SIUP. Untuk | pelayanan informasi perizinan dan mengacu
TDP tidak pernah ada terkait biaya. Nah, ul}nLk S.ITL{ pada Standar Operasional Prosedur (SOP)
Transparan berdasarkan Perda Nomor 12 tahun 2017 tentang tertib Retribusi | yang sudah ditetapkan. Kekurangan sumber
Perizinan tertentu, Ada 5 yang disebutkan dalam Perda tersebut, daya manusia (SDM) dan perangkat k
salah satu nya Retribusi Izin Gangguan (HO) ini berkaitan y. . , .p aL xeras
dengan SITU (Surat Izin Tempat Usaha), dan pembayaran di masﬂl- bisa memadai, tetapi tetap melakukan
Dinas Lingkungan Hidup bukan di DPMPTSP. Jadi, saat ini di | Peketjaan dengan teratur dari jam 7.30
DPMPTSP tidak ada pemungutan biaya sampai dengan 16.00

Ya, karena SOP itn menggambarkan izin apa yang kita
- Mudah di akses laksanakan, den itu sudah kami sampaikan pada saat kegiatan
sosialisasi di Tahun 2015 kemarin, dan dilaksanakan di kantor

kecamatan di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten
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Bulungan

- Memadai

a. saya rasa kalau untuk waktu kami melaksanakan tugas ya
menyesuaikan dengan Jam Kezja saja, mulai Jam 7.30 sampai
dengan jam 4 sore, istirahat jam 12 sampai dengan jam 1
siang, dan petugas ini saling mengisi dan membantu ketika
ada petugas yang kosong atan sedang pergi

b. Sebenarnya untuk sementara ini cukup memadai, nantinya
kelak pasti akan ada penambahn perangkat komputer

- Di mengerti

Saya rasa mayoritas masyarakat itu sudah tahu, karena kan kita
sudah melaksanakan sosialisasi, kecugli yang mereka itu belum
pernah ikut sosialisasi atau belum pernah datang ngurus izin,
Tapi kan minimal mereka sudah pernah datang membaca baleho
yang ada dikantor, karena ketika kami sosialisasi juga kami
menyebarkan brosur SOP. di isi SOP itu kan ada tercantum
persyaratan, jadi mereka tinggal lihat saja. Dan brosur itu ada
kami tinggal juga di kantor kecamatan, jadi masyarakat yang di
kecamatan atau desa yang terdekat dengan kantor kecamatan nya
misalnya tinggal datang ke kecamatan untuk minta informasi
persyaratan. Jadi tidak perlu ke tanjung selor sebenarnya.

Akuntable

- Dapat dipertanggungjawabkan

sesuai peraturan

Saya rasa petugas sudah cukup baik, dan cukup ramah, karena
kami punya motto ‘Tegur Kami Jika Tak Ada Senyum Untuk
Anda ’.ya.tinggal si masyarakat lagi bisa menangkap dengan
cepat gak apa yang disampaikan oleh petugas. Dan saya sebagai
Kabid sudah memberi pengarahan kepada petugas di depan
ketika kita menghadapi orang kan bermacam-macam model nya,
ada yang emosi nya tinggi, ada yang tidak mau tahu dengan
persyaratan tapi pengen selesal cepat Izin nya, pada kenyataan
nya kan persyaratan yang ada memang sudah sesuai ketentuan
dan tidak memberatkan masyarakat ya artinya kalau reaksi
mereka seperti itu jangan kita lawan, tetap dengan sabar, ramah
menjelaskan nya. Jadi menurut saya petugas kami didepan pun
melaksanakan nya dengan baik, ramah, dan tetap kami proses
sesuai aturan/ketentuan yang berlaku., Serta kami berusaha
membagi tugas dengan seadil-adilnya dalam artian ya sama rata.
Yang kita utamakan adalah izin mana yang rutin di urus

Proses pelayanan informasi persyaratan
perizinan dilakukan petugas dengan cukup
baik, ramah dan diharapkan dapat bekerja
sesuai Motto yang ada.
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masyarakat. Disini ada 73 jenis Perizinan ya yang rutin diurus
masyarakat atau pengusaha adalah Izin SITU, SIUP, TDP,
karena tiga izin ini yang menjadi izin yang utama yang harus
dimiliki Pengusaha ketika memiliki Usaha, Jadi pembagian
tugas kami bagi habis, menghindari rasa cemburu, sehingga izin
usaha jg dapat diproses sesuai waktu yang tepat

Partisipatif

Aspiratif

Saya rasa sebagian besar sudah, karena begitu masyarakat
datang ke kami untuk menenyakan informasi persyaratan, kami
melayani dengan baik, mercka merespon untuk segera
melengkapi persyaratan sesuai dengan kebutuhan mereka,
Walaupun tidak menutup kemungkinan ada saja masyarakat atau
pengusaha yang menclak/memberontak dengan mengatakan
berbelit-belit atau ribet

Kebutuhan

Sebenarnya masyarakat selaku pengusaha ini harus
menyesuaikan dengan kita atau DPMPTSP ini, karena
DPMPTSP sudah menyiapkan apa yang dibutubkan masyarakat
sesual dengan bidang usaha nya mereka. Jadi bukan kita yang
menyesuaikan dengan masyarakat, Jadi, saya rasa sudah sesuai,

Harapan Masyarakat

Dari penilaian saya sendiri, masyarakat ini justru masih
mengharapkan yang manual saja dulu. Karena mereka kalau
mengharapkan teknologi yang tinggi kawatir mereka tidak bisa
mengikuti, Suatu saat kami pasti akan ke arah teknologi, mau ga
mau masyarakat harus mengikuti, tetapi kendala di penggunaan
teknologi jaringan harus baik juga, sehingga masyarakat bisa
lebih mudah,

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu
pintu di  bidang perizinan  yang
diselenggarakan oleh Dinas Penanaman

| Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten  Bulungan  yang  telah
berlangsung selama kurang lebih 7 tahun
terus mengalami perkembangan dalam
berpartisipasi  aktif untuk  melayani
masyarakat, dan ini tidak terlepas dari peran
serta masyarakat Kabupaten Bulungan yang
juga berpartisipasi aktif dalam
penyelenggaraan  perizinan, dilihat dari
cukup banyaknya jumlah izin yang telah
diterbitkan DPMPTSP sendiri. Dan harapan
masyarakat juga dapat tersedianya sarana
dan prasarana yang sesvai dengan standar
pelayanan publik.

Kesamaan Hak

1

Tidak Diskriminatif

Dapat ibu lihat bagaimana petugas melayani masyarakat yang
mengurus perizinan disini, tidak ada pembedaan petugas dalam
melayani masyarakat yang membutuhkan proses perizinan,
siapapun orangnya tetap dilayani dengan baik, baik laki-laki
maupun perempuan, status usaha perorangan, perusahasn
komanditer atau perusahaan perseroan, demikian juga terkait
dari segi modal vsaha dan pendidikannya, masyarakat manapun
juga tetap dilayani dengan sesuai dengan aturan yang berlaku

Memberikan  pelayanan yang sebaik
mungkin tanpa membedakan masyarakat,
Tidak memandang masyarakat biasa
maupun masyarakat yang tergolong mampu
dari segi ekonomi, baik itu pendidikan nya
ataupun status dan modal usaha yang
dimiliki. DPMPTSP Kabupaten Bulungan
selalu berusaha sebaik mungkin untuk
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melayani masyarakat yang membutuhkan
pelayanan dalam pengurusan perizinan,

Keseimbangan antara Hak

dan Kewajiban

Pemberi dan Penerima
pelayanan perizinan harus
memenuhi hak dan kewajiban

masing-masing pihak

a. Saya rasa sudah sesuai.

. Saya rasa sudah sesuai , karena rata-rata background

pendidikan mereka Sarjana semua.

. Dari pengamatan saya mudah dipahami masyarakat

Hak dan Kewajiban antara petugas dan
masyarakat sebagai pelaku usaha sudah
terpenuhi dan sesvai atau seimbang antara
Hak dan Kewajiban masing-masing, dimana
para petugas juga sudah memiliki
background sarjana, sehingga aman,

Profesional

validasi administrative,
verifikasi lapangan, pengukuran

dan penilaian kelayakan

. Masyarakat datang membawa berkas permohonan izin usaha,

staf kami memeriksa apakah lengkap atau tidak.

. Ya, memeriksa kelengkapan sesuai dengan persyaratan atau

tidak nya. Jika sesuai persyaratan, maka akan diverifikasi
oleh Kepala seksi Perizinan dan non perizinan I, jika tidak
sesuai, dikembalikan ke pemohon wuntuk dilengkapi
persyaratan lagi.

. Untuk SITU harus dilakukan pengecekan ke lapangan dan

melibatkan tim teknis terkait, untuk SIUP, TDP tidak ada
pengecekan di lapangan.

Melayani masyarakat adalah tugas utama
Pemerintah baik Pusat maupun Daerah,
begitupun instansi Pemerintah seperti
Kantor DPMPTSP Kabupaten Bulungan.
Seperti apa yang telah menjadi tujuan

didirikannya DPMPTSP yaitu
mempermudah masyarakat dalam
pengurusan  perizinan dan penanaman

modal, maka diperlukan sebuah cara vang
tentunya berbeda dengan cara yang
diterapkan sebelum didirikan DPMPTSP.
Kuncinya  adalah  Pelayanan  yang
memuaskan masyarakat karena dengan
pelayanan yang memuaskan maka apa yang
dikehendaki masyarakat telah diwujudkan,
seperti kemudahan prosedur, kejelasan biaya
perizinan, pelayanan yang ramah, proses
yang lebih cepat dan murah.
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Dimensi

Indikator

Uraijan

Kesimpulan

Potensi dan Masalah

Nilai tambah

Menurut saya sangat memungkinkan agar tujuan nya lebih cepat,
lebih mudah, lebih praktis dan akurat

Masalah

a. Saya rasa hambatan nya ada di perangkat keras nya yang
kurang, koneksi jaringan, SDM dari ahli IT yang belum ada
sebagai operator, Anggaran/biaya untuk pelaksanaan nya

b. Menurut saya untuk saat ini, masih dibawah 50 %, karena
diluar dari kecamatan tanjung selor sendiri misal di
kecamatan peso, dan desa-desa belum memiliki fasilitag
koneksi jaringan teknologi yang baik™. Kalau di Tanjung
Selor saja koneksi jaringan sudah cukup baik, walaupun
terkadang ada kala nya trouble.

Potensi dan masalah memungkinkan,
perangkat keras seperti koneksi jaringan,
kurang nya SDM dari ahli IT sendiri karena
selama ini segala proses pelayanan
dilakukan secara manual, Anggaran / biaya
untuk itu semua yang belum menjadi
prioritas

Mengumpulkan Informasi
dan Studi Literatur

Konsep suatu produk

Saat ini kan memang belum ada karena pelayanan disini semua
masih cara manual. Nah, jika berbasis Teknologi Informasi
dalam pelayanan tadi akan diterapkan, ya kami harus memiliki
landasan legal atau payung hukum atau tepatmya dasar hukum.
Dan sebenarnya ini tupoksi Kominfo yang berperan, jadi tidak
intern DPMPTSP saja tapi pasti membawa Pemerintah Daerah
dan Kominfo.

Kajian ulang produk

a. Ya saat ini berarti belum ada, kedepan nya jikalau diterapkan
berbasis Teknologi Informasi pasti ada dan wajib

b. Belum ada, seperti saya bilang tadi kedepan nya pasti akan
ada dan wajib jikalau diterapkan berbasis Teknologi
Informasi

Peraturan yang mengatur pelayanan
perizinan berbasis teknologi informasi
harus ada, atau dalam artian bahwa belum
ada landasan legal, landasan teoritikal dan
landasan faktual dalam pelayanan perizinan
berbasis teknologi informasi serta kajian
studi literatur dari model atau produk,
keluasan  penggunaan,  kondisi-kondisi
pendukung agar model atau produk dapat
digunakan atau diimplementasikan secara
optimal, serta keunggulan dan keter-
batasannya

Desain Produk

Gambar atau Bagan

a. jikalau ada pengembangan model pelayanan berbasis
teknologi informasi, saya rasa ahli IT lebih tau atau
diserahkan kepada konsultan IT, kami hanya memberikan
informasi terkait data saja.

b. Pasti segala sesvatu harus ada tahapan perencanaan nya.
Pertama pengadaan anggaran dulu, anggaran disetujui atau di

Pengembangan model yang baik sangat
berpengaruh terhadap pelayanan atau dapat
dikatakan bahwa desain produk harus
diwnjudkan dalam gambar atau bagan,
sehingga dapat digunakan sebagai pegangan
untuk menilai dan membuatnya  serta
memudahkan pihak lain untuk memulainya

sah kan baru bisa kerjasama dengan Konsutan IT, mereka
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buat atau kerjakan produk nya, selesai ujicoba pada kami,
kami belajar, dan diterapkan atau digunakan. Kedepannya
jikalau kami punya SDM di bidang IT bisa menghandle
semuanya.

. Sangat berpengaruh sekali pastinya, dengan desain yang

bagus, menarik, tidak rumit maka akan memudahkan
masyarakat untuk mengakses nya, Bahkan tidak bosan untuk
mengakses nya

Validasi Desain

- Penilaian Rancangan Produk

. Menurut saya validasi desain sudah bagian dari konsultan

atau ahli IT yang kelak menangani nya.

. Ya, Pastinya
. Produk yang manual ya berupa kertas seperti brosur, pamflet,

plank, blanko, penyampaian secara lisan, sedangkan produk
berbasis teknologi informasi menggunakan perangkat keras
dan perangkat lunak pastinya

Bahwa validasi penting dilakukan untuk
menilai layak tidaknya suatu produk yang
akan  digunakan  sehingga  diketahui
kekurangan produk yang akan digunakan.
Dan validasi desain produk model pelayanan
Informasi persyaratan perizinan SITU, SIUP
dan- TDP  berbasis Teknologi Informasi
vang dikembangkan dengan melakukan
Konsultasi ke Pimpinan dan melalui uji coba
program ke masyarakat

. Menurut saya nantinya ehli IT yang lebih tahu
. Pastinya sangat penting, jika ada yang kurang, ahli IT harus

segera memperbaiki missal dari segi perangkat lunak nya

. Menurut saya sangat membantu sekali

Perbaikan desain sangat membantu untuk
ilernpar ke publik/masyarakat, hal ini
mengetahui kelemahan dan perbaikan
desain wajib dilakukan dalam
pengembangan model pelayanan berbasis

Perbaikan Desain . Kelemahan teknologi  informasi sebelum dsangat
penting  karena  dapat  mengetahui
kelemahan dan kekurangan dari produk
tersebut, dengan perbaikan yang terus
menerus akan membuat program semakin
sempurna.

. dalam beberapa waktu ini sudsh kami ujicobakan di intern
. . DPMPTSP dan produk ini menarik sekali tujuan nya bisa Uii coba produk sudah dilakuakan d
Ujicoba Produk - Pengujian untuk menghemat waktu dan biaya masyarakat untuk bolak ! P akan dan

balik datang ke kantor DPMPTSP ini”. Akan tetapi kami
belum bisa sosialisasikan secara serius karena ini masih

sangat menarik mudah dan cepat
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terkait penelitian ibu dewi.
b. Manfaatnya va jadi lebih tahu dan paham

Revisi Produk

Perbedaan Produk

a. Saya rasa ya penting, kalau penelitian ibu dewi ini selesai,
mau dihibahkan ke kami ya kemi siap menerima, sehingga
kedepannya bisa dilakukan revisi lebih komplit.

b. Ya sudah pasti, sedikit kami ada perubahan dalam proses
pelayanan perizinan

Revisi Produk, menunjukkan bahwa sistem
kerja baru ternyata yang lebih baik dari
sistem lama

Ujicoba Pemakaian

- Pengujian Pemakaian

a. Sudah di ujicoba di intern DPMPTSP dan kami ujicoba ke
beberape masyarakat yang datang berurusan ke kantor

b. Masyarakat yang datang dalam pengurusan izin SITU, SIUP,
TDP , petugas memberikan pengarahan untuk dilakukan
ujicoba

c. Bahwa dengan adanya produk berbasis teknologi, maka
informasi persyaratan perizinan SITU, SIUP, TDP didapat
lebih cepat dan tidak menghabiskan biaya dan waktu mereka

Ujicoba Pemakaian produk di perkenalkan
ke masyarakat, sehingga jikalau ada yang
kurang bisa menjadi masukan untuk
penyempurnaan produk.

Revisi Produk

Evaluasi Produk

a. Pastinya akan lebih efektif dan lebih praktis

b. Pada dasamnya efisien, Cuma seperti yang saya katakana di
awal tetap tidak semua masyarakat bisa menggunakan karena
terbatas nya koneksi jaringan terutama yang ada di kecamatan
terpencil.

Mengevaluasi bagaimana kinerja produk
agar lebih efektif dan efisien itu dapat
terwujud.

Pembuatan Produk Massal

- Produksi Massal

a. Jika produk sudah ada dan siap digunakan, pastinya dapat
digunakan untuk melayani masyarakat.

b. Sangat penting sekali, Karena bermanfaat sekali tidak hanya
untuk intern DPMPTSP saja tetapi masyarakat pemohon izin
juga

Pembuatan produk secara massal

C. Pendckatan Implementasi Kebijakan

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan
- Perencanaan mengenai Sebenamya dukungan itu pasti ada, kami juga berkeinginan
Pendekatan struktural Perubahan (Planning Of menggunakan pela'lyanan disini l?erbasis teknologi, akan tetapi
adanya kendala di anggaran / biaya vang belum ada, sumber
Change) daya manusia nya juga belum mendukung
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Perencanaan untuk melakukan

Sebenamya semua OPD yang perizinannya di limpahkan ke
DPMPTSP mendukung sekali untuk kemudahan karena OPD

Pendekatan Prosedural dan
Manajerial (Procedural and
Manajerial Approaches)

perubahan (Planning for tersebut masih terkait hubungannya dengan tim teknis, seperti
contoh SIUP dan TDP tim teknis terkait adalah Disperindakop,

Change) untuk SITU tim teknis terkait yaitu Kecamatan dan Dinas
Lingkungan Hidup

Mendesain program Apabila produk atau sistem diterapkan di DPMPTSP, pastinya
soal perencanaan dalam desain ini shli IT sudah lebih tahu

Melaksanakan program Pasti, Sesuai Kebutuhan

Membangun sistem penjadwalan

Sudah pastinya

a. Saya rasa pasti diterima, tidak repot lagi untuk banyak

Pendekatan Keprilakuan Reaksi Sika menjelaskan, menulis.
(Behavioral Approaches) P b. Saya rasa dengan senang hati kami menerima untuk
memudahkan pekerjaan kami sendiri juga
a. Pastinya mendukung sekali karena bergantung dari DAU
Pendekatan Politik (dana alokasi umum) dari pemerintah pusat
(Political Approaches) Pendekatan Politik b. Proses pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik, sesuai

dengan visi, misi DPMPTSP Kabupaten Bulungan yang telah
ditetapkan Pemerintah daerah. Dan nantinya bisa memajukan
nama Kabupaten Bulungan dalam bidang pelayanan
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“PENGEMBANGAN MODEL PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI DPMPTSP KABUPATEN

Nama Responden

Jabatan

: Risam Lawai, SE

BULUNGAN”

: Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II

A. Pelayanan Publik berupa Informasi Persyaratan Perizinan

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan
Terbuka Tidak ada biaya Pelaksanaan Pelayanan Perizinan sangat
Mudah di akses Pasti sudah sesuai SOP baik, karena adanya keterbukaan terhadap
Uotok ST ST0F 1o TDP oo Y pelayanan informasi perizinan dan
. a. Un , an petugas nya sudah ada. .
Memadai b. Sebenarnya kurang tapi sejauh ini yang ada masih bisa glengacu pada Standar Operasltonal
tertangani rosedur (SOP) vang sudah dltetlapkan.
Transparan Masyarakat itu ada yang tahu dan paham ada yang tidak, Cuma Kekurangan sumber dfaya manu.ma' (SDM)
kadang mereka itn mau cepat selesai izin nya, jadi mereka sering | dan perangkat keras tidak menjadi
Di mengerti suruh orang lain, ya kalau yang disuruh itu cepat tanggap juga, | penghalang untuk terus melayani
& masyarakat sebagai pelaku usaha, Yang
ditekankan adalah Maksimalken apa yang
ada.
Petugas kami sudah ramah dan baik dalam melayani, dan tugas | Proses pelayanan informasi persyaratan
seluruh pegawai tetap dan honor sudah sesuai dengan tupoksi. | perizinan dilakukan petugas dengan
J— Depat dipertanggungjawabkan Hanya karena petugas di pelayanan ini masih kurang, kami sangat baik, patuh, responnya aktif dan

sesuai peraturan

memanfaatkan tenaga honor juga. Tetapl untuk persyaratan
SITU, STUP, TDP sudah ada petugas yang menangani.

semuanya berjalan sesuai  dengan
ketentuan atau peraturan yang sudah
ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.
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Partisipatif

- Aspiratif

Ya pastinya seperti itu

- Kebutuban

Segala bentuk pelayanan dan persyaratan yang sudah ditetapkan
masyarakat sejauh ini menerima dengan baik, walaupun kadang
ada saja yang mau marah-marah ke petugas kami

- Harapan Masyarakat

Menurut saya dengan adanya teknologi pasti harapan masyarakat
segala sesuatu nya bisa lebih cepat dan jelas

Penyelenggarazan pelayanan terpadu satu
pintu di bidang perizinan yang
diselenggarakan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten  Bulungen  yang  telah
berlangsung selama kurang lebih 7 tahun
terus mengalami perkembangan dalam
berpartisipasi  aktif untuk melayani
masyarakat, dan ini tidak terlepas dari
peran serta masyarakat Kabupaten
Bulungan yang juga berpartisipasi aktif
dalam penyelenggaraan perizinan, dilihat
dari cukup banyaknya jumlah izin yang
telah diterbitkan DPMPTSP sendiri. Dan
harapan  masyarakat  juga  dapat
tersedianya sarana dan prasarana yang
sesuai dengan standar pelayanan publik.

Kesamaan Hak

- Tidak Diskriminatif

Petugas melayani masyarakat atau pengusaha vang mengurus
perizinan disini, kami tidak pemah mau membedakan dalam
melayani masyarakat yang membutuhkan proses perizinan, sama
rata.

Memberikan pelayanan vyang sebaik
mungkin tanpa membedakan masyarakat.
Tidak memandang masyarakat biasa
maupun masyarakat yang tergolong
mampu dari segi ekonomi, baik itu
pendidikan nya ataupun status dan modal
usaha yang  dimiliki DPMPTSP
Kabupaten Bulungan selalu berusaha
sebaik  mungkin  untuk  melayani
masyarakat yang membutuhkan
pelayanan dalam pengurusan perizinan.

Keseimbangan antara Hak

dan Kewajiban

- Pemberi dan Penetrima

pelayanan perizinan harus

a. Sudal sesuai karena sudah ada ditetapkan dalam SOP tadi.
b, Sangat sesuai
¢. Ya mereka menyampaikan ke masyarakat dengan jelas

Hak dan Kewajiban antara petugas dan
masyarakat sebagai pelaku usaha sudah
terpenuhi dan sesuai atau seimbang antara
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memenuhi hak dan kewajiban

masing-masing pihak

Hak dan Kewajiban masing-masing, .

Profesional

- validasi administrative,
verifikasi lapangan, pengukuran

dan penilaian kelayakan

Hal inilah yang sering dilupakan oleh petugas, petugas masih
sering enggan untuk menanyakan "Apa ada yang anda keluhkan
dengan pelayanan yang kami berikan?” sedangkan para
pengguna jasa juga merasa segan untuk menyampaikan keluhan
karena merasa takut keluhannya tidak ditanggapi. Ini disebabkan
karena masih kurangnya keterbukaan antara petugas dengan

pengguna jasa.

Melayani masyarakat adalah tugas utama
Pemerintah baik Pusat maupun Daerah,
begitupun instansi Pemerintah seperti
Kantor DPMPTSP Kabupaten Bulungan.
Seperti apa yang telah menjadi tujuan
didirikannya DPMPTSP yaitu
mempermudah masyarakat dalam
pengurusan perizinan dan penanaman
modal, maka diperlukan sebuah cara yang
tentunya berbeda dengan cara yang
diterapkan sebelumn- didirikan DPMPTSP,
Kuncinya adalah Pelayanan yang
memuaskan masyarakat karena dengan
pelayanan yang memuaskan maka apa
yang dikehendaki masyarakat telah
diwujudkan, seperti kemudahan prosedur,
kejelasan biaya perizinan, pelayanan yang
ramah, proses yang lebih cepat dan
murah,

B. Pengembangan Berbasis Teknologi Informasi

Dimensi Indikator Uratan Kesimpulan
- Nilai tambah Memungkinkan jika memang ada Potensi dan masalah sangat memungkinkan,
, a. Mungkin koneksi jaringan di tanjung selor ini kadang tidak asalkan harus ada kelengkapan Software dan
Potensi dan Masalah Masalah bagus Hardware, karena selama ini segala proses
- Ma

b. sekitar 70 % lah

pelayanan dilakukan secara manual. Ketika
harus menggunakan berbasis teknologi
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: maka harus diadakan pelatihan.

- Konsep suatu produk saat ini belum ada, kalau sudah digunakan teknologi harus sudah | Peraturan yang mengatur pelayanan
ada landasan hukum nya perizinan berbasis teknologi informasi
a. saat ini tidak ada, kalan sudah punya landasan hukum, | harus ada, atau dalam artian bahwa belum
ladasan tecritikal juga ada. ada landasan legal, landasan teoritikal dan
b. belum ada landasan faktual dalam pelayanan perizinan
Mengumpulkan Informasi berbasis teknologi informasi serta kajian
dan Studi Literatur - Kajian ulang produk studi literatur dari model atau produk,

keluasan  penggunaan, kondisi-kondisi
pendukung agar model atau produk dapat
digunakan atau diimplementasikan secara
optimal, serta keunggulan dan Kketer-
batasannya

Desain Produk

Gambar atau Bagan

. untuk desain berhubungan dengan orang IT lah
. harus ada perencanaan
c. pasti berpengaruh.”

o

Pengembangan model yang baik sangat
berpengaruh terhadap pelayanan atau dapat
dikatakan bahwa desain produk harus
diwujudkan dalam gasmbar atau bagan,
sehingga dapat digunakan sebagai pegangan
untuk menilai dan membuatnya serta
memudahkan pihak lain untuk memulainya

Validasi Desain

T

Penilaian Rancangan Produk

. Kurang paham, urusan orang IT biasanya
. Iya

[ -

Bahwa validasi penting dilakukan untuk
menilai layak tidaknya suatu produk yang
akan  digunakan sehingga  diketahui
kekurangan produk yang akan digunakan.
Dan validasi desain produk model pelayanan
Informasi persyaratan perizinan SITU, SIUP
dan TDP berbasis Teknologi Informasi
yang dikembangkan dengan melakukan
Konsultasi ke Pimpinan dan melalui uji coba
program ke masyarakat

Perbaikan Desain

Kelemahan

a. Tahu kurang atau tidaknya orang IT nya

b. Perbajkan itu pasti penting karena tujuan nya untuk mudah
dan menarik

c. Pasti sangat membantu sekali

Perbaikan desain sangat membantu untuk
ilempar ke publik/masyarakat, hal ini
mengetahui  kelemahan dan perbaikan
desain wajib dilakukan dalam
pengembangan model pelayanan berbasis
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teknologi  informasi  sebelum  dsangai
penting  karena  dapat  mengetahui

kelemahan dan kekurangan dari produk
tersebut, dengan perbaikan yang terus
menerus akan membuat program semakin
sempurna.

. Ada di ujicobakan di intern DPMPTSP dan produk ini

menarik sekali tujuan nya untuk bisa menghemat waktu dan

Ujicoba Produk Pengujian biaya masyarakat yang selalu bolak balik datang ke kantor Uji coba prod.uk sudah dilakuakan dan
DPMPTSP ini sangat menarik mudah dan cepat
b. Manfaatnya va jadi lebih tahu dan paham
a. Yang namanya revisi itu penting untuk penyempurnaan Revisi Produk, menunjukkan bahwa sistem
Revisi Produk Perbedaan Produk b. Ya pasti, ada perubahan dalam proses pelayanan perizinan kerja baru ternyata yang lebih baik dari
' sistem lama
a. Sudah di ujicoba di DPMPTSP dan ujicoba ke beberapa
masyarakat yang datang ke kantor
b, I\Tﬁigiymlfgt yf;ng éat:ng dalglln pengurusan izin SITUL SI_EP, Ujicoba Pemakaian produk berhasil di
, ibu dewi dan petugas fromt office memberikan ; s
Ujicoba Pemakaian Pengujian Pemakaian péngarahan untuk dilakukan ujgicobf 7 perkenalkan ke masyarakat, schingga jikalau
¢. Manfaat nya masyarakat jadi tahu bahwa dengan ada ada yang kurang bisa menjadi masukan
teknologi, maka informasi persyaratan perizinan SITU, SIUP, | Untuk penyempurnaan produk.
TDP didapat lebih cepat dan praktis, serta tidak
menghabiskan biaya dan waltu mereka
a. Lebih efektif
Revisi Produk Evaluasi Produk b. Efisien, tetapi tidak semua masyarakat bisa menggunakan | Mengevaluasi bagaimana kinerja produk
juga karena koneksi jaringan ini yang suka tidak bagus, | dalam hal ini adalah sistem kerja produk.
apalagi yang ada di desa-desa
a. Kalau sudah ada dan siap digunakan, pasti dapat digunakan
untuk melayani masyarakat
Pembuatan Produk Massal Produksi Massal b. Penting, manfaat nya tidak hanya untuk intern DPMPTSP | Pembuatan produk secara massal

saja tetapi juga masyarakat sebagai pengusaha atau pelaku
usaha
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C. Pendekatan Implementasi Kebijakan
Dimensi Indikator Utraian Kesimpulan

Perencanaan mengenai L . . .

i Pasti didukung, namanya untuk kemajuan, tetapi anggaran ini
Perubahan (Planning Of yang mendukung atau tidak, dan pegawai di DPMPTSP juga
Change) harus ada latihan

Pendekatan struktural

Perencanaan untuk melakukan

perubahan (Planning for Di luar DPMPTSP pasti mendukung
Change)
Mendesain program Orang IT nya pasti tahu

Pendekatan Prosedural dan Melaksanakan program Pasti sesuai keperluan perencanaan

Manajerial (Procedural and
Manajerial Approaches)

Membangun sistem penjadwalan

Iya, untuk membangun sistem penjadwalan sudah
memperhitungkan hasil akhir dari program yang akan
dilaksanakan

Pendekatan Keprilakuan

a. Pasti diterima, yang penting kami ini ada belajar dulu
b. senang lah kan pekerjaan juga lebih praktis

(Behavioral Approaches) Reaksi Sikap
. a. Bapak Bupati itu harus mendulaung
Pendekatan Politik Pendekatan Politik b. Terwujud lah semua janji-janji beliau yang salah satu nya
(Political Approaches memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat
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“PENGEMBANGAN MODEL PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI DPMPTSP KABUPATEN

Nama Responden

Jabatan

BULUNGAN”

: Adi Irwansyah M8, SH, M.Si
: Eks Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Bulungan

A. Pelayanan Publik berupa Informasi Persyaratan Perizinan

Dimensi

Indikator

Uraian

Kesimpulan

Transparan

- Terbuka

Sewaktu saya menjabat disana, pernah ditarik administrasi untuk
SIUP, mulai dr SIUP kecil Rp. 100.000,- , Menengah Rp.
150.060,- . dan Besar Rp. 250.000,~ dan hasilnya diserahkan ke
Disperindakop. Di Tahun 2014 terkait biaya SIUP dihapus,
sehingga untuk SIUP dan TDP tidak ada Biaya. Untuk SITU
hingga saat ini ada penarikan biaya terkait Izin Gangguan nya
(HO) saja itupun ke Dinas Lingkungan Hidup. Tidak di
DPMPTSP

- Mudah di akses

semua sudah sesuai SOP, karena kita menuangkan lewat brosur,
baleho, pamflet yang disediakan dikantor, dan yang paling
penting adalah kita selaln memberikan sosialisasi ke seluruh
kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan

- Memadai

a. sebenarnya kurang, dengan keterbatasan SDM, yang ada kita
maksimalkan lah dengan benar.

b. kebutuhan perangkat kerds seperti komputer, laptop, printer,
koneksi jaringan yang ada sebenar nya kurang untuk segi
pelayanan, Tetapi yang ada saat ini digunakan untuk
melayani, ya bagaimana caranya lah dengan perangkat yang
sedikit pelayanan tetap berjalan dengan baik. Lambat laun
ketersediaan perangkat itu pasti akan di tambah

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan cukup
baik, karena adanya keterbukaan terhadap
pelayanan informasi perizinan dan
mengacu pada Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan.
Karena dituangkan lewat brosur, baleho,
pamflet yang disediakan dikantor, dan
yang paling penting adalah kita selalu
memberikan sosialisasi ke seluruh
kecamatan-kecamatan yang ada di
Kabupaten Bulungan Kekurangan sumber
daya manusia (SDM) dan perangkat keras
tidak menjadi penghalang untuk terus
melayani masyarakat sebagai pelaku

usaha,
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- Di mengerti

saya pikir kalau mereka mengajukan permohonan ke BPMPT,
berarti sudah memahami tentang tata cara tersebut, karena
petugas Front Office pasti menjelaskan detail kepada masyarakat
yang datang. Apalagi setiap tahun itw proses Perizinan itu selalu
meningkat

Ada kotak pengaduan disediakan di bagian pelayanan, tetapi
diketahui bahwa masyarakat tidak ada yang mengefuhkan
masalah pelayanan, walaupun tidak menutup kemungkinan pasti

Proses pelayanan informasi persyaratan
perizinan dilakukan petugas dengan

Akuntable - Dapat dipertanggungjawabkan ada saja yang kurang puas. Jadi kesimpulan nya secara lisan | sangat baik, patuh, responnya aktif dan
sesuai peraturan petugas itu sudah cukup ramah dan merespon dengan cepat | semuanya berjalan sesuai  dengan
dalam melayani, Dan mereka bekerja sudah sesuai Tupoksi dan | ketentuan atau peraturan  yang sudah
ts)udz.lh ada pembagian tugas masing-masing sesuai bidang dan | gitetapkan dengan penuh tanggung jawab.
agian nya

- Aspiratif Iya pasti nya demikian Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu
Partisipatif - Kebutuhan Ya sesuai, karena SITU,SIUP, TDP izin yang awal mula harus pintu  di bidang perizinan yang
dimiliki oleh masyarakat vang akan memulai berusaha, diselenggarakan oleh Dinas Penanaman
Pasti ada yang berharap digunakan teknologi, dan ada juga yang | Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
tidak, lebih nyaman dengan yg manual, Kabupaten Bulungan yang telah
berlangsung selama kurang lebih 7 tahun
terus mengalami perkembangan dalam
“berpartisipasi  aktif untuk melayani
masyarakat, dan ini tidak terlepas dari
peran serta masyarakat Kabupaten
- Harapan Masyarakat Bulungan vang juga berpartisipasi aktif
dalam penyelenggaraan perizinan, karena
SITU,SIUP, TDP izin yang awal mula
harus dimiliki oleh masyarakat yang akan
memulai berusaha. Pasti ada yang
berharap digunakan teknologi, dan ada
juga yang tidak, lebih nyaman dengan yg

manual.
Kesamaan Hak - Tidak Diskriminatif Tidak pernah Memberikan pelayanan yang sebaik




43268.pdf

184

mungkin tanpa membedakan masyarakat.
Tidak memandang masyarakat biasa
maupun masyarakat yang tergolong
mampu dari segi ekonomi, baik itu
pendidikan nya ataupun status dan modal
usaha yang dimiliki.

Keseimbangan antara Hak

dan Kewajiban

Pemberi dan Penerima
pelayanan  perizinan  harus
memenuhi hak dan kewajiban
masing-masing pihak

a. sudah sesuai, sesuai dengan tugas di bidang mercka masing-
masing

b. harus sesuai

c. dari berjalan nya pelayanan disana, dalam penyampaian
informasi ke masyarakat, masyarakat merespon dengan baik
artinya pasti mereka paham lah

Hak dan Kewajiban antara petugas dan
masyarakat sebagai pelaku usaha sudah
terpenuhi dan sesuai atau seimbang antara
Hak dan Kewajiban masing-masing,

Profesional

validasi administrative,
verifikasi lapangan, pengukuran
dan penilaian kelayakan

Petugas pasti melakukan verifikasi ketika mereka menerima
berkas dari pemohon, dan menghubungi tim teknis terkait untuk
melakukan pengecekan di lapangan, misal terkait dengan SITU.
Untuk SIUP dan TDP tidak ada pengecekan lapangan.

Pasti dilakukan verifikasi ketika mereka
menerima berkas dari pemohon, dan
menghubungi tim teknis terkait untuk
melakukan pengecekan di lapangan, misal
terkait dengan SITU, Untuk SIUP dan

TDP tidak ada pengecekan lapangan..

B. Pengembangan Berbasis Teknologi Informasi

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan
Pada dasarnya wajib, karena tantangan kedepan itu yang berubah . .
itu berarti harus terdepan, Berubah disini yang dari manual tadi Tantax.lgan kedepan itu yang berutlaa?h'ltu
- Nilai tambah menuju ke teknologi. Karena dengan berbasis teknologi orang be’f‘m harus te’_depan-_Be"“bah d‘S"‘" yang
semakin mudah dalam melakukan apa saja, lebih praktis, apalagi | dari manual tadi menuju ke teknologi.
Potensi dan Masalah

dengan aplikasi android tadi, sms gateway misal nya, dan rata-
rata zaman sekarang orang-orang menggunakan hp andorid

- Masalah

a. kalau soal hambatan ya adanya di keterbatasan anggaran
dalam rangka pembuatan aplikasi dan perangkat pendukung

lainnya, apalagi kondisi sekarang dana transfer dari pusat ke

Karena dengan berbasis teknologi orang
semakin mudah dalam melakukan apa saja,
lebih praktis, apalagi dengan aplikasi
android
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daerah itu semakin berkurang, sehingga apa yang menjadi
prioritas yang diutamakan pengerjaannya, walaupun
sebenarnya ini prioritas juga, tapi masih ada yang lebih
prioritas lagi seperti perbaikan kebutuhan listrik, air, jalan

b. keberhasilan pasti semakin tinggi, Karena semakin simple
kan, mempercepat proses perizinan, dapat mempercepat dunia
usaha, dan hasil vang didapat juga lebih efektif dan efisien,
tidak berbelit-belit

Mengumpulkan Informasi
dan Stdi Literatur

Konsep suatu produk

Setiap kegiatan, setiap kebijakan wajib ada payung hukum atau

- landasan hukum nya. Sehingga kita tidak bisa menyimpang dari

aturan yang ada. Sehingga kedepan jika pelayanan ini sudah
harus menggunakan teknologi, ya harus memiliki landasan legal
nya atau regulasi nya

Kajian ulang produk

a. saatini belum ada
b. belum ada

setiap kebijakan wajib ada payung hukum
atau landasan hukum nya. Sehingga kita
tidak bisa menyimpang dari aturan yang
ada. Sehingga kedepan jika pelayanan ini
sudah harus menggunakan teknologi, ya
harus memiliki landasan legal nya atau
regulasi nya

Desain Produk

Gambar atau Bagan

- manual seperti brosur, pamflet, plank,
o . . produk yang manual seperti brosur, pamflet, plank, blanko, | blanko, penyampaian  secars  lisan,
Validasi Desain Penilaian Rancangan Produk penyampaian secare lisan, sedangkan produk berbasis teknologi | sedangkan produk berbasis teknologi
informasi menggunakan software, komputer, kabel jaringan, HP | informasi menggunakan software,
komputer, kabe] jaringan, HP
Perbaikan Desain Kelemahan - - )
Ujicoba Produk Pengnjian Saya ‘kurqng tahu, karena- saya sudah tidalg disana, silahkan | Uji coba prod.uk sudah dilakuakan dan
koordinasi dengan kepala bidang dan kepala dinas yang baru sangat menarik mudah dan cepat
Revisi Produk Perbedaan Produk - R
Ujicoba Pemakaian Pengujian Pemakaian - R
Revisi Produk Evaluasi Produk - -
Pembuatan Produk Massal Produksi Massal -
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Dimensi Indikator

Uraian

Kesimpulan

- Perencanaan mengenai
Perubahan (Planning Of

Change)
Pendekatan struktural

Harus didukung dengan tujuan mempermudah penyelesaian
pekerjaan pimpinan hingga ke staf

- Perencanaan untuk melakukan

Suka tidak suka, mau tidek mau mereka harus mendukung,

perubahan (Planning for karena perizinan ini ujung tombak oleh pemerintah pusat dalam
Change) peningkatan perekonomian juga
- Mendesain program -
Pendekatan Prosedural dan
Manajerial (Procedural and | - Melaksanakan program harus dan wajib
Manajerial Approaches) [ . Membangun sistem penjadwalan | parys
a. suatu kebijakan pasti ada pro kontra, tetapi untuk tujuan
. bersama, ya harus mendukung
P endekfatan Keprilakuan - Reaksi Sikap b. pasti ada yang bersikap menerima, pasti ada yang tidak bisa
(Behaviaral Approaches) menerima, kenapa saya bilang begitu karena tidak semua
orang bisa menggunakan teknologi dengan cepat. Kalau yang
orang nya high technology ya pasti senang-senang saja
. a. kalau untuk mempermudah proses pelayanan perizinan di
Pendekatan Politik - Pendekatan Politik Kabupaten Bulungan pasti mendapat dukungan penuh

(Political Approaches

b. artinya merasa puas, karena masyarakat nya dapat terlayani
dengan baik, visi dan misi daerah terwujud
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“PENGEMBANGAN MODEL PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI DPMPTSP KABUPATEN

Nama Responden

Jabatan

: Bardan, ST

BULUNGAN?”

: Petugas Front Office / staf pelayanan Perizinan SITU

A. Pelayanan Publik berupa Informasi Persyaratan Perizinan

Dimensi

Indikator

Uraian

Kesimpulan

Transparan

Terbuka

SIUP dan TDP tidak ada biaya, begitu juga SITU. Hanya terkait
SITU, sebelum mengajukan permohonan, harus mendapatkan
Izin Gangguan (HO) dari dinas Lingkungan Hidup, dan ini ada
biaya

Mudah di akses

sudah sesuai dengan SOP

Memadai

a, pada dasarnya kurang untuk pelayanan 73 jenis perizinan, tapi
untuk SITU, SIUP, dan TDP jenis izin yang menjadi awal
permulaan para pelaku usaha membuat izin usaha nya maka
menurut saya petugas yang ada cukup dan masih bisa teratasi

b. sebenarnya kurang tapi sejauh ini yang ada masih bisa
tertangani

Di mengerti

sejauh ini apa yang saya sampaikan tentang tata cara terkait
informasi persyaratan SITU, SIUP, TDP masyarakat pasti
langsung mengerti dan menerima

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan sangat
baik, karena adanya keterbukaan terhadap
pelayanan informasi perizinan dan
mengacu pada Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan.
Kekurangan sumber daya manusia (SDM)
dan perangkat keras tidak menjadi
penghalang untuk terus melayani
masyarakat sebagai pelaku usaha, Yang
ditekankan adalah Maksimalkan apa yang
ada.

Akuntable

Dapat dipertanggungjawabkan

sesuai peraturan

saya berusaha melayani dengan baik, tetap ramah, cepat tanggap
atas apa yang masyarakat butuhkan, Dan saya bekerja sesuai
dengan Tupoksi saya, karena akan berkaitan dengan SKP saya.
Kalaupun rekan lain lagi berhalangan, ya tetap harus saling
mengisi

Proses pelayanan informasi persyaratan
perizinan dilakukan petugas dengan
sangat baik, patuh, responnya aktif dan
semuanya berjalan  sesuai  dengan
ketentuan atau peraturan yang sudah
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ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.

- Aspiratif iya, karena begitu mereka mendapat informasi terkait informasi | Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu
persyaratan petizinan, ada yang dengan segera melengkapi ada { pintu  di  bidang perizinan  yang
yangkiidak. Semua untuk kflb;ltu_ha_m mendapiitkan izin “S?‘h: diselenggarakan oleh Dinas Penanaman

scinati mereka masing masing, Hal ini secara langsung wuju .
Partisipatif partisipatif ak’cifg msyarakit sebagai pelaku usahalgggﬁrsahaj Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Kebutuhan ya untuk SITU, SIUP dan TDP sesuai dengan apa kebutuhan Kabupaten  Bulungan yanlg telah
masyarakat ketika mereka mau memulai usaha mereka harus | berlangsung selama kurang lebih 7 tahun
punya izin usaha yang tiga in terus mengalami perkembangan dalam
misal dengan adanya penggunaan teknologi informasi di | berpartisipasi aktif untuk melayani
DPMPTSP, masyarakat berharap pelayanan itu menjadi lebih | masyarakat, dan ini tidak terlepas dari
mudah, praktis, dan terhindar dari adanya cyber pungli peran serta masyarakat Kabupaten

Bulungan yang juga berpartisipasi aktif
- Harapan Masyarakat dala?.m penyelenggaraan ' perizim.m', dilihat
dari cukup banyaknya jumiah izin yang
telah diterbitkan DPMPTSP sendiri. Dan
harapan  masyarakat juga  dapat
tersedianya sarana dan prasarana yang

sesuai dengan standar pelayanan publik.
Tidak sama sekali. Memberikan pelayanan yang sebaik
mungkin tanpa membedakan masyarakat.
Tidak memandang masyarakat biasa
maupun masyarakat yang tergolong
mampu dari segi ekonomi, baik itu

Kesamaan Hak - Tidak Diskriminatif

pendidikan nya ataupun status dan modal
usaha yang  dimiliki. DPMPTSP
Kabupaten Bulungan selalu berusaha
sebaik  mungkin  untuk  melayani
masyarakat yang membutubkan
pelayanan dalam pengurusan perizinan.

Keseimbangan antara Hak

- Pemberi dan Penerima
pelayanan perizinan harus

a. sudah sesuai karena tertuang di Standar Operasional Prosedur
atau SOP

Hak dan Kewajiban antara petugas dan
masyarakat sebagal pelaku usaha sudah
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dan Kewajiban

mermenuhi hak dan kewajiban
masing-masing pihak

. saya berharap dinilai sesuai dan saya juga melaksanakan

tugas dengan sebaik-baiknya

saya berharapnya apa yang saya sampaikan sebagai petugas
Fromt Office mudah dipahami oleh masyarakat atau pelaku
usaha

terpenuhi dan sesuai atau seimbang antara
Hak dan Kewajiban masing-masing.

Profesional

validasi administrative,
verifikasi lapangan, pengukuran
dan penilaian kelayakan

Semua berkas masuk pasti dilakukan pemeriksaan berkas dan
verifikasi

b. Ya pasti

Untuk SITU ada pengecekan ke lapangan dan melibatkan tim
teknis terkait, SIUP dan TDP tidak ada.

berkas masuk  pasti dilakukan
pemeriksaan  berkas dan  masalah
verifikasi untuk SITU ada pengecekan ke
lapangan dan melibatkan tim teknis
terkait, SIUP dan TDP tidak ada

B. Pengembangan Berbasis Teknologi Informasi

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan
Nilai tambah %leggﬁ)aé disini harapannya kelak bisa menggunakan berbasis pelayanan disini harapannya kelak bisa
a. sumber daya manusia nya masih kurang, fasilitas koneksi meflggu nakan ti 'berbagzs d Teknolog_:,
Potensi dan Masalah jaringan dan listrik harus mendukung juga walaupun .;a'a kml sum fer Taya ianusxa}
Masalah b. jika sudah diterapkan, untuk keberhasilan ya berharap pai?n ;?1&;':111 listrili(mllli;u . ;selnl;asku opek:s
berhasil 100 %, semoga yang menjadi hambatan tadi bisa Janng HiUng Juga.
teratasi dan bisa di realisasikan
. untuk saat ini tentang pelayanan yang bila diterapkan berbasis ; .
Mengumpulkan IJnformasi Konsep suatu produk teknologi, belum mexﬁill;ki lindasai hugkum / legal rl:ya g’erttan.g petlagnanlan 'yanE lblla dlterap_llciq
- — - — ; : erbasis teknologi, belum memiliki
dan Studi Literatur Kajian ulang produk a. Le;lltclilxt ﬁ&ﬁﬁz teoritikal, pasti belum ada juga landasan hukum / legal nya
a. untuk desain berharapnya bisa tampilan yang menarik, tidak . . .
ribet atau dalam artiar}: I?T(ser Friendl;r: Y Desau} berrharapnya bisa tampllg.n yang
Desain Produk Gambar atau Bagan b. segala sesuatu yang dimulai harus ada perencanaan menarik, tidak ribet atau dalam artian User
J . . Friendly
¢. pengaruhnya kelak untuk kepentingan bersama
Validasi Desain Penilaian Rancangan Produk a. Dengan melakukan ujicoba program ke masyarakat dan
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seluruh pegawai di DPMPTSP

. desain nya yang menarik, mudah bagi pengguna akan

berpengaruh pada ketertarikan masyarakat dan intern
DPMPTSP untuk menggunakannya

. manual pasti hasil nya lebih lama, memungkinkan sering

terjadinya kesalahan, sedangkan kalau dengan teknologi lebih
cepat, praktis, dan sedikit terjadinya Human Error tadi

dari yang saya lihat dan coba aplikasi nya tadi, hanya sebatas
memberikan informasi persyaratan izin SITU, STUP dan TDP,
dan kalau bisa kedepan jika memang diterapkan disini, bisa
menampilkan 73 jenis perizinan dan non perizinan itu

Perbaikan Desain Kelemahan b. perbaikan itu penting sampai nantinya di terapkan di
masyarakat dan DPMPTSP sendiri
c. pasti sangat membantu, dengan perbaikan itu mendapatkan
masukan dari berbagai user sehingga dapat mencapai
kesempurnaan
a. ada di yjicobakan sama kami di meja pelayanan dan kepada
N beberapa pemohon yang datang meminta informasi
Ujicoba Produk Pengujian persyaratan dan formulir ‘
b. jadi lebih tau apa saja yang kurang, sekaligus bisa
memperkenalkan kepada masyarakat
Revisi Produk Perbedaan Produk a. revisi itu penting untuk suatu penyempurnaan
b. iva , pasti berpengaruh
a. sudah di ujicoba di DPMPTSP sendiri dan ke beberapa
masyarakat yang datang ke kantor
b. masyarakat yang datang dalam pengurusan izin SITU, SIUP,
Ujicoba Pemakaian Pengujian Pemakaian TDP, sckaligus diperkenalkan adanya produk sederhana
berbasis teknologi dan di coba oleh masyarakat
c. mungkin bisa jadi tahu tingkat kesulitan atau kemudahan darj
penggunaan aplikasi atau produk ini, dan dapat tahu mana-
mana saja yang kurang nya
Revisi Produk Evaluasi Produk a. Sepertinya efektif
b. Bisa jadi efisien juga
Pembuatan Produk Massal Produksi Massal @ dari saya lihat aplikasi atau produk nya tadi, sudah bisa

digunakan walaupun baru 3 jenis perizinan saja yang
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ditampilkan ‘

b. penting dan bermanfaat sekali seperti pelayanan informasi
lebih praktis dan menghemat waktu dan biaya masyarakat
atau pengusaha

C. Pendekatan Implementasi Kebijakan

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan
Perencanaan mengenai
Perubahan (Planning Of Bentuk dukungan nya dengap menyiapkan anggaran terkait
pengadaan teknologi ini
Change)
Pendekatan struktural

Perencanaan untuk melakukan
perubahan (Planning for
Change)

bentuk dukungan dari luar seperti ikut berpartisipasi dalam
penggunaan produk itu dengan memberitahu ke masyarakat

Pendekatan Prosedural dan
Manajerial (Procedural and

Manajerial Approaches)

Mendesain program

ketika produk itu dibuat pasti dari jauh hari sudah membuat
tahapan-tahapan dalam membentuk desain nya agar mudah
digunakan oleh pengguna, kalau istilah nya itu user friendly

Melaksanakan program

pasti sudah, satu saja yang diharapkan yaitu kesiapan anggaran
dan kesiapan SDM yang lainnya pasti mengikuti kalau yang dua
tadi sudah dapat dipenuhi

Membangun sistem penjadwalan

kemungkinan iya, ini saya kurang begitu paham juga

Pendekatan Keprilakuan
(Behavioral Approaches)

Reaksi Sikap

8, kami pasti menerima, apalagi lumayan depat meringankan
pekerjaan kami vang di Front Office sini

b. bisa dibilang terimakasih, bisa meringan kan beban kerja,
tidak cape mulut untuk menjelaskan panjang lebar ke
masyarakat, dan juga lebih praktis

Pendekatan Politik
(Political Approaches)

Pendekatan politik

a. pejabat diatas seperti Bupati, Wakil Bupati, Sekda, anggota
DPR harus memberi dukungan aktif

b. pelayanan di Kabupaten Bulungan bisa lebih cepat, dan
mematikan terkait percaloan di Kabupaten Bulungan
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“PENGEMBANGAN MODEL PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI DPMPTSP KABUPATEN

Nama Responden
Jabatan

: Mastan, SE

BULUNGAN”

: Petugas Front Office / staf pelayanan Non Perizinan SIUP, TDP

A. Pelayanan Publik berupa Informasi Persyaratan Perizinan

Dimensi

Indikator

Uraian

Kesimpulan

Terbuka

SIUP dan TDP tidak ada biaya, begitu juga SITU. Hanya terkait
SITU, sebelum mengajukan permohonan, harus mendapatkan
Izin Gangguan (HO) dari dinas Lingkungan Hidup, dan ini yang
ada biaya

Mudzah di akses

Sudah sesuai dengan SOP

Transparan

Memadai

a. Pada dasarnya kurang untuk pelayanan 73 jenis perizinan,
tapi untuk SITU, SIUP, dan TDP jenis izin yang menjadi
awal permulaan para pelaku usaha membuat izin usaha nya
maka menurut saya petugas yang ada cukup dan masih bisa
teratasi dan saya berusaha untuk selalu tepat waktu dalam
menyelesaikan tugas saya melayani masyarakat sebagai
pelaku usaha.

b. Sebenarnya kurang tapi sejaub ini vang ada masih bisa
tertangani

Di mengerti

Sejauh ini apa yang saya sampaikan tentang tata cara terkait
informasi persyaratan SITU, SIUP, TDP masyarakat pasti
langsung mengerti dan menerima.

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan sangat
baik, karena adanya keterbukean terhadap
pelayanan informasi perizinan dan
mengacu pada Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan.
Kekurangan sumber daya manusia (SDM)
dan perangkat keras tidak menjadi
penghalang untuk terus melayani
masyarakat sebagai pelaku usaha. Yang
ditekankan adalah Maksimalkan apa yang
ada.

Akuntable

Dapat dipertanggungjawabkan

Saya berusaha melayani dengan baik, tetap ramah, cepat tanggap
atas apa yang masyarakat butuhkan dan memberikan yang

Proses pelayanan informasi persyaratan
perizinan dilakukan petugas dengan
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sesuai peraturan

terbaik dengan segera menanggapi apa yang masyarakat
keluhkan.

sangat baik, patuh, respoanya aktif dan
semuanya  berjalan sesuai dengan
ketentuan atau peraturan yang sudah
ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.

- Aspiratif Iya, karena begitu mereka mendapat informasi terkait informasi | Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu
persyaratan perizinan, ada yang dengan segera melengkapi ada | pintu  di  bidang  perizinan  yang
yangktidak. S_emua uqtuk k;b‘lltu.l'lg.n mendap?tkan izin ustih; disclenggarakan oleh Dinas Penanaman

TR, mereka masing masing. Hal ini secara langsung wuju .
Partisipatif partisipatif aktif msyarakat sebagai pelakn usaha / pengusaha Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Kebutuhan Iya untuk SITU, SIUP dan TDP sesuai dengan apa kebutuhan Kabupaten  Bulungan yang telah
masyarakat ketika mereka mau memulai usaha mereka harus | berlangsung selama kurang lebih 7 tahun
punya izin usaha yang tiga ini terus mengalami perkembangan dalam
Misal dengan adanya penggunaan teknologi informasi di | berpartisipasi aktif untuk melayani
DPMPTSP, masyarakat berharap pelayanan itu menjadi lebih | masyarakat, dan ini tidak terlepas dari
mudah, praktis, dan terhindar dari adanya cyber pungli. - peran serta masyarakat Kabupaten

Bulungan yang juga berpartisipasi aktif
- Harapan Masyarakat dah?.m penyelenggaraan perizinan, dilihat

dari cukup banyaknya jumlah izin yang

telah diterbitkan DPMPTSP sendiri. Dan

harapan  masyarakat  juga  dapat

tersedianya sarana dan prasarana yang

sesuaj dengan standar pelayanan publik,

Kesamaan Hak - Tidak Diskriminatif Tidak sama sekali. Tidak ada membeda-bedakan.

Keseimbangan antara Hak

Pemberi dan Penerima
pelayanan perizinan harus

a. Sudah sesuai karena tertuang di Standar Operasional Prosedur
atau SOP

b. Saya berharap dinilai sesuai dan saya juga melaksanakan
tugas dengan sebaik-baiknya

Hak dan Kewajiban antara petugas dan
masyarakat sebagai pelaku usaha sudah
terpenuhi dan sesuai atau seimbang antara
Hak dan Kewajiban masing-masing,

dan Kewsjiban men'xenuhl h.ak d:%n kewajiban c. Saya berharapnya apa yang saya sampaikan sebagai petugas
masing-masing pihak Front Office mudah dipahami oleh masyarakat atau pelaku
usaha
PI‘OfeSiUnal - validasi adminish'ative, a. Semua berkas masuk pastl dilakukan pemeriksaa_n berkas dan Dilakukan paStl pemerikseum berkas dan

verifikasi lapangan, pengukuran

verifikasi

dilapangan
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dan penilaian kelayakan

b. Iya
c. SITU ada pengecekan ke lapangan dan melibatkan tim teknis

terkait, STUP dan TDP tidak ada

B. Pengembangan Berbasis Teknologi Informasi

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan
® - Nilai tambah Pelayanan disini harapannya kelak bisa menggunakan berbasis
Teknologi
a. Sumber daya manusia nya masih kurang, fasilitas koneksi
Potensi dan Masalah jaringan dan listrik harus mendukung juga
- Masalah b. Jika sudah diterapkan, untuk keberhasilan ya berharap
berhasil 100 %, semoga yang menjadi hambatan tadi bisa
teratasi dan bisa di realisasikan.
. | - Konsep suatu produk Untuk saat ini tentang pelayanan yang bila diterapkan berbasis
Mengumpulkan Informasi teknologi, belum memiliki landasan hukum / legal nya
dan Studi Literatur - Kajian ulang produk a. Terkait landasan teoritikal, pasti belum ada juga

b. Belum memiliki

Desain Produk

Gambar atau Bagan

a, Untuk desain berharapnya bisa tampilan yang menarik, tidak
tibet atau dalam artian User Friendly

b. Segala sesuatu yang dimulai harus ada perencanaan

c. Pengaruhnya kelak untuk kepentingan bersama

Validasi Desain

Penilaian Rancangan Produk

a, Dengan melakukan ujicoba program ke masyarakat dan
seluruh pegawai di DPMPTSP

b. Desain nya yang menarik, mudah bagi pengguna akan
berpengaruh pada ketertarikan masyarakat dan intern
DPMPTSP untuk menggunakannya

¢. Manual pasti hasil nya lebih lama, memungkinkan sering
terjadinya kesalahan, sedangkan kalau dengan teknologi lebih
cepat, praktis, dan sedikit terjadinya Human Error tadi

Perbaikan Desain

Kelemahan

a. Dari yang saya lihat dan coba aplikasi nya tadi, hanya sebatas
memberikan informasi persyaratan izin SITU, SIUP dan TDP,
dan kalau bisa kedepan jika memang diterapkan disini, bisa

menampilkan 73 jenis perizinan dan non perizinan itu.
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. Perbaikan itu penting sampai nantinya di terapkan di

masyarakat dan DPMPTSP sendiri.

. Pasti sangat membantu, dengan perbaikan itu mendapatkan

masukan dari berbagai user sehingga dapat mencapai
kesempurnaan

Ujicoba Produk

Pengujian

. Ada di ujicobakan sama kami di meja pelayanan dan kepada |

beberapa pemohon yang datang meminta informasi
persyaratan dan formulir,

. Jadi lebih tau apa saja yang kurang, sekaligus bisa

memperkenalkan kepada masyarakat

Revisi Produk

Perbedaan Produk

. Revisi itu penting untuk suatu penyempurnaan.
. iya, pasti berpengaruh

Ujicoba Pemakaian

Pengujian Pemakaian

. Sudah di ujicoba di DPMPTSP sendiri dan ke beberapa

masyarakat yang datang ke kantor

. Masyarakat yang datang dalam pengurusan izin SITU, SIUP,

TDP , sekaligus diperkenalkan adanya produk sederhana
berbasis teknologi dan di coba oleh masyarakat

. Mungkin bisa jadi tahu tingkat kesulitan atau kemudahan dari

penggunaan aplikasi atau produk ini, dan dapat tahu mana-
mana saja vang kurang nya

Revisi Produk

Evaluasi Produk

o

. Sepertinya efektif
. Bisa jadi efisien juga

Pembuatan Produk Massal

Produksi Massal

. Dari saya lihat aplikasi atau produk nya tadi, sudah bisa

digunakan walaupun baru 3 jenis perizinan saja yang
ditampilkan

. Penting dan bermanfaat sekali seperti pelayanan informasi

lebih praktis dan menghemat waktu dan biaya masyarakat
atau pengusaha
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Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan
Perencanaan mengenai . .
Perubshan (Planning Of Bentuk dukungan nya dengan menyiapkan anggaran terkait
pengadaan teknologi ini.
Pendekatan struktural Change)
Peregcinaa(rjl’);mml_c mtf}:lcukan Bentuk dukungan darj Juar seperti ikut berpartisipasi dalam
E‘izr;n;e;n anring penggunaan produk itu dengan memberitahu ke masyarakat,

Pendekatan Prosedural dan
Manajerial (Procedural and
Manajerial Approaches)

Mendesain program

Ketika produk itu dibuat pasti dari jauh hari sudah membuat
tahapan-tahapan dalam membentuk desain nya agar mudah
digunakan oleh pengguna, kalau istilah nya itu user friendly

- Melaksanakan program

Pasti sudah, satu saja yang diharapkan yaitu kesiapan anggaran
dan kesiapan SDM yang lainnya pasti mengikuti kalau yang dua
tadi sudah dapat dipenuhi

Membangun sistem penjadwalan

Kemungkinan iya, ini saya kurang begitu paham juga

Pendekatan Keprilakuan

a, Kami pasti menerima , apalagi lumayan dapat meringankan
pekerjaan kami yang di Front Office sini.

{Political Approaches)

(Behavioral Approaches) Reaksi Sikap b. Bisa dibilang terimakasih, bisa meringan kan beban kerja,
tidak cape mulut untuk menjelaskan panjang lebar ke
masyarakat, dan juga lebih praktis

a. Pejabat diatas seperti Bupati, Wakil Bupati, Sekda, anggota

Pendekatan politik Pendekatan Politik DPR harus memberi dukunpan aktif.

b. Pelayanan di Kabupaten Bulungan bisa lebih cepat, dan
mematikan terkait percaloan di Kabupaten Bulungan

Y



HASIL WAWANCARA

43268.pdf

197

“PENGEMBANGAN MODEL PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI DPMPTSP KABUPATEN

Nama Responden

Jabatan

: Roby

BULUNGAN”

: Masyarakat / Pemilik Bengkel Naranatha

A. Pelayanan Publik berupa Informasi Persyaratan Perizinan

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan
Terbuka Di sini tidak ada biaya .
Mudah di akses : Pelaksanaan Pelayanan Perizinan sangat
Ya, sudah sesuai prosedur yang ada baik, Kekurangan sumber daya manusia
Transparan Memadal a. Cukup sgja, apalagi katanya mau ada penambahan meja untuk | (SDM) dan perangkat keras tidak
b ﬁ‘:l:gka?ri Zr:ﬁ(sgarakat menjadi penghalang untuk terus melayani
- : - P masyarakat sebagai pelaku usaha,
Di mengerti Paham setelah dapat penjelasan ,
] ) Ya, ramah dan bagus sgja, dan tadi saya datang mau | proses pelayanan informasi persyaratan
Akuntable Dapat dipertanggungjawabkan | menanyakan persyaratan dan mengambil formulir izin SITU, perizinan dilakukan petugas dengan
sesuai peraturan SIUP dan TDP untuk bengkel baru saya, dilayani dengan ah
petugas nya ram
: Aspiratif Tidak tahu saya u - J
Partisipatif — : — arapannya dengan adanya teknologi
Kebutuhan ;.;:;‘lc;;}; pengurusan izin usaha kecil atau perorangan begini sudah Mempermudah pelayanan, transportasi
Harapan Masyarakat Mempermudah pelayanan, transportasi Jebih irit, cepat Iebih irit, cepat
Kesamaan Hak Tidak Diskriminatif Tidak ada pembedaan terhadap siapapun selama pengurusan Tidak permmah membedakan status

masyarakat
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Keseimbangan antara Hak

dan Kewajiban

Pemberi dan Penerima
pelayanan perizinan harus
memenuhi hak dan kewajiban
masing-masing pihak

Mungkin sesuai

. Ya sudah sesuai

¢, Yasemua ada di brosur yang diberikan, serta plank SOP yang
terpampang isi nya persyaratan izin-izin usaha

S

Hak dan Kewajiban antara petugas dan
masyarakat sebagai pelaku usaha sudah
terpenuhi dan sesuai atau seimbang antara
Hak dan Kewajiban masing-masing.

Profesional

validasi administrative,
verifikasi lapangan, pengukuran
dan penilaian kelayakan

a. Semua berkas masuk pasti dilakukan pemeriksaan berkas dan
verifikasi

b. Iya mereka verifikasi

¢. SITU harus pengecekan ke lapangan, SIUP dan TDP tidak
ada

Pemeriksaan berkas dan lapangan oleh
petugas,

B. Pengembangan Berbasis Teknologi Informasi

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan
o Dengan makin luasnya usaha di Kabupaten Bulungan ini, berarti
Nilai tambah makin banyak kebutuhan mau buat izin usaha, pasti mungkin
Potensi dan Masalah untuk penggunaan teknologi.

Masalah

a. Biasanya sih belum tersedia nya dana karena mereka anggap
manual masih dapat terpenuhi
b. Saya kurang tahu

Mengumpuikan Informasi Konsep suatu produk Tidak tahu saya
dan Studi Literatur Kajian ulang produk Tidak tahu saya
Desain Produk Gambar atau Bagan Kalau desain nya bagus dan mudah artinya tidak ribet, kami pun
senang mengaksesnya
a, Tidak tahu saya
Validasi Desain Penilaian Rancangan Produk b. Sangat terbantu
¢. Ya berbeda lah, kalau semuz manual kan lama, habis waktu,
kalau ada teknologi kan lebih mudah dan cepat
a, Kalau bisa sekalian bisa mendaftar lewat hp juga jadi kesini ;
Perbaikan Desain Kelemahan tinggal ambil izin situ, siup, tdp yang sudah terbit
b. Pasti nya penting sekali
c. Ya pasti nya
Ujicoba Produk Pengujian a. ini saya sudah coba dan bagus dan sangat bermanfaat
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sebenarnya
Bisa mempermudah kami masyarakat ini jadi tidak harus
kesini Jagi untuk tanya persyaratan

Revisi Produk

Perbedaan Produk

o P

. Penting
. Iya

Ujicoba Pemakaian

Pengujian Pemakaian

o

. Ini kan sudah saya lihat dan ujicoba langsung, tinggal saya

instal dari hp saya kalau memang sudah bisa

. Instal di HP dulu dengan download di APP Store ya, seperti

dijelaskan ibu dewi

. Lebih jelas, lebih mudah, lebih cepat

Revisi Produk

Evaluasi Produk

. Bisa jadi efektif
. Efisien juga

Pembuatan Produk Massal

Produksi Massal

(== Lo L o]

. Dari yang saya lihat harusnya sudah bisa
. Pastinya va penting

C. Pendekatan Implementasi Kebijakan

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan
- Perencanaan mengenai
Perubghan (Planning ar| -
Pendekatan struktural Change)

Perencanaan untuk melakukan
perubahan  (Planning Jor
Change)

Pendekatan Prosedural dan
Manajerial (Procedural and
Manajerial Approaches)

Mendesain program

Melaksanakan program

Membangun sistem penjadwalan

Pendekatan Keprilakuan - Reaksi Sikap
(Behavioral Approaches)
Pendekatan Politik - Pendekatan Politik

(Political Approaches)
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“PENGEMBANGAN MODEL PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI DPMPTSP KABUPATEN

Nama Responden

Jabatan

: Ir. Agus Wicaksono

BULUNGAN”

: Masyarakat / Direktur CV. Azzam Makmur Kaltara

A. Pelayanan Publik berupa Informasi Persyaratan Perizinan

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan
Informasi yang saya dapat di sini tidak ada biaya, untuk
- Terbuka pembuatan SITU ada biaya di dinas lingkungan hidup saja
terkait izin gangguan atau HO, tapi saya rasa masih wajar-wajar | Pelaksanaan Pelayanan Perizinan sangat
saja . baik, Kekurangan sumber daya manusia
Transparan - Mudah di akses Ya, sepertinya sudah sesuai prosedur yang ada (SDM) dan perangkat keras tidak menjadi
- Memadai a. Menurut saya kurang ya, terlihat beberapa orang saja didepan | penghalang untuk terus melayani
b. Sepenglihatan saya termasuk kurang masyarakat sebagai pelaku usaha.
- Di mengerti Mungkin sudah memahami sebagian, dan pasti juga ada yang
belum memahami
Iya, ramah dan respon nya cepat, dan kurang tahu juga, sudah
. . ketiga kali nya saya kesini, bulan lalu saya ngurus SITU, sudah | Proses pelayanan informasi persyaratan
Akuntable - Dapat dipertanggungjawabkan selesai, hari ini saya mau buat izin SIUP dan TDP untuk CV | perizinan dilakukan petugas dengan ramah
sesuai peraturan , . )
saya, tadi saya menanyakan info persyaratan yang harus | dan baik
dilengkapi untuk STUP dan TDP sekaligus formulir nya
- Aspiratif Mungkin ya
Partisipatif - Harapannya dengan adanya teknologi
- Kebutuhan Sesuai aja Mempermudah pelayanan, transportasi lebih
- Harapan Masyarakat Harapan nya besar sekali teknologi itu ada di gunakan disini, | irit, cepat

seperti di luar kalimantan segala bentuk apapun sudah dengan
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teknologi bagus
Kesamaan Hak Tidak Diskriminatif Sepertinya tidak. Tidak membedakan status masyarakat

Keseimbangan antara Hak

dan Kewajiban

Pemberi dan Penerima
pelayanan perizinen harus
memenuhi hak dan kewajiban
masing-masing pihak

a. Kemungkinan sesuai
b. Sepertinya sudah sesuai
¢. Ya mudah dipahami ada di kasih brosur tadi

Hak dan Kewajiban antara petugas dan
masyarakat sebagai pelaku usaha sudah
terpenuhi dan sesuai atau seimbang antara
Hak dan Kewajiban masing-masing.

Profesional

validasi administrative,

verifikasi lapangan, pengukuran

dan penilaian kelayakan

a. Saya masukkan permohonan, dan dilakukan pemeriksaan
berkas

b. Iya di verifikasi

¢. Iya izin SITU yang harus pengecekan ke lapangan, SIUP dan
TDP tidak

Pemeriksaan berkas dan lapangan oleh
petugas, ‘

B. Pengembangan Berbasis Teknologi Informasi

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan
Nilai tambah Harusnya sudah menggunakan teknologi
Potensi dan Masalah a. Fasilitas dan tidak ada dukungan dari pemerintah setempat
Masalah seperti anggaran mungkin
b. Kalau sudah ada berbasis teknologi itu pasti bisa berhasil
Konsep suatu produk Harisnya jika sudah ada

Mengumpulkan Informasi
dan Studi Literatur

Kajian ulang produk

a. Iya jika sudah ada
b. Harus jika sudah ada

Desain Produk

Gambar atau Bagan

Kalau desain nya bagns dan mudah artinya tidak ribet, kami pun
senang mengaksesnya

Validasi Desain

Penilaian Rancangan Produk

Sangat terbantu dan pasti ada perbedaan, kalan semua dengan
cara manual kapan maju nya, kalan ada teknologi kan lebih
mudah dan cepat.

Perbaikan Desain

Kelemahan

a. Kalau memungkinkan sekalian pendaftaran online melalui
Handphone, jadi kekantor sini tinggal ambil izin nya yang
sudah terbit

b. Pasti penting untuk memudahkan

¢. Ya pasti
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a. Saya sudah coba dan lumayan bagus

Ujicoba Produk - Pengujian b. Mungkin jadi tau apa-apa yang kurang dan harus ditambah,
bisa menerima masukan dari kami sebagal masyarakat juga
kan

Revisi Produk - Perbedaan Produk > fentmg

. Iya
a. Ini kan sudah saya coba, tinggal saya instal dari hp saya kalau
Ujicoba Pemakaian - Pengujian Pemakaian memang sudah diterapkan

b. Ujicoba download dari hp dari beberapa orang

¢. Jelas, mudah, cepat
Revisi Produk - Evaluasi Produk Efektif dan efisien
Pembuatan Produk Massal | - Produksi Massal a, Mun_gkin S“d‘fh bisa
b. Penting Sekali
C. Pendekatan Implementasi Kebijakan
Dimensi Indikator Uraian : Kesimpulan
- Perencanaan mengenai Perubahan -
(Planning Qf Change)
Pendekatan struktural - Perencanaan untuk melakukan - .-
perubahan (Planning for Change)
Pendekatan Prosedural dan | - Mendesain program -
Manajerial (Procedural and |- Melaksanakan program - -

Mangjerial Approaches) - Membangun sistem penjadwalan -

Pendekatan Keprilakuan

(Behavioral Approaches) - Reaksi Sikap

Pendekatan Politik (Political | - FPendekatan Politik .
Approaches
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“PENGEMBANGAN MODEL PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI DPMPTSP KABUPATEN

Nama Responden

Jabatan

: Prabayu, ST

BULUNGAN”

: Masyarakat / Staf PT. Sawit Kaltara Bermuda

A. Pelayanan Publik berupa Informasi Persyaratan Perizinan

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan
Waktu permohonan awal SITU, SIUP dan TDP perusahaan ada
- Terbuka biaya d-i (liir}as lmgku{lgan hidup yaitt‘l izin gangguan atau HO, di | petakeanaan Pelayanan Perizinan sangat
kantor ini tidak ada biaya sama sekali . .
. Mudah di akses Ya pasti sudah sesuai. Karena suatu kegiatan dalam organisasi baik, Kekurangan sumber day.a manusia
Transparan harus memiliki SOP agar terstruktur (SDM) .dan perangkat keras tidak
a. Iya menjadi penghalang untuk terus
- Memadai b. Kurang atau cukup saya kurang tahu, tapi beberapa kali ke | melayani masyarakat sebagai pelaku
sini selalu teratasi usaha.
- Dimengerti Jika dijelaskan pasti paham
. . Proses pelayanan informasi persyaratan
Akuntable - Dapat dipertanggungjawabkan Ya, respon nya baik perizinan dilakukan petugas dengan
sesual peraturan
ramah
- irati I
Partisipatif Aspiratif va ' Harapannya dengan adanya teknologi
- Kebutuhan Sesuai Mempermudah pelayanan, transportasi
- Harapan Masyarakat Harapan nya teknologi itu dimanfaatkan lebih irit, cepat
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Kesamaan Hak Tidak Diskriminatif Sepertinya tidak sama sekali Tidak pemah membedakan status
masyarakat
Pemberi dan Penerima Hak dan Kewajiban antara petugas dan
Keseimbangan antara Hak pelayanan  perizinan  harus | & Sesual | masyarakat sebagai pelaku usaha sudah
b. Sepertinya sudah sesuai terpenuhi dan sesuai atau seimbang

dan Kewajiban

memenuhi hak dan kewajiban
masing-masing pihak

¢. Mudah dipahami

antara Hak dan Kewajiban masing-
masing.

Profesional

validasi administrative,
verifikasi lapangan, pengukuran
dan penilaian kelayakan

Masukkan permohonan, dan dilakukan pemeriksaan berkas

. Iya di verifikasi

¢. Iya izin SITU yang harus pengecekan ke lapangan, SIUP dan
TDP tidak

o

Pemeriksaan berkas dan lapangan oleh
petugas.

B. Pengembangan Berbasis Teknologi Informasi

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan
Nilaj tambah Sebaiknya menggunakan teknologi
Potensi dan Masalah NMasalah &, Fasilitas SDM dibidang teknologi di utamakan,
b. Jika ada berbasis teknologi itu pasti berhasil
Mengumpulkan Informasi Konsep suatu produk Sebaiknya demikian
dan Studi Literatur Kajian ulang produk -

Desain Produk

Gambar atau Bagan

Kalau desain nya bagus dan mudah artinya tidak ribet, kami pun
senang mengaksesnya

Validasi Desain Penilaian Rancangan Produk Pasti ada perbedaan, kalau ada teknologi kan lebih mudah,
cepatdan praktis
) Ditambah dengan pendaftaran online
Perbaikan Desain Kelemahan

. Penting sekali
. Ya pasti

Ujicoba Produk

Pengujian

. saya coba dan saya rasa bisa diterapkan saja
. Jadi tau apa yang kurang dan ditambah, menerima masukan
dari masyarakat juga

ople o
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Revisi Produk

Perbedaan Produk

. Ya penting
. Sangat berdampak sekali

Ujicoba Pemakaian

Pengujian Pemakaian

. Barusan sudah saya coba
, Tes dari HP admin
. Jelas, mudah, cepat, praktis

Revisi Produk

Evaluasi Produk

Efektif

. Efisien juga

Pembuatan Produk Massal

Produksi Massal

opleop|le oplop

Ya

. Penting Sekali

C. Pendekatan Implementasi Kebijakan

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan
- Perencanaan mengenal
Perubahan (Planning Of -
Pendekatan struktural Change)
- Perencanaan untuk melakukan
perubahan (Planning jfor -
Change)
Pendekatan Prosedural dan | - Mendesain program -
Manajerial (Procedural and | - Melaksanakan program -

Manajerial Approaches)

Membangun sistem penjadwalan

Pendekatan Keprilakuan
(Behavioral Approaches)

Reaksi Sikap

Pendekatan Politik
(Political Approaches)

Pendekatan Politik
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“PENGEMBANGAN MODEL PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI DPMPTSP KABUPATEN

Nama Responden

Jabatan

: Djayadi, S.Apt

BULUNGAN”

: Masyarakat / Karyawan (Apoteker) Apotik 24 Jam Kaltara

A. Pelayanan Publik berupa Informasi Persyaratan Perizinan

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan
Terbuka Tidak ada biaya sama sekali
Mudah di akses Sudah sesuai. Karena harus sesuai SOP Tidak ada pungutan biaya sama sekali, dan
Transparan Momadai 2. Ya cukup memadai sepertinya mengikuti SOP yang sudah ditetapkan,
b. Mungkin cukup SDM kurang.
Di mengerti Diberitahu pasti paham
Dapat dipertanggungjawabkan . _ ) Proses pelayanan informasi persyaratan
Akuntable sesuai peraturan g:s ‘i:;lk}l:;abs?;k dan pasti bekerja sudah dengan tugas nya perizinan dilakukan petugas sesuai tugas
8 § masing-masing
L. Aspiratif Iya
Partisipatif —— Haras Sevual Harapannya dengan adanya teknologi bisa
dimanfaatkan dengan baik,
Harapan Masyarakat Harapan nya teknologi itu bisa dimanfaatkan dengan baik
Kesamaan Hak Tidak Diskriminatif Tidak pernah membedakan status pemohon usaha Tidak pernah  membedakan  status
masyarakat
Keseimbangan antara Hak Pemberi dan Penerima | a. Sesuai saja Hak dan Kewsgjiban antara petugas dan
pelayanan  perizinan  harus | b, Yasudah masyarakat sebagai pelaku usaha sudah

dan Kewajiban

memenuhi hak dan kewajiban

¢. Mudah dipahami

terpenuhi dan sesuai atau seimbang antara
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masing-masing pihak

Hak dan Kewajiban masing-masing.

Profesional

validasi administrative,

verifikasi lapangan, pengukuran

dan penilaian kelayakan

a. Permohonan saya masuk, dan dilakukan pemeriksaan berkas

b. Iya di verifikasii

c. lya izin SITU yang harus pengecekan ke lapangan, SIUP dan
TDP tidak

Pemeriksaan berkas dan lapangan oleh
petugas,

B. Pengembangan Berbasis Teknologi Informasi

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan
Nilai tambah Memungkinkan sekali
Potensi dan Masalah Masalah a. Kurang nya SDM dibidang teknologi dan biaya pembuatan
b. Dengan teknologi umumnya pasti berhasil
Mengumpulkan Informasi Konsep suatu produk Harusnya
dan Studi Literatur Kajian ulang produk -

Desain Produk Gambar atau Bagan Desain yang user friendly, akan memudahkan masyarakat untuk
mengaksesnya

Validasi Desain Penilaian Rancangan Produk Perbedaan nya jauh sekali, manual pasti membuat lambat kerja,

kalau ada teknologi kan lebih mudah, cepatdan praktis

a. Hanya terkait informasi persyaratan SITU, SIUP, TDP saja,
nanti informasi izin lainnya ditambah juga, kedepan bisa juga

Perbaikan Desain Kelemahan nambah daftar online
b, Sangat penting sekali
. c. Ya pasti
Ujicoba Produk Pengujian a. Iya sudah saya lihat dan coba
b. Jadi tau apa kelurangan nya
a. Sangat penting
Revisi Produk Perbedaan Produk b

. Pastinya ada pengaruhnya untuk produk nya menuju
kesempurnaan

Ujicoba Pemakaian

Pengujian Pemakaian

. Barusan sudah saya coba
. Uji coba dari HP admin

o
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¢. Mudah, cepat dan praktis

Revisi Produk

- Evaluasi Produk

Efektif dan efisien juga

Pembuatan Produk Massal

- Produksi Massal

a. Sepertinya sudah bisa kalau hanya informasi SITU, SIUP dan
™DP

b, Penting sekali untuk mempercepat informasi perizinan

C. Pendekatan Implementasi Kebijakan

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan
- Perencanaan mengenai

Perubahan (Planning Of -
Change)

Pendekatan struktural - Perencanaan unfuk melakukan
perubahan (Planning for -
Change)

Pendekatan Prosedural dan | - Mendesain program -

Managjerial (Procedural and | - Melaksanakan program -

Managjerial Approaches)

- Membangun sistem penjadwalan

Pendekatan Keprilakuan _—
(Behavioral Approaches) - Reaksi Sikap
Pendekatan Politik - Pendekatan Politik

(Political Approaches
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“PENGEMBANGAN MODEL PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI DPMPTSP KABUPATEN

Nama Responden

Jabatan

: Seggaf

BULUNGAN”

: Ahli IT / Admin Web Bulungan

A. Pengembangan Berbasis Teknologi Informasi

Dimensi

Indikator

Uraian

Kesimpulan

Potensi dan Masalah

Nilai tambah

Memungkinkan, jika didukung dengan kebijakan pimpinan.
Ketersediaan dana dan sumber daya manusia memadai

Masalah

a. Hal terutama adalah rendahnya kemampuan IT dikalangan
PNS Kabupaten Bulungan

b, Dengan dukungan dana dan pelatihan Sumber Daya Manusia
yang Intensif, 70 % Penerapan Sistem Informasi dapat
berjalan

Mengumpulkan Informast
dan Studi Literatur

Konsep suatu produk

Sampai Bulan November 2017, sistem pengembangan informasi |

teknologi belum memiliki landasan legal

Kajtan ulang produk

a. Hingga saat ini, pelayanan persyaratan perizinan berbasis
teknologi informasi belum memiliki landasan teoritikal

b. dari info yang saya ketahui di Maret 2017 Tim DPMPTSP
Kabupaten Bulungan melakukan study banding ke Kota
Denpasar untuk melihat sistem perizinan berbasis teknologi
informasi

Desain Produk

Gambar atau Bagan

a, untuk desain produk program berbasis Android ini Tim IT
menggunakan software android studio, langkah-langkah nya
membuat new project dengan memasukkan nama lokasi
project, kemudian editing welcome message nya, lalu
menambahkan tombol-tombol menu sesuai kebutuhan, lanjut
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dengan second activity untuk masukkan data, Jalu percobaan
dengan mendaftarkan ke App Store. Sehinnga pengguna
layanan izin tinggal mendownload dari App Store pada hp
android masing-masing

. harusnya setelah melakukan study banding waktu ity, Tim

DPMPTSP melakukan perencanaan tentang alur produksi

. Dengan Desain produk yang baik, akan menghindari proses

yang berlarut dan Kkemudshan User dalam mengakses
program

Validasi Desain

Penilaian Rancangan Produk

. Dengan melakukan Konsultasi ke Punpman dan melalui uji

coba program ke masyarakat

. Sangat membantu, dengan desain yang menarik akan lebih

membantu pengguna didalam pemakaiannya.

. Dengan desain produk berbasis IT, perbedaan yang paling
utama adala.h kemudahan dldalam manajemen izin dan

pengarsipan”.,

Perbaikan Desain

Kelemahan

. Kekurangan Desain yang paling utama adalah masalah

kemudahan navigasi program dan readibility atau keterbacaan
yang akan terus di perbaiki di model/program selanjutnya

. Amat sangat penting, sebelum dilempar ke publik program

harus terus diperbaiki dan diujicoba ke masyarakat

. sangat membantu, dengan perbaikan yang terus menerus akan

membuat program semakin sempurna

Ujtcoba Produk

Penguyjian

. setelah jadi ini produk diujicoba ke beberapa orang

masyarakat dengan berbagai level pendidikan

. lebih mudah, lebih cepat dan lebih terorganisir

Revisi Produk

Perbedaan Produk

. sangat penting, tanpa revisi produk, program tidak akan

berjalan sempurna

. dengan adanya revisi produk akan berdempak sangat besar

karena adanya masukan-masukan selama vji coba

Ujicoba Pemakaian

Penguyjian Pemakaian

. produk yang akan diterapkan sudah melalui ujicoba sistem

pelayanan, baik dari sisi pengguna maupun back end

. dengan meminta beberapa orang anggota masyarakat untuk

mencoba produk atau program ini

._manfaat nya untuk mengetahui Bug-bug yang ada di program,
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untuk mengetahui kesulitan pengguna®.
. . a. Efektif, calon pengguna tidak perlu datang berulang kali ke
Revisi Produk - Evaluasi Produk kantor, cukup untuk mengantar berkas dan pengambilan izin | Efektif
b. va, efesien
a. setelah dilakukan Ujicoba dengan beberapa perbaikan,
program dapat digunakan dalam melayani masyarakat Penting untuk melayani Masyarakat
b. sangat penting, dengan program ini masyarakat dapat lebih | selaku Pengusaha
mudah mengakses informasi persyaratan perizinan

Pembuatan Produk Massal | - Produksi Massal
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Lampiran 6 : Standart Operational Procedure (SOP) Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan
1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
SOP Persyaratan SITU
NO | Jenis Perizinan Dasar Hukum PERSYARATAN Lama Proses | Besarnya Biaya KET
1 2 3 4 5 6 7
1 Surat Izin Tempat | - Peraturan Menteri Dalam Negeri 1. Surat Permohonan SITU | Maximal Sepuluh | Berdasarkan Berlaku  selama
Usaha (SITU) Nomor 4 Tahun 1987 tentang 2. Photocopy KTP | {10) Hari Kerja LRTUXIGXIL | lima (5)tahun.
penerbitan pungutan-pungutan dan| sebanyak 1 Lembar XTR Peninjanan
jangka waktu terhadap pemberian 3. Pas Photo Warna 3*4 (Ditujukan ke Lokasi oleh Tim
izin Undang-undang  bangunan sebanyak 5 Lembar Badan Teknis :
(Hinder Ordonatie)/HO 4, Surat Keterangan tidak Lingkungan - BPMPT
- Peraturan Daerah Kabupaten keberatan {pencegahan Hidup) -Badan
Bulungan Nomor 12 Tahun 2011 gangguan dan pencemaran Lingkungan
tentang Retribusi Perizinan tertentu | lingkungan dari Hidup Kab.
- Peraturan Bupati Bulungan Nomor tetangga/HO) Bulungan
8 Tahun 2001, tentang Standan 5. Foto bangunan tempat - Kantor Camat
Pelayanan Minimal Perizinan dan| usaha yang ber Plank Nama - Kantor Lurah
Non Perizinan 6. Akte Notaris (Bagi Setempat
- Peraturan Bupati Bulungan Nomor, Usaha yang ber Badan
34 Tahun 2013, Tanggal 10 Hukum)
Desember 2013, tentang 7. Surat  kontrak/Sewa
Pendelegasian  sebagian  urusan tempat  usaha  (khusus
Pemerintahan yang menjadi tempat usaha yang
kewenangan  Bupati  dibidang mengontrak)
Pelayanan Perizinan dan Nonl 8. Bagi penjual BBM dan
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Perizinan kepada Badan Penanaman]
Modal dan Perizinan Terpadu
Kabupaten Bulungan,

Minyak  Tanah  harus
melampirkan Fotocopy
Kartu Pangkalan

9. Materai Rp. 6000,-

10. Fotocopy Surat Bukti
Pembayaran Pajak Bumi
Bangunan (PBB) tahun
terakir

11. Melampitkan Izin
Prinsip, apabila Izin SITU
memiliki nilai Investasi >
Rp. 500.000.000,-
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(SIUP)

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah)
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomoy
46/M-DAG/PER/5/2009

- Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor
12 Tahun 2011, tentang Retribusi Perizinan
Tertentu

- Peraturan Bupati Bulungan Nomor § Tahun
2011, tentang Standar Pelayanan Minimal
Perizinan dan Non Perizinan

- Peraturan Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun
2013, Tanggal 10 Desember 2013, tentan
Pendelegasian sebagian urusan Pemerintahan
yang menfadi kewenangan Bupati dibidang
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepads
Badan Penanaman Medal dan Perizinan
Terpadu Kabupaten Bulungan.

Lembar

3. Photocopy SITU, TDP,
NPWP  masing-masing |
Lembar. (Jika Perpanjangan
atau Perubahan melampirkan
SIUP Lama).

4, Pas Photo Wama 3*4
sebanyak 5 Lembar. Untuk
Klasifikasi Modal Usaha

Kecil (Latar Kuning),
Menengah (Latar Merah}, dan
Besar (Latar Biru).

5. SK Pengesahan Badan
Hukum dan Menteri
Kehakiman (Khusus Persero
Terbatas (PT) & Memiliki
Kantor Pusat).

6. Neraca Awal Perusahaan
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2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
SOP Persyaratan SIUP
NO Jenis Perizinan Dasar Hukum PERSYARATAN Lama Proses Besarnya Biaya KET
2 3 4 5 6 7
Surat Izin Usaha - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 1. Surat Permohonan SIUP Maximal Lima Tidak Ada Biaya ( Berlaku selama
Perdagangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Photocopy KTP sebanyak 1 | (5) Hari Kerja lima (5) tahun.
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(Khusus (PT)

7. Akta Notaris Pendirian
Perusahaan (Khusus Usaha
yang Berbadan Hukum)

8. SIUP dan TDP Kantor
Pusat (Khusus Kantor
Perwakilan / Cabang)
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DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
46/M-DAG/PER/9/2009
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12
Tahun 2011, tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- Peraturan Bupati Bulungan Nomor 8 Tahun 2011,
tentang Standar Pelayanan Minimal Perizinan dan
Non Perizinan
- Peraturan Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2013
Tanggal 10 Desember 2013, tentang Pendelegasiany
sebagian wurusan Pemerintahan yang menjadj
kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan.

3. Photocopy SITU, SIUP,
NPWP  masing-masing 1
Lembar, (Jika Perpanjangan
atau Perubahan melampirkan

TDP Lama).
4. SK Pengesahan Badan
Hukum dan Menteri

Kehakiman (Khusus Persero
Terbatas (PT) & Memiliki
Kantor Pusat),

5. Neraca Awal Perusahaan
(Khusus (PT)

6. Akta Notaris Pendirian
Perusahaan (Khusus Usaha
yang Berbadan Hukum)

7. SIUP dan TDP Kantor
Pusat (Khusus Kantor
Perwakilan / Cabang)
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3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
SOP Persyaratan TDP
NO Jenis Dasar Hukum PERSYARATAN Lama Proses Besarnya Biaya KET
Perizinan
i 2 3 4 5 6 7
1 Tanda Daftar| - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 1. Surat Permohonan SIUP Maximal Lima Tidak Ada Biaya | Berlaku selama
Perusahaan | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Photocopy KTP sebanyak 1 | (5) Hari Kerja lima {5) tahun.
{TDP) - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-{ Lembar
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